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MOTTO 
 
“Jika engkau ingin melihat perubahan di dunia ini, maka jadilah perubahan itu 
sendiri” 
(Mahatma Gandhi)  
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
Pedoman trasliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta didasarkan pada Keputusan 
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  RI Nomor 
158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi 
tersebut adalah : 
1. Konsonan 
Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta  tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin 
adalah sebagai berikut :   
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
 Ba B Be 
 Ta T Te 
s\a s\ Es (dengan titik di 
atas) 
Jim J Je 
H}a h} Ha (dengan titik di 
bawah) 
Kha Kh Ka dan ha 
Dal D De 
Zal z/ Zet (dengan titik di 
atas) 
Ra R Er 
Zai Z Zet 
Sin S Es 
Syin Sy Es dan ye 
ix 
 
s}ad s} Es (dengan titik di 
bawah) 
d}ad d} De (dengan titik di 
bawah) 
t}a t} Te (dengan titik di 
bawah) 
z}a z} Zet (dengan titik di 
bawah) 
‘ain ...‘..... Koma terbalik di atas 
Gain G Ge 
Fa F Ef 
Qaf Q Ki 
Kaf K Ka 
Lam L El 
Mim M Em 
Nun N En 
Wau W We 
Ha H Ha 
Hamzah ...' ... Apostrop 
Ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal  bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari 
vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal Tunggal bahasa Arab  yang lambangnya berupa tanda  
atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :  
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 Fath}ah A A 
 Kasrah I I 
x 
 
 Dammah U U 
Contoh :  
No Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. Kataba 
2. Zukira 
3. Yazhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal  rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa 
gabungan antara harakat dan huruf maka trasliterasinya gabungan 
huruf, yaitu : 
 
Tanda dan Huruf Nama Gabungan 
Huruf 
Nama 
 ……أ Fathah dan 
ya 
Ai a dan i 
 ...... Fathah dan 
wau 
Au a dan u 
    
   Contoh :  
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. Kaifa 
2.  Haula 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang  yang lambangya berupa harakat dan 
huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :  
Harakat dan 
Huruf  
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
xi 
 
 ……. Fathah dan 
alifatau ya 
a> a dan garis di atas 
 ……  Kasrah dan 
ya 
i> i  dan garis di atas 
  ……. Dammah 
dan wau 
u> u dan garis di atas 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. Qa>la 
2.  Qi>la 
3.  Yaqu>lu 
4.  Rama> 
 
4. Ta Marbutah 
Trasliterasi untuk Ta Marbutah ada dua : 
a. Ta Marbutah hidup  
 Ta Marbutah atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah trasliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati  
  Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya 
adalah /h/. 
c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh 
kata yang menggunakan kata sandang /al/  serta bacaan kedua kata 
itu terpisah  maka Ta Marbutah itu ditrasliterasikan  dengan /h/. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. Raud}ah al-at}fa>l/ raud}atul atfa>l 
2.  T{alhah 
 
xii 
 
 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid  yang dalam sistem tulisan Arab  
dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu  tanda Syaddah atau Tasydid. 
Dalam transliterasi ini tanda Ssyaddah tersebut dilambangkan dengan 
huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.  
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Trasliterasi 
1. Rabbana 
2,  Nazzala 
 
6. Kata Sandang  
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambankan dengan huruf yaitu 
 لا . Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara 
kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.  
Kata sandang yang diikuti oleh huruf  Syamsiyyah  
ditrasliterasikan  sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/  diganti dengan 
huruf yang sama   dengan huruf yang langsung mengikuti  kata sandang 
itu.  Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah  
ditrasliterasikan sesuai dengan aturan  yang digariskan di depan  dan 
sesuai dengan bunyinya. Baik didikuti dengan huruf Syamsiyyah atau 
Qomariyah,  kata sandang ditulis  dari kata yang mengikuti  dan 
dihubungkan dengan kata sambung.  
Contoh :  
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. Ar-rajulu 
2. Al-Jala>lu 
 
 
xiii 
 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana telah di sebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditranslitesaikan denga apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir  kata. Apabila terltak di awal kata maka tidak dilambangkan karena  
dalam tulisan Arab berupa huruf alif.  Perhatikan contoh-contoh berikut 
ini:  
No Kata Bahasa Arab Trasliterasi 
1. Akala 
2.  ta'khuzuna 
3.  An-Nau'u 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab  tidak mengenal huruf 
kapital, tetapi dalam trasliterinya huruf kapital itu digunakan seperti yang 
berlaku dalam EYD yaitu  digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama 
diri dan permulaan kalimat.  Bila nama diri itu didahului oleh kata 
sandangan maka  yang ditulis dengan huruf kapital adalah  nama diri 
tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.  
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila 
dalam tulisan Arabnya  memang lengkap demikian  dan kalau penulisan 
tersebut  disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf  atau harakat yang 
dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.  
 
Contoh :  
No. Kalimat Arab Transliterasi 
  Wa ma> Muhaamdun illa> rasu>l 
  Al-hamdu lillhi rabbil 'a>lami>na 
 
 
xiv 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata  baik fi’il, isim  maupun huruf  ditulis 
terpisah. Bagi kata-kata tetentu  yang penulisannya dengan huruf Arab  
yang sudah lazim dirangkaikan  dengan kata lain karena ada huruf atau 
harakat  yang dihilangkan  maka penulisan kata tersebut dalam 
transliterasinya  bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada 
setiap kata atau bisa dirangkaikan.  
Contoh:  
No Kalimat Bahasa Arab Transliterasi 
  Wa innalla>ha lahuwa khair ar-ra>ziqi>n/ 
Wa innalla>ha lahuwa khairur-ra>ziqi>n 
 
  Fa aufu> al-Kaila wa al-mi>za>na/ Fa 
auful-kaila wal mi>za>na 
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ABSTRAK 
Lapili fukar, NIM: 132.121.033. Skripsi Tinjauan Maqa<s}id asy-Syari<’ah 
Terhadap Perlindungan Jiwa Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 
Tentang Penyandang Disabilitas. 
Manusia adalah makhluk ciptaan Allah SWT yang mempunyai kedudukan 
yang sama dimuka bumi. Setiap manusia mempunyai harkat dan martabat dignity 
yang melekat pada kemanusiaannya. Dengan keyakinan akan kuasa Tuhan 
sebagai Pencipta, kondisi disabilitas yang dialami sebagian anak manusia adalah 
fakta Ilahi. Kondisi ini tidak boleh menjadi penyebab hilangnya harkat dan 
martabat penyandang disabilitas, atau menjadi alasan untuk tidak mensejajarkan 
mereka dengan warga lain dalam segala bidang kehidupan. 
Sebagai pendahuluan maka rumusan masalah yang dapat diteliti dalam 
penilitian ini yaitu: Bagaimana Tinjauan Maqa<s}id asy-Syari<’ah Terhadap 
Perlindungan Disbilitas yang Diatur dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 
2016, dan Bagaimana Upaya Perlindungan Hukum Bagi Disabilitas Pada Undang-
undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. 
Penelitian ini mengunakan metode penelitian pustaka library research, 
Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan 
mempelajari bahan-bahan kepustakaan yang berupa buku-buku, dokumen-
dokumen, peraturan-peraturan, hasil penelitian, arsip dan sebagaimana yang 
berkaitan dengan pemasalahan yang diteliti. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa perlindungan dalam Undang-
undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas sangat menghargai 
hidup seseorang. Dan tidak menganjurkan untuk menghilangkan jiwa seseorang. 
Segala bentuk kekerasan yang mengakibatkan berakhirnya hidup seseorang akan 
dikenai sanksi yang sangat berat. Sedangkan dalam Islam sangat memperhatikan 
kelangsungan hidup seseorang dan Islam tidak menganjurkan untuk 
menghilangkan nyawa seseorang tanpa alasan yang tidak benar. Perlindungan 
yang diberikan Islam tidak memandang golongan, semuanya mendapatkan 
perlindungan yang sama. 
 
Kata Kunci: Maqa<s}id asy-Syari<’ah, UU No. 8 Tahun 2016  
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ABSTRAK 
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Terhadap Perlindungan Jiwa Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 
Tentang Penyandang Disabilitas. 
Manusia adalah makhluk ciptaan Allah SWT yang mempunyai kedudukan 
yang sama dimuka bumi. Setiap manusia mempunyai harkat dan martabat dignity 
yang melekat pada kemanusiaannya. Dengan keyakinan akan kuasa Tuhan 
sebagai Pencipta, kondisi disabilitas yang dialami sebagian anak manusia adalah 
fakta Ilahi. Kondisi ini tidak boleh menjadi penyebab hilangnya harkat dan 
martabat penyandang disabilitas, atau menjadi alasan untuk tidak mensejajarkan 
mereka dengan warga lain dalam segala bidang kehidupan. 
Sebagai pendahuluan maka rumusan masalah yang dapat diteliti dalam 
penilitian ini yaitu: Bagaimana Tinjauan Maqa<s}id asy-Syari<’ah Terhadap 
Perlindungan Disbilitas yang Diatur dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 
2016, dan Bagaimana Upaya Perlindungan Hukum Bagi Disabilitas Pada Undang-
undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. 
Penelitian ini mengunakan metode penelitian pustaka library research, 
Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan 
mempelajari bahan-bahan kepustakaan yang berupa buku-buku, dokumen-
dokumen, peraturan-peraturan, hasil penelitian, arsip dan sebagaimana yang 
berkaitan dengan pemasalahan yang diteliti. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa perlindungan dalam Undang-
undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas sangat menghargai 
hidup seseorang. Dan tidak menganjurkan untuk menghilangkan jiwa seseorang. 
Segala bentuk kekerasan yang mengakibatkan berakhirnya hidup seseorang akan 
dikenai sanksi yang sangat berat. Sedangkan dalam Islam sangat memperhatikan 
kelangsungan hidup seseorang dan Islam tidak menganjurkan untuk 
menghilangkan nyawa seseorang tanpa alasan yang tidak benar. Perlindungan 
yang diberikan Islam tidak memandang golongan, semuanya mendapatkan 
perlindungan yang sama. 
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ABSTRACT 
Lapili fukar, NIM: 132.121.033. Skripsi Tinjauan Maqa<s}id asy-Syari<’ah 
Terhadap Perlindungan Jiwa Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 
Tentang Penyandang Disabilitas. 
Humans are creatures of Allah SWT who have the same position on earth. 
Every human being has dignity dignity attached to humanity. With confidence in 
the power of God as the Creator, the condition of disability experienced by some 
of the human children is a divine fact. This condition should not be the cause of 
the loss of the dignity of persons with disabilities, or the reason for not aligning 
them with other citizens in all spheres of life. 
As a preliminary then the formulation of the problems that can be 
investigated in this research is: How the Review Maqa<s}id asy-Syari<'ah Against 
Protection Disbilitas Regulated by Law No. 8 of 2016, and How Efforts Legal 
Protection for Disability On Law No. 8 of 2016 About Persons with Disabilities. 
This research uses library research method, the data used is secondary data 
is data obtained by studying library materials in the form of books, documents, 
regulations, research results, archives and as related to The problems studied. 
The results of this study indicate that the protection in Law No. 8 of 2016 
About Persons with Disabilities really appreciate one's life. And do not advocate 
to eliminate one's soul. Any form of violence that results in the end of one's life 
will be subject to very severe sanctions. While in Islam is very concerned about 
the survival of a person and Islam does not recommend to eliminate a person's life 
for no apparent reason. The protection given by Islam does not look at the group, 
all of them get the same protection. 
 
Keywords: Maqa<s}id asy-Syari<'ah, UU No 8 Tahun 2016. 
1 
 
BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Manusia adalah makhluk ciptaan Allah SWT yang mempunyai 
kedudukan yang sama dimuka bumi. Setiap  manusia  mempunyai  harkat 
dan martabat dignity yang melekat pada kemanusiaannya. Dengan 
keyakinan akan kuasa Tuhan sebagai Pencipta, kondisi disabilitas yang 
dialami sebagian anak manusia adalah fakta Ilahi. Kondisi ini tidak boleh 
menjadi penyebab hilangnya harkat dan martabat penyandang disabilitas, 
atau menjadi alasan untuk tidak mensejajarkan mereka dengan warga lain 
dalam segala bidang kehidupan.1 
Islam tidak saja mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT 
saja, tetapi juga mengatur seluruh aspek kehidupan baik politik, hukum, 
budaya dan sosial, di antara beberapa aspek yang telah ditetapkan oleh 
Allah SWT, dalam kaitannya dengan sesama manusia adalah dengan 
perlindungan terhadap difabel atau penyandang cacat. Kelompok yang 
rentan ini memiliki perlindungan yang khusus. 
Dalam konsep hukum Islam, yang diaturnya adalah apa yang ada 
pada manusia, sebagai pribadi maupun individu dalam interaksinya dengan 
                                                          
1 Rahayu Repindowaty Harahap dan  Bustanuddin, Perlindungan Hukum Terhadap 
Disabilitas Menurut  Convention On The Rights Of Persons Whit Disabilities (CRPD), Jurnal 
Inovatif  Volume VIII, Nomor 1 Januari 2015,  hlm. 17. 
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individu lainnya dalam masyarakat. Konsepsi ikhsan (akhlak) dalam 
hukum Islam memiliki peranan yang pasti. 2  
Sehingga tidak memandang sesuatu itu merupakan larangan dalam 
islam, karenanya eksistensi hukum Islam (terutama Syari’ah) adalah terkait 
dengan eksistensi manusia sebagai hamba Allah yang harus tunduk dan 
patuh pada perintahnya. Untuk itulah, maka hukum Islam melarang 
perbuatan yang pada dasarnya merusak kehidupan manusia.3 
Dalam hukum Islam sendiri sudah di jelaskan tentang perlindungan 
kepada manusia salah satunya jiwa. Karena memelihara dan menjamin 
jiwa adalah memelihara hak untuk hidup secara terhormat dan menjamin 
tidak terjadinya penganiayaan dan pembunuhan atau bentuk diskriminasi 
lainnya. Dalam masalah perlindungan terhadap jiwa ini Islam memiliki 
aturan yang tegas bagi mereka yang melanggarnya dan jika di 
implementasikan dalam kehidupan nyata maka akan terjamin setiap jiwa 
yang ada pada setiap manusia.4 
Negara yang bermartabat adalah negara yang menghormati, 
menghargai, memenuhi dan memberikan perlindungan bagi setiap warga 
negaranya tanpa kecuali. Isu tentang penyandang disabilitas atau orang-
orang yang memiliki perbedaan kemampuan seringkali dikenal dengan 
istilah difabel differently abled people atau sekarang dikenal sebagai 
                                                          
2Abddul Ghofur Ansori dan Yulkarnain Harahab, Hukum Islam Dinamika dan 
Perkembangannya Di Indonesia, (Yogyakarta: Kreasi Media, 2008), hlm. 31. 
 
3 Ibid. 
 
4 Ibid., hlm. 33. 
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disabilitas, masalah yang paling jarang mendapatkan perhatian dari 
Pemerintah maupun masyarakat.5  
Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan 
Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 yang menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat 
manusia sehingga perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia terhadap 
kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas perlu ditingkatkan. 
Hal ini terlihat dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 28 I 
ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945.6 
Di dalam alinea  keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 juga secara tegas telah dinyatakan apa yang 
menjadi prinsip negara sebagai dasar dalam penyelenggaraan 
pemerintahan negara. Di samping prinsip negara kesatuan, prinsip negara 
hukum, prinsip negara republik, prinsip negara demokrasi, juga melekat 
prinsip negara yang lain adalah prinsip negara kesejahteraan, yang  dalam  
berbagai literatur juga disebut sebagai welfare state (tanggungjawab 
negara terhadap kesejahteraan warganya).7 
                                                          
 5 Rahayu Repindowaty Harahap dan  Bustanuddin, Perlindungan Hukum 
Terhadap Disabilitas Menurut Convention On The Rights Of Persons Whit Disabilities 
(Konvensi Mengenai Hak-hak Penyadang Disabilitas)..., hlm. 3. 
 
6 Ibid. 
 
7 Dewi Krisna Hardjanti, Kajian Yuridis Tentang Penyandang Disabilitas, Jurnal 
Perpektif Hukum Islam, Fakultas Hukum Universitas Adma Jaya Yogyakarta Vol. 16 No. 1 Mei 
2016,  hlm. 2. 
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Penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat 
Indonesia yang juga memiliki kedudukan, hak, kewajiban, dan 
kesempatan serta peran yang sama, hal-hal yang dapat menunjang 
kelancaran kerja yaitu dengan ketersediaan saran dan prasarana yang 
mencukupi bagi pekerja penyandang disabilitas yang sangat terbatas   
pada umumnya di Indonesia.8  
Di Indonesia, terminologi lain  yang digunakan untuk 
menyebut disabilitas ini antara lain adalah penyandang cacat, orang 
berkelainan atau orang tidak normal. Istilah tersebut sebenarnya tidak 
bebas nilai artinya ada konsepsi nilai tertentu yang telah dipaksakan oleh 
sekelompok masyarakat tertentu yang melabelkan dan mendominasi 
kelompok masyarakatn  lain. Peristilahan ini berpengaruh secara 
langsung terhadap perlakuan masyarakat atau pemerintah terhadap 
keberadaan difabel secara menyeluruh. Namun demikian, konsepsi 
tersebut bisa pula berbeda dan berubah secara historis sesuai 
perkembangan yang terjadi dalam masyarakat maupun Negara.9 
Mengingat banyak kasus yang terjadi dalam masyarakat khsusnya 
yang dialami oleh kedua penyandang disabilitas bunga dan inta, yang 
merupakan difabel rungu wicara, yang tercacata sebagai korban 
                                                          
8 Nila Wadyaningrum, Jurnal Pelaksanaan Pemberian Kesempatan Kerja Bagi Pekerja 
Penyandang Disabilitas di PT Alfa Retarindo (Carrefour) Maguwoharjo Sleman, 2014, hlm. 1. 
 
9 Risnawati Utami, 2012, Makalah Untuk Intermediate Human Rights Training Bagi Dosen 
Hukum Dan HAM di Balikpapan, Konvensi Tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas: Dalam 
Perspektif Kebijakan Publik Di Indonesia, Kerjasama PUSHAM UII dengan Norwegian Centere 
for Human Rights, hlm. 4. 
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pencabulan dan dirampas barang miliknya. Sebelum bunga dan intan 
diancam  akan dibunuh jika mengadukan kasus ini kepada yang berwajib 
pelaku sempat melakukan tindakan kekerasan yang dapat menghilangkan 
nyawa kedua difabel tersebut.10 
Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Pentang Penyandang 
Disabilitas, Pasal 1 ayat 5 di jelaskan bawha: Pelindungan adalah upaya 
yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan 
memperkuat Hak Penyandang Disabilitas.11 Demikian juga di tentukan 
dalam pasal 28 I ayat (4) dijelaskan  bahwa: Perlindungan, pemajuan, 
penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggun jawab 
negara, terutama pemerintah.12 
Berdasarkan pada pasal-pasal di atas menunjukkan bahwa 
konstitusi memberikan jaminan kepada setiap warga negara untuk 
mendapatkan kesejahteraan. Ketentuan yang melarang adanya diskriminasi 
dan kewajiban adanya perlakuan yang adil terhadap setiap warga negara 
sekaligus merupakan jaminan konstitusional bagi warga negara yang 
memiliki keterbatasan fisik atau kaum difabel.  
Pengaturan yang sekaligus memberikan jaminan konsitusional 
terhadap warga negara untuk mendapatkan kesejahteraan, meskipun tidak 
                                                          
10 M. Syafi’i ddk, Potret Difabel Berhadapan Dengan Hukum Negara, (Yogyakarta: 
SIGAB, 2014), hlm. 90. 
 
11 Undang-undang Republik Indonesia Nomor  8 Tahun 2016 Tentang  Penyandang  
Disabilitas. 
 
12 Dewi Krisna Hardjanti, Kajian Yuridis Tentang Penyandang Disabilitas, Fakultas 
Hukum Universitas Adma Jaya Yogyakarta..., hlm. 4. 
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disebut secara tegas setidaknya memberikan kedudukan yang sangat kuat 
berkaitan dengan hak warga negara dan sekaligus merupakan amanat dan 
tanggungjawab yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara negara.13 
Dalam jurnal yang tulis oleh M. Khorul Hadi ia mengemukakan 
bahwa isu tentang difabel dalam fiqh menunjuk beberapa kondisi. Pertama 
bahwa fiqh difabel itu ada tapi masih samar-samar, karena belum 
keberpihakan terhadap hak-hak difabel. Kedua konsep untuk membangun 
fiqh difabel dapat dilakukan melalui konsep Maqa<s}id asy-Syari<’ah. 
Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas maka penyusun 
sangat tertarik untuk melakukan penelitian tentang “TINJAUAN  
MAQA<S}ID ASY-SYARI<’AH  TERHADA PERLINDUNGAN JIWA 
DALAM UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG 
PENYANDANG DISABILITAS”. 
Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti dapat mengambil 
rumusan masalah sebagai berikut: 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana Perlindungan Jiwa dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 
2016 Tentang Penyandang Disabilitas? 
2. Bagaimana Tinjauan Maqa<s}id asy-Syari<’ah terhadap Perlindungan Jiwa 
dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyadang 
Disabilitas? 
 
                                                          
13 Ibid.., hlm. 5. 
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C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan jiwa dalam undang-undang 
nomor 8 tahun 2016 tahun 2016 tentang penyadang disabilitas. 
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Maqa<s}id asy-Syri<’ah terhadap 
perlindungan jiwa dalam undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang 
penyandang disabilitas. 
D. Manfaat Penelitian 
Dari tujuan diatas, penulis berharap penelitian dapat bermanfaat: 
1. Secara teoritis skripsi ini dapat menambah khazana kepustakaan dan 
ilmu pengetahuan bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya pada 
peneliti yang meneliti topik yang sejenis. 
2. Secara praktis skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 
kepada lembaga Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam 
melindungi penyandang disabilitas dalam hal perlindungan jiwa. 
E. Tinjauan Pustaka 
Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, penulis melihat ada 
beberapa skripsi di UIN Yogyakarta yang membahas tentang Disabilitas 
antara lain adalah sebagai berikut: 
Pertama skripsi yang berjudul Perlindungan Hukum Terjadap 
Difabel Korban Tindak Pidana Menyerang Kehormatan Susila (Studi 
Putusan Nomor: 24/Pid 2013/P.T.Smg) yang ditulis oleh Noviani Arum 
Lestari Dalam Skripsi tersebut membahas tentang, Perlindungan hukum 
terhadap korban difabel dan hak-hak difabel dihadapan hukum, solusi yang 
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dapat dilakukan ada ketegasan pemerintah dalam merumuskan peraturan 
terkait difabel yang berhadapan dengan hukum.14 
Penelitian yang dilakukan oleh Noviani Arum Lestari memiliki ciri 
khas tersendiri yaitu (Studi Putusan Nomor: 24/Pid 2013/P.T.Smg) dengan 
membahas perlindungan bagi korban difabel dan hak-hak di hadapan 
hukum. Sedangkan penelitian yang akan penulis teliti yaitu membahas 
tentang perlindungan jiwa dalam Undang-undang nomor 8 Tahun 2016 
Tentang Penyandang Disabilitas yang akan ditinjau Mengunakan Maqa<s}id 
asy-Syari<,ah. Perbedeaan kedua penelitian terletak pada putusan 
Pengadilan Negeri dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang 
Penyandang Disabilitas yang ditinjau Mengunakan Maqa<s}id asy-Syari<,ah. 
Kedua skripsi yang berjudul Dinamika Penyesuaian Diri 
Penyandang Disabilitas di Tempat Magang Kerja (Studi Deskriptif di 
Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas Yogyakarta) yang 
tulis oleh Ani Nur Sayyidah. Dalam skripsi ini membahas tentang, 
bagaimana gambaran proses magang bagi klien penyandang disabilitas 
yang di selenggarakan oleh BRTPD dan juga membahas tentang dinamika 
penyesuaian diri penyandang disabilitas di tempat magang kerja selama 
mengikuti kegiatan magang kerja.15 
                                                          
14 Niviani Arum Lestari, Perlindungan Hukum Terhadap Difabel Korban Tindak Pidana 
Menyerang Menyerang Kehormatan Susila (Studi Putusan Nomor 24/Pid 2013/P.T.Smg), Skripsi 
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syariah dan Hukum , 2015. 
 
15 Ani Nur Sayyidah, Dinamika Penyesuaian Diri Penyandang Disabilitas di Tempat 
Magang Kerja (Studi Deskriptif di Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas 
Yogyakarta), Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Ani Nur Sayyidan lebih mengarah 
kepada tempat kerja, dan bagaimana proses magang bagi penyadang 
disabilitas, penyesuaian diri penyadang disabilitas di tempat magang 
selama mengikuti kegiatan magang. Sedangkan dalam penelitian yang 
penulis lakukan masih sama dengan membahas tentang difabel akan tetapi 
penelitian yang peneliti lakukan yaitu lebih mengarah kepada perlindungan 
jiwa dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang 
Disabilitas yang akan ditinjau mengunakan Maqa<s}id asy-Syari<,ah. 
Ketiga skripsi yang berjudul Tinjauan Maqa<s}id asy-Syar<i’ah 
Tentang Perlindungan Anak Difabel (Studi Panti II Yayasan Sayap Ibu 
Yogyakarta) yang ditulis oleh Muhammad Khoirul Wahdin. Dalam skripsi 
tersebut membahas tentang, perlindungan anak difabel yang dilakukan 
oleh parah pengasuh dan pimpinan, diwujudkan dengan, dilindungi hak 
untuk memperoleh keyainan dalam beragama, Dilindungi hak untuk 
kehidupan jiwa dengan dipenuhi kebutuhan jasmani. Dilindungi akal 
dengan dipenuhi pendidikan. Dilindungi nasab anak difabel dari 
pelantaran orang tuanya sendiri, dengan dibina dan dirawat.16 
Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Khoirul Wahdin yaitu 
tinjauan Maqa<s}id asy-Syar<i’ah tentang perlindungan anak di panti asuhan 
yayasan sayap ibu yogyakarta. Didalam skripsinya ia membahas 
bagaimana perlindungan anak difabel yang dilakukan oleh parah pengasuh 
                                                          
16 Muhammad Khoirul Wahdin, Tinjauan Maqosid Asy-Syari’ah Tentang Perlindungan 
Anak Difabel (Studi Panti II Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta), Skripsi UIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta, Fakultas Syariah dan Hukum,  2014. 
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panti asuhan, dengan dilindungi hak agama, jiwa, memenuhi kebutuhan 
pendidikan, dan dilindungi nasab anak difabel dari pelantaran orang 
tuanya sendiri. 
Sedangkan dalam penelitian yang penulis lakukan hampir 
memperoleh kesamaan yaitu membahas tentang perlindungan disabilitas 
yang akan ditinjau mnegunakan Maqa<s}id asy-Syar<i’ah, akan tetapi 
penelitian diatas lebih megarah kepada penelitian lapangan, sedangkan 
penelitian yang penulis lakukan yaitu perlindungan jiwa dalam Undang-
undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas yang akan 
ditinjau mengunakan Maqa<s}id asy-Syari<,ah penelitian ini lebih mengarah 
kepada penelitian kepustakaan. 
Keempat skripsi yang berjudul Cacat Badan Sebagai Alasan 
Perceraian (Studi Komperatif Anatara Pasal 19 huruf e P.P Nomor 9 
Tahun 1975 dengan pendapat madzhab empat) yang ditulis oleh Mulyadi. 
Dalam skripsi tersebut dibahas tentang pendapat para ulama yang 
membolehkan tentang cacat badan yang menjadi alasan perceraian.17 
Dalam pemaparan skripsi yang penulis kemukakan diatas 
semuanya sama membahas tentang difabel, akan tetapi masing-masing dari 
skripsi di atas mempunyai keutamaan atau ciri khasnya dan belum ada 
skripsi yang membahas Tinjauan Maqa<s}id asy-Syari<a’ah Terhadap Pasal 6, 
Pasal 20, Pasal 26 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang 
Penyandang Disabilitas. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian ini. 
                                                          
17 Mulyadi, Cacat Badan Sebagai Alasan Perceraian (Study Komperatif Anatara Pasal 19 
Huruf e P.P Nomor 9 Tahun 1975 Dengan Pendapat Madzhab Empat), Skripsi STAIN Surakarta, 
1999. 
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F. Kerangka Teori 
Eksistensi hukum Islam di dunia adalah untuk mengatur kehidupan 
manusia, baik selaku pribadi maupun selaku anggota masyarakat agar 
dapat bertingkah laku yang sesuai dengan kehendak Sang Khalik. Apa 
yang menjadi tujuan disyariahkan hukum sering diistilahkan dengan 
Maqa<s}id asy-Syari<’ah, secara umum tujuan disyariahkan hukum adalah 
untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia.18 
Maqa<s}id asy-Syari<’ah ialah tujuan al-syari’ (Allah SWT dan 
Rasulullah SAW). Dalam menetapkan hukum Islam. Tujuan tersebut dapat 
ditelususri dari Nash Al-qur’an dan Sunnah Rasulullah SAW, sebagai 
alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada 
kemaslahatan umat manusia. 19  
Menurut al-Syatibi ada lima tujuan pokok syariat Islam, yaitu 
dalam rangka melindungi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kelima 
pokok tersebut dinamakan dengan al-kulliyah al-khams atau al-qowaid al-
kulliyat. Untuk kepentingan menetapkan hukum, kelima tujuan pokok 
tersebut dikategorikan menjadi tiga tingkatan, yaitu: 20 
1. Dharuri, yaitu memelihara kebutuhan yang bersifat esensial bagi 
kehidupan manusia, kebutuhan esensial itu adalah memelihara 
kebutuhan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, dengan batas 
jangan sampai terancam. Tidak terpenuhinya atau tidak 
terpeliharanya kebutuhan-kebutuhan itu akan berakibat 
                                                          
18 Abddul Ghofur Ansori, dan Yulkarnain Harahab, Hukum Islam Dinamika dan 
Perkembangannya Di Indonesia,...hlm. 32. 
 
19 Mardani, Ushul Fiqh, (Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2013),  hlm. 333. 
 
20 Ibid., hlm. 337-338. 
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terancamnya eksistensi kelima tujuan pokok itu. Untuk memelihara 
lima hal pokok inilah syariat Islam diturunkan, dalam setiap ayat 
hukum apabila diteiti akan ditemukan alasan pembentukannya yang 
tidak lain adalah untuk memelihara lima hal pokok di atas, seperti 
kewajiban qisas sebagaimana firman Allah dalam Q.S al-Baqarah 
(2)  ayat 179:21 
 
                    
 
 
Artinya: “Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup 
bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu 
bertakwa”.22 
 
2. Hajiyat, yaitu kebutuhan yang tidak berisafat esensial, melainkan 
termasuk kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari 
kesulitan dalam hidupnya. Tidak terpeliharanya kelompok ini tidak 
akan mengancam eksistensi kelima pokok diatas, tetapi akan 
menimbulkan kesulitan bagi mukallaf. Kelompok ini erat kaitannya 
dengan rukhshah. Seperti dijelaskan Abdul Wahab Khallaf, 
merupakan contoh kepedulian syariat Islam terhadap kebutuhan ini. 
Contoh pembolehan tidak berpuasa bagi musafir, hukuman diyat 
(denda) bagi seorang yang membunuh secara tidak sengaja, 
penangguhan hukuman potong tangan atas seseorang yang mencuri 
karena terdesak untuk menyelamatkan jiwanya dari kelaparan. 
3. Tahsiniyat, yaitu kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat 
seseorang dalam masyarakat dan dihadapan Tuhan-nya, sesuai 
dengan kepatuhan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan 
pelengkap, seperti dikemukakan al-Syatibi seperti hal yang 
merupakan kepatutan menurut adat-istiadat menghindari hal tidak 
enak dipandang mata dan berhias berhias dengan keindahan yang 
sesuai dengan tuntutan norma dan akhlak, dalam berbagai bidang 
kehidupan seperti seperti ibadah muamalah dan uqubah. 
 
Al-Syatibi juga membagi maslahah dalam tiga hal: 23 
1. Mashlahat muktabar, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan 
penjagaan pada lima hal sebagaimana diungkap diatas. Usaha 
                                                          
21 Al-qur’an Surat al-Baqarah (2) ayat 179. 
 
22 Depertemen Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya jilid I, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), 
hlm. 260. 
 
23 Hj. A. Sukmawati Assaad, Kehujjahan Maqasid Al-Syari’ah, Jurnal Al-Ahkam, Vol. V 
No. 2. Desember 2015, hlm. 187.  
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pemeliharaan kemaslahatan yang lima ini adalah pemeliharaan yang 
daruri (yang paling utama). Itulah sebabnya diharuskan berjihad 
kepada yang kuat fisiknya untuk melawan serangan musuh yang 
bermaksud menghancurkan agama dan tanah air. Ditetapkannya 
hukuman qisas untuk menjamin kemaslahatan jiwa, dan lain-lain. 
2. Maslahat mulga, yaitu sesuatu yang sepintas lalu terlihat maslahat,  
tetapi ada maslahat yang kecil itu boleh diabaikan. Sebagai contoh, 
pada suatu ketika Abdurrahman ibn Hakam, gubernur andalusia, 
meminta fatwa kepada imam al-Laitas tentang kafarat karena telah 
membatalkan puasa Ramadhan dengan mencampuri istrinya di 
siang hari. Al-Laitsi memfatwakan bahwa kafaratnya harus 
berpuasa dua bulan berturut-turut. 
 
3. Mashlahat mursalah, yaitu kmaslahatan yang tidak terkait dengan 
dalil yang memperbolehkan atau melarangnya, contoh untuk 
mengatasi pemalsuan hak milik atas barang-barang berharga atau 
pemalsuan materi sitri agar dapat bebas kumpul kebo maka atas 
pertimbangan mashlahat mursalah boleh diadakan ketentuan 
kewajiban mencatat dan keharusan mempunyai keterangan yang sah 
setiap terjadi akad jual beli, nikah, hibah, dan lain-lain. 
 
Maka dapat di lihat bahwa tujuan hukum Islam adalah untuk 
kemaslahatan dan kepentingan serta kebahagiaan manusia sebagai individu 
dan sebagai masyarakat seluruhnya, baik kebahagiaan dunia ini, maupun 
kebahagiaan di akhirat. Dilakukan dengan jalan mengambil segala yang 
bermanfaat dan mencegah yang madarat yaitu yang tidak berguna bagi 
kehidupan.24  
Maka hendaknya dalam melakukan perlindungan terhadap 
penyandang disabilitas perlu memperhatikan prinsip kemaslahatan (al-
maslahah) karena syariat Islam tidak memiliki tujuan selain mewujudkan 
                                                          
24Abddul Ghofur Ansori dan Yulkarnain Harahab, Hukum Islam Dinamika dan 
Perkembangannya Di Indonesia.., hlm. 31. 
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kemaslahatan kemanusiaan secara universal dan menghilangkan segala 
bentuk kerusakan, kekerasan, dan kerugian.25 
Salah satu perlindungan terhadap difabel adalah perlindungan 
hukum. Setiono memberikan definisi perlindungan hukum adalah tindakan 
atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang 
oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan 
ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk 
menikmati martabatnya sebagai manusia.26 
Peran serta negara juga tidak kalah penting dalam hal melindungi 
kaum difabel, hal ini diatur dalam undang-undang  nomor 19 tahun 2011 
Tentang Pengesahan Convention On The Persons With Disabilities, 
(Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas). Pada pasal 5 ayat 
(1), (2), (3) dan (4) yakni: 27 
Pasal 5 ayat 1 
Negara-negara pihak mengakui semua manusia adalah setara 
dihadapan dan dibawah hukum dan berhak, tanpa diskriminasi, untuk 
mendapatkan perlindungan dan manfaat hukum yang setara. 
Pasal 5 ayat 2 
                                                          
25 Ibid. 
 
26 Setiono, Rule of Law (Supremasi Hukum), Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana 
Universitas Sebelas Maret (Surakarta: 2004), hlm. 3. 
27 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan 
Convention On The Persons With Disabilities, (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang 
Disabilitas). 
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Negara-negara pihak harus melarang semua diskriminasi yang 
didasari oleh disabilitas dan serta menjamin perlindungan hukum yang 
setara dan efektif bagi penyandang disabilitas terhadap diskriminasi yang 
didasri oleh alasan apa pun. 
Pasal 5 ayat 3 
Dalam rangka memajukan kesetaraan dan menghapuskan 
diskriminasi, negara-negara pihak harus mengambil langkah-langkah yang 
sesuai untuk menjamin tersedianya akomodasi yang beralasan. 
Pasal 5 ayat 4 
Kebijakan-kebijakan khusus yang diperlukan untuk memercepat 
atau mencapai kesetaraan de facto bagi penyandang disabilitas tidak boleh 
dianggap sebagai diskriminasi dibawah ketentuan-ketentuan yang ada 
dalam konvensi ini. 
Pada pasal 2 deklarasi tersebut menyatakan bahwa: Penyandang 
cacat berhak menikmati semua hak yang ditetapkan dalam Deklarasi ini. 
Hak-hak tersebut harus diberikan kepada semua penyandang cacat tanpa 
pengecualian apa pun dan tanpa pembedaan atau diskriminasi berdasarkan 
ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau 
pendapat lainnya, asal usul nasional atau sosial, kekayaan, kelahiran atau 
situasi lain dari penyandang cacat itu sendiri atau pun keluarganya.28 
Dari penjelasan Undang-undang diatas maka ketahui bahwa 
penyandang disabilitas mempunyai Hak yang dilindungi Hukum. Hak 
                                                          
28 Dewi Krisna Hardjanti,  Kajian Yuridis Tentang Penyandang Disabilitas,... hlm. 7. 
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yang tidak dapat diambil oleh orang lain. Ini berarti penyandang disabilitas 
setara dengan masyarakat dan mempunyai tanggungjawab dihadapan 
hukum tanpa mengurangi hak tersebut. 
Dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang 
disabilitas, Pasal 1 ayat 5 dijelaskan bahwa: Perlindungan adalah upaya 
yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan 
memperkuat hak penyandang disabilitas.29 Dalam pasal 9 poin G di 
tegaskan bahwa, Atas perlindungan dari segala tekanan, kekerasan, 
penganiayaan, Diskriminasi dan/atau perampasan atau pengambilan hak 
milik.30 
Setiap kepedulian terhadap kaum difabel yang tercantum pada 
aturan-aturan yang telah ditetapkan untuk mengatur perlindungan 
peyandang disabilitas, mengingat penyandang disabilitas adalah sebagian 
dari masyarakat indonesia yang harus memperoleh perlindunggan yang 
nyata agar tetap hidup, berdasarkan uraian diatas, kiranya cukup bagi 
penyusun menjadikan landasan untuk menjawab permasalahan yang sudah 
ditetapkan dalam penelitian ini. 
Fokus penelitian ini mengenai perlindungan disabilitas terhadap 
pasal 6, pasal 20, dan pasal 26 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 
Tentang Penyadang Disabilitas yang di tinjau dengan mengunakan 
                                                          
29 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. 
 
30 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. 
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Maqa<s}id asy-Syari<’ah khususnya terhadap  hifzh al-nafs atau perlindungan 
jiwa. 
G. Motode Penelitian 
Metode dalam penelitian ini mempunyai arti yang sangat penting, 
sebab metode menentukan bagaimana cara kerja dalam mekanisme sebuah 
penelitian. Metode inilah yang menentukan sampai dimana upaya ilmiah 
tersebut kepada sasaran yang dituju: 
1. Jenis Penelitian 
Penulis dalam hal ini memilih menggunakan jenis penelitian 
pustaka dengan mengkaji buku atau hasil karya ilmia lainya. 
Dengan kata lain, jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka 
library research. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu 
data yang diperoleh dengan mempelajari bahan-bahan kepustakaan 
yang berupa buku-buku, dokumen-dokumen, peraturan-peraturan, 
hasil penelitian, arsip dan sebagaimana yang berkaitan dengan 
pemasalahan yang diteliti.31 
2. Sumber Data 
Berdasarkan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, 
yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder maka 
sebagai sumber datanya adalah sebagai beriku: 
 
 
                                                          
31 Soerjono Sekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 51. 
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a. Bahan Hukum Primer 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian  ini adalah 
Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang 
disabilitas dan beberapa Undang-undang yang berkaitan sebagai 
pelengkap misalnya, seperti Undang-undang Nomor 19 tahun 2011 
Tentang pengesahan convetion on the rights of persons with 
disabilities (konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas). 
b. Bahan Hukum Sekunder 
Data yang diperoleh dari buku-buku ushul fiqih, 
pendamping hasil karya ilmia para sarjana, hasil-hasil penelitian, 
artikel, jurnal dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan 
penelitian ini. 
c. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang 
digunakan sebagai berikut:  
a. Data yang dikumpulkan dengan cara menginventarisasi Buku-
buku yang berkaitan dengan penelitian ini salah satunya buku-
buku ushul fiqih dan peraturan-peraturan yang mengenai 
Perlindungan Difabel dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
2016 Tentang Penyandang Disabilitas, kemudian menandai 
pasal-pasal yang mengatur tentang Perlindungan Jiwa Terhadap 
Disabilitas serta bahan-bahan literatur yang berhubungan 
dengan judul yang diteliti. 
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b. Setelah semua terkumpul barulah penulis menelaah kembali 
semua peraturan-peraturan untuk mencari kesesuaian dengan 
masalah yang akan diteliti. 
d. Teknik Analisis Data 
Dalam penelitian ini penulis mengunakan teknik analisis 
deskriptif, yaitu berusaha mengambarkan secara umum tentang 
upaya perlindungan jiwa terhadap difabel dalam Undang-undang 
Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, yang ditinjau 
dari Maqa<s}id asy-Syari<’ah dari data sekunder yang berupa buku-
buku, hasil karya ilmia para sarjana, hasil-hasil penelitian, artikel, 
jurnal dan dokumen-dokumen yang mendukung penelitian ini. 
H. Sistematika Penulisan 
Sebagai upaya untuk menjaga keutuhan maka penulis dalam 
penelitian ini membuat sistematika pembahasan yang terdiri dari bab-bab 
yang saling berhubungan; maka penulis membagai sistematika penulisan 
sebagai berikut: 
Pada bab pertama, dimulai dengan pendahuluan yang menjelaskan 
latar belakang, rumusan masalah, tujuan peneliian, manfaat penelitian, 
tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika 
penulisan. 
Bab kedua, berisis tiga sub yaitu, sub A, sub B, dan sub C. Sub A 
Membahas tentang, pengertian perlindungan, pengertian disabilitas, dan 
perlindungan disabilitas menurut Islam. Pada sub B Membahas tentang 
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pengertian Maqa<si}d asy-Syari<’ah, tujuan Maqa<si}d asy-Syari<’ah, dan 
pembagian Maqos}id asy-Syari<’ah. Dan pada sub C Membahas tentang 
pengertian jiwa dalam Islam, dan bentuk perlindungan jiwa dalam Islam. 
Bab ketiga, berisi dua sub yaitu, sub A dan sub B. Sub A 
Membahas tentang pengertian Undang-undang, Sejarah singkat 
terbentuknya Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang 
Disabilitas. Dan sub B Membahas tentang bentuk perlindungan jiwa dalam 
Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. 
Bab keempat, berisi dua sub yaitu, sub A dan sub B. Sub A berisi 
analisis tentang Bagaiman Perlindungan Jiwa dalam  Undang-undang 
Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Sub B berisi 
analisis tentang tinjauan Maqa<s}id asy-Syari<’ah terhadap perrlindungan 
jiwa dalam  Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang 
Disabilitas.  
Bab kelima, berisi tentang, kesimpulan dan saran. Setelah diuraikan 
panjang lebar dan terperinci pada bab-bab sebelumnya, langkah 
selanjutnya adalah mengambil kesimpulan dari apa yang telah menjadi 
pokok pembahasan dalam karya ilmiah ini, sedangkan saran diajukan pula, 
demi perbaikan dan kesempurnaan penelitian ini.
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BAB II 
PERLINDUNGAN DISABILITAS DAN MAQA<S}ID ASY-SYARI<’AH 
 
A. Tinjauan Umum Perlindungan Disabilitas 
1. Pengertian Perlindungan Hukum 
Pada hakikatnya perlindungan yang dilakukan pemerintah tidak 
memandang golongan baik kaya, menengah, dan miskin. Akan tetapi 
perlindungan yang di berikan pemerintah sama di hadapan hukum dan 
tidak memandang golongan, hal ini dilakukan pemerintah agar masyarakat 
tetap hidup dengan sejahtera. 
Setiap negara hukum memiliki eksistensi hukum yang dijadikan 
sebagai instrumen dalam menata kehidupan kenegaraan, baik pemerintah 
ataupun masyarakat. Salah satu unsur yang melekat pada konsep negara 
hukum adalah perlindungan sebagai hak konstitusional.1 
Perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan 
secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta, yang 
bertujuan mengusahakan keamanan, penguasaan dan pemenuhan 
kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang sebagaimana diatur 
dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak-hak Asasi 
Manusia.2 
                                                          
1 Zulkarnain Ridlwan, Perlindungan Hak-hak Konstitusional Penyandang Disabilitas, Fiat 
Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume. 7 Nomor 2, Mei-Agustus 2013, hlm. 234. 
 
2 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak-hak Asasi Manusia. 
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Beberapa ahli hukum banyak juga yang mengeluarkan pendapat 
mengenai pengertian perlindungan hukum, antaranya:3 
a. Menurut Satjipto Raharjo mendefenisikan perlindungan hukum 
adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang 
dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada 
masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang 
diberikan oleh hukum. 
b. Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan 
hukum adalah perlindungan harkat dan martabat, serta pengakuan 
terhadap hak-hak asasi manusia yang dimilki oleh subyek hukum 
berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. 
c. Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum adalah sebagai 
kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu 
hal dari hal lainya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum 
memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu 
yang mengakibatkan tidak terpebuhinya hak-hak tersebut. 
d. Menurut Muktie A. Fadjar perlindungan hukum adalah 
penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya 
perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh 
hukum terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal 
ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam 
interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai 
subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk 
melakukan sesuatu tindakan hukum. 
 
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan 
Convetion On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi 
Mengenai Hak-hak Pnyadang Disabilitas). Bertujuan untuk melindungi 
dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar bagi semua 
penyandang disabilitas, serta penghormatan terhadap martabat penyandang 
disabilitas sebagai bagian yang tidak terpisahkan (inherent dignity).4 
                                                          
3 http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menururt-para-ahli/ diakses pada 
tanggal 20-03-2017 pada pukul 22.30 Wib. 
 
4 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention On The Rights 
Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas). 
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Perlindungan menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 
Tentang Penyandang Disabilitas pasal 1 ayat (5) menyatakan bahwa:5 
Perlindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, 
mengayomi, dan memperkuat hak penyandang disabilitas. 
Sebagai warga negara Indonesia, kedudukan, hak, kewajiban dan 
peran serta penyandang disabilitas adalah sama dengan warga lainnya. 
Bahkan Undang-undang Dasar 1945 telah mengatur bahwa: setiap orang 
mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh 
kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan 
keadilan.6 
Perlindungan penyandang disabilitas merupakan istilah yang 
dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan 
kepada penyandang disabilitas dalam usaha untuk memenuhi 
kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan penyandang disabilitas 
itu sendiri. 
Hingga saat ini sarana dan upaya yang memberikan perlindungan 
hukum terhadap kedudukan hak, kewajiban, dan peran penyandang 
disabilitas telah dilakukan melalui berbagai peraturan perundang-
undangan, antara lain adalah: Tentang Penyandang Disabilitas, 
                                                          
5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. 
 
6 Zulkarnain Ridlwan, Perlindungan Hak-hak Konstitusional Penyandang Disabilitas, Fiat 
Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume. 7 Nomor 2, Mei-Agustus 2013..., hlm. 235. 
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Ketenagakerjaan, Pendidikan Nasional, Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, 
Lalu lintas, Angkutan jalan, Perkeretaapian, Pelayaran, dan Penerbangan.7 
Dari penyelasan di atas maka dapat di pahami bahwa pemerintah 
memberikan perlindungan kepada difabel dengan aksesbilitas yang ada. 
Aksesbilitas adalah kemudahan yang disediakan kepada penyandang 
disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek 
kehidupan dan penghidupan.8 
Perlindungan seperti ini juga dapat diartikan sebagai pengakuan 
bahwa diskriminasi berdasarkan disabilitas merupakan pelanggaran 
terhadap martabat dan nilai yang melekat pada setiap orang. Disamping itu 
perlindungan penyandang disabilitas juga dapat diartikan sebagai upaya 
menciptakan dan fasilitas umum yang aksesbel demi kesamaan 
kesempatan bagi peyandang disabilitas untuk hidup mandiri dan 
bermasyarakat.9 
2. Perlindungan Disabilitas Menurut Islam 
Islam telah mangatur banyak aspek dalam kehidupan manusia baik 
itu masalah waris, perkawinan, zakat dan perlindungan terhadap tiap 
individu. Mempelajari perlindungan yang diberikan islam kepada jiwa dan 
                                                          
7 Ibid.., hlm. 234. 
 
8 I Kadek Indayana Pranantha, Kewenangan Pemerintah Bali Terhadap Perlindungan 
Disabilitas, Makalah, Fakultas Hukum  universitas Udayana, hlm. 3 
 
9 Zulkarnain Ridlwan, Perlindungan Hak-hak Konstitusional Penyandang Disabilitas, Fiat 
Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume. 7 Nomor 2, Mei-Agustus 2013..., hlm. 238. 
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kehormatan mengharuskan kita untuk mempelajari perlindungan Islam 
untuk harta dan keturunan.10 
Maqa<s}id Asy-Syari <’ah memandang orang yang mempunyai 
kebutuhan khusus (disabilitas) mempunyai hak yang sama dengan orang 
normal dalam menetapkan hak, baik saat di dunia dan di akhirat. Misalnya 
dalam hal perlindungan anak Islam mengenal konsep hadanah yang wajib 
dilakukan bagi setiap keluarga.11 
Dalam masalah Ibadahpun Islam memberikan tuntunan atau cara 
beribadah bagi kalangan disabilitas sebagaimana yang tertera dalam kitab-
kitab fiqh baik dalam urusan ubudiyyah, muamalah maupun yang lain. Hal 
ini merupakan salah satu perlindungan yang diberikan agama kepada 
penyandang disabilitas.12 
Maqa<s}id asy-Syari <’ah adalah upaya untuk mewujudkan 
kemaslahatan dan menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan 
menolak mudarat.  
Fenomena ini menunjukan bahwa fiqh bersikap toleran, menerima 
para disabilitas apa adanya, mengakomodasi kebutuhan khususnya dalam 
memenuhi kewajiban-kewajiban keagamaan sebagai seorang muslim. 
Islam memandang kondisi disabilitas bukan merupakan hukum, melainkan 
                                                          
10 Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, Maqashid Syariah, (Jakarta: Penerbit Amzah, 2009), 
hlm. 10. 
 
11 M. Khoirul Hadi, Fikih Disabilitas Studi Tentang Hukum Islam Berbasis Maslahah, 
STAIN Jember, Palastren, Vol. 9, No. 1 Juni 2016, hlm. 4-5. 
 
12 Ibid. 
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ujian Allah untuk memperkuat keimanan seseorang dalam mengahadapi 
cobaan.13 
Dengan demikian. Peran serta agama untuk melindungi kaum 
disabilitas tidak kalah penting dengan peran pemerintah,  fiqh disabilitas 
adalah fiqh atau hukum Islam yang bertujuan untuk melindungi dan 
memberikan hak bagi kalangan penyadang disabilitas karena mereka 
merupakan warga negara dan orang yang beragama. 
3. Pengertian Disabilitas 
Berbicara tetang difabel atau penyandang disabilitas sebagai bagian 
dari kelompok rentan yang tidaklah menuai perdebatan. Hampir semua 
orang, dengan disiplin dan alasan yang berbeda menyepakati keberadaan 
difabel sebagi kelompok rentan.14 
Difabel sendiri adalah konsep yang merujuk kepada persoalan-
persoalan yang di hadapi manusia karena mengalami penderitaan fisik, 
mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu yang lama 
menghambat interaksi dan menyulitkan partisipasi penuh serta efektif 
dalam masyarakat pada umumnya.15 
Istilah difabel dikenal pada konferensi ketunanetraan Asia di 
Singapura pada tahun 1981 yang diselenggarakan oleh international 
federation of the blind dan world council for the walfare of the blind, 
                                                          
13 Ibid.., hlm. 6.  
 
14 M. Syafi’ie, dkk., Potret Difabel Berhadapan Dengan Hukum Negara, (Yogyakarta: 
SIGAB, 2014), hlm. 2. 
 
15 Ibid, hlm. 40. 
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istilah diffabled diperkenalkan yang kemudian diindonesiakan menjadi 
difabel.16 Istilah ini deklarasikan oleh sekelompok orang yang tidak 
menyukai istilah penyandang cacat. 
Meskipun tak semasif yang terjadi dibelahan dunia barat, di 
Indonesia konsepsi disabilitas pun terus berkembang. Terutama pada era 
Rezim Orde Baru di tahun 1990-an, ketika para aktivis difabel mulai 
menggagas penolakan atas istilah dan pemaknaan penyadang cacat.17 
Istilah difabel pertama kali digagas oleh Mansour Fakih dan Setya 
Adi Purwanta (seorang difabel netral) bukanlah serta merta pengganti dari 
istilah penyandang cacat. Gagasan atas ditawarkannya pengistilahan ini 
adalah lebih merupakan ide atas perubahan konstruksi sosial memahami 
disabilitas, atau yang saat itu dikenal dengan istilah penyadang cacat.18 
 “Dalam upaya mencari istilah sebagai penganti terminologi 
peyandang cacat, maka di adakan Semiloka di Cibinong Bogor 
pada tahun 2009. Forum ini diikuti oleh pakar linguistik, 
komonikasi, filsafat, sosiologi, pemerintah, komonitas penyandang 
cacat, dan komnas HAM. Dari forum ini muncul istilah baru yaitu, 
Orang Dengan Disabilitas, sebagai terjemahan dari persons with 
disability. Berdasarkan saran dari pusat bahasa yang menetapkan 
bahwa kriteria peristilahan yang baik adalah frase yang terdiri dari 
dua kata maka istilah Orang Dengan Disabilitas, didapatkan 
menjadi istilah Disabilitas. Akhirnya istilah ini yang disepakati 
untuk digunakan sebagai penganti istilah penyandang cacat”.19 
 
                                                          
16 Akhmad Soleh, Kebijakan Perguruan Tinggi Negeri Yogyakarta Terhadap Penyandang 
Disabilitas, Jurnal Pendidikan Islam, Volume IV, Nomor 1 Juni 2014/1435, hlm. 6. 
 
17 Ishak Salim, dkk, Memahami Pemilihan Umum dan Gerakan Politik Kaum Difabel, 
(Yogyakarta: Sigab, 2014), hlm. 69. 
 
18 M. Syafi’ie, dkk, Potret Difabel Berhadapan Dengan Hukum Negara..., hlm. 11-12. 
 
19 Ibid., hlm. 7. 
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Penyandang disabilitas adalah istilah yang sampai sekarang masih 
digunakan orang untuk menyebut sekelompok masyarakat yang memiliki 
gangguan kelainan, kerusakan, atau kehilangan fungsi oragan tubuhnya, 
sebutan semacam itu bukan hanya dipakai oleh sebagian anggota 
masyarakat saja, tetapi pemerintahpun secara resmi menggunakan istilah 
tersebut.20  
Istilah penyandang disabilitas atau orang-orang yang memiliki 
perbedaan kemampuan seringkali dikenal dengan istilah difable differently 
abled people atau sekarang lebih dikenal istilah disabilitas, dimana 
masalah yang terkait dengan disabilitas masih jarang mendapatkan 
perhatian dari pemerintah dan masyarakat.21 
Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang 
Penyandang Disabilitas, mengartikan Disabilitas pada pasal 1 ayat (1) 
sebagai berikut:22 
“Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami 
keterbatasan fisik, intelektual, metal, dan/atau sensorik dalam 
jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan 
dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk beradaptasi dengan 
warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”.  
 
Merujuk pada istilah-istilah yang digunakan pada Undang-undang 
Nomor 4 Tahun 1997, maka istilah cacat lebih tepat diganti dengan istilah 
disabilitas. Menurut peneliti istilah penyandang disabiliatas lebih 
                                                          
20 Setia Adi Purwanta, Penyandang Disabilitas, hlm. 1. 
 
21 Rahayu Repindowaty Harahap dan Bustanuddin, Perlindungan Hukum Terhadap 
Disabilitas Menurut  Convention On The Rights Of Persons Whit Disabilities (CRPD), Jurnal 
Inovatif  Volume VIII, Nomor 1 Januari 2015..., hlm. 18. 
 
22 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. 
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manusiawi di bandingkan dengan penyandang cacat. Dikarenakan cacat 
tubuh seseorang merupakan takdir yang diberikan Allah SWT sejak ia 
lahir ke dunia ini, jika kita masih beranggapan seperti demikian maka 
sama hal-nya dengan menyebut ciptaan Allah SWT tidaklah sempurna. 
B. Tinjauan Umum Maqa<s}id Asy-Syari<’ah 
1. Pengertian Maqa<s}id Asy-Syari<’ah 
Al-qur’an sebagai syariat yang memberi petunjuk arah perjalanan 
hidup manusia. Sebagai sumber hukum, Al-qur’an menyediakan dasar 
hukum Islam. Hukum Islam dalam konsepsi orang muslim bukan semata 
kategori normatif meyangkut aturan-aturan tingkah laku yang harus 
dipatuhi belaka.23 
Al-qur’an mengandung konsep hukum yang unik. Sebagai hukum 
Tuhan, konsep hukum dalam Al-qur’an tentunya memiliki karakteristik 
yang ideal dalam mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. 
Demikian juga Hadis sebagai bayan (penjelas) terhadap Al-qur’an 
megandung aturan-aturan hukum syariah yang pada dasarnya mengarah 
kepada kepentingan manusia.24 
Di samping itu syariat Islam mempunyai satu kesatuan sistem yang 
menjadikan dalil-dalil syariat itu berada dalam satu jalinan yang utuh, tak 
                                                          
23 M. Khoirul Hadi, Fikih Disabilitas Studi Tentang Hukum Islam Berbasis Maslahah..., 
hlm. 2. 
 
24 La Jama, Dimensi Ilahi dan Dimensi Insani Dalam Maqashid al-Syari’ah, Iain Ambon, 
Juranal Ilmu Syari’ah dan Hukum,Vol, 45 No. II Juli-Desember 2011, hlm. 1252. 
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terpisahkan, dan antara satu dengan yang lainnya saling mendukung, serta 
dalil yang satu berfungsi sebagai penjelasan bagi dalil yang lain.25 
Syari’ah adalah sebuah kebijakan (hikmah) dan tercapainya 
perlindungan bagi setiap orang pada kehidupan dunia dan akhirat. Adapun 
makna Maqa<s}id asy-Syari <’ah secara istilah adalah al-ma’aani allati 
syuri’at laha al-ahkam yang berarti nilai-nilai yang menjadi tujuan 
penetapan hukum.26 
Konsep Maqa<s}id asy-Syari<’ah merupakan konsep yang sangat 
penting dan tidak luput dari perhatian para ulama dan pakar hukum Islam. 
Sebagian besar pakar hukum  menempatkan pembahasannya dalam Usul 
Fiqh, ketika mereka membahas tentang qiyas.27 
Tujuan penetapan hukum atau yang sering dikenal dengan istilah 
Maqa<s}id asy-Syari<’ah merupakan salah satu konsep penting dalam kajian 
hukum Islam. Karena begitu pentingnya Maqa<s}id asy-Syari<’ah, para ahli 
teori hukum menjadikan Maqa<s}id asy-Syari<’ah sebagai sesuatu yang harus 
di pahami oleh mujtahid yang melakukan ijtihad.28 
                                                          
25 Hamka Haq, Syariat Islam Wacana dan Penerapannya, (Makassar: Yayasan Al-Ahkan, 
2003), hlm. 33. 
 
26 Galuh Nashrullah dan H. Hasni Noor, Konsep Maqashid al-Syari’ah Dalam Menentukan 
Hukum Islam, Prespektif Al-Syatibi dan Jasser Auda, Banjarmasin, Jurnal Ekonomi Syariah dan 
Hukum Ekonomi Syariah, Volume, I, ISSUE I Desember 2014, hlm. 51. 
 
27 Zul Anwar Ajim Harahap, Konsep Maqashid al-Syari’ah Sebagai Dasar Penetapan dan 
Penerapannya Dalam Hukum Islam Menurut Izzuddin Bin Abdullah Al-Salam, Iain 
Padangsidimpuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Jurnal Vol. 9 No. Juli-Desember 2014, hlm. 
172. 
28 Ghofar Shidiq, Teori Maqashid Al-syari’ah Dalam Hukum Islam, Fakultas Agama Islam, 
Uneversitas Islam Sultan Agung, Jurnal Vol. XLIV No. 118 Juni-Agustus 2009, hlm. 117. 
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Perlu diketahui bahwa Allah SWT sebagai syari’ (yang 
menetapkan syari’at) tidak menciptakan hukum dan aturan begitu saja. 
Akan tetapi hukum dan aturan itu diciptakan dengan tujuan dan maksud 
tertentu.  
Ibnu Qoyyim al-Jauziyah, sebagaimana Dikutip oleh Khairul 
Umam, menyatakan bahwa tujuan syariat adalah kemaslahatan untuk 
hamba di dunia dan di akhirat. Syariat semuanya adil, semuanya berisi 
rahmat, dan semuanya megandung hikmah.29 
Memahami Maqa<s}id asy-Syari<’ah secara utuh adalah suatu hal 
yang diharuskan bagi seorang yang ingin memahami nas-nas syar’i secara 
benar. Bahkan Imam Al-Syatibi dalam kitabnya al-Muwafaqot mengatakan 
bahwa: Dalam uapaya mengali hukum Islam atau istinbat al-ahkam 
seorang harus memahami Maqa<s}id asy-syari<’ah.30 
Maqa<s}id asy-Syari<’ah terdiri dari dua kata, Maqa<s}id dan Syari <’ah. 
Kata Maqa<s}id merupakan bentuk jama’ dari Maqa<s}id yang berarti maksud 
dan tujuan, sedangkan Syari <’ah mempunyai pengertian hukum-hukum 
Allah yang di tetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai 
kebahagiaan hidup dunia maupun di akhirat.31 
Sedangkan Syariah secara bahasa berarti ضاوملا يلا ردحت  
artinya jalan menju sumber air. Jalan menuju sumber air dapat diartikan 
                                                          
29 Ibid., hlm. 118.  
 
30 H. Ahmad Sanusi dan Sohari, Ushul Fiqh, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 
hlm. 245.  
31 Ghofar Shidiq, Teori Maqashid Al-syari’ah Dalam Hukum Islam..., hlm. 119. 
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jalan menuju kehidupan. Disebutkan dalam Al-qur’an, Allah menyatakan 
beberapa kata Syariah diantaranya yaitu, Dalam  Q.S Al-Jatsiyah (45) ayat 
18: 
                         
    
 
Artinya: “Kemudian kami jadikan engkau (Muhammad) mengikuti syariat 
(peraturan) dari agama itu, Maka ikutilah (syariat itu) dan 
janganlah engkau ikut keinginan orang-orang yang tidak 
mengetahui”.32 
 
Dari makna Maqa<s}id dan Syari<’ah secara bahasa, kita dapat 
mengambil pengertian bahwa Maqa<s}id asy-Syari<’ah adalah tujuan-tujuan 
dan rahasia-rahasia yang diletakkan Allah dan terkandung dalam setiap 
hukum untuk keperluan pemenuhan manfaat umat.33 
Wahba al-Zuhaili mengatakan bahwa Maqa<s}id asy-Syari<’ah adalah 
nilai-nilai dan sasaran syariat tersirat dalam segenap atau bagian terbesar 
dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran itu dipandang sebagai 
tujuan dan rahasia syariah, yang ditetapkan oleh al-syari’ dalam setiap 
keutamaan hukum.34 
Sedangkan Yusuf Al-Qardhawi mendefenisikan Maqa<s}id asy-
Syari<’ah sebagai tujuan yang menjadi target teks dan hukum-hukum 
                                                          
32 Depertemen Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya jilid IX, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), 
hlm. 215. 
 
33 Arif Wibowo, Maqashid Asy-Syariah: The Ultimate Objective Of Syariah, islamic 
finance-04, hlm. 1. 
 
34 Ibid. 
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partikular untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia, baik perintah, 
larangan dan mubah.35 
Menurut Satria Effendi M. Zein, Maqa<s}id asy-Syari <’ah adalah 
tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. 
Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-qur’an dan hadis sebagai 
alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada 
kemaslahatan manusia.36 
Adapun inti Maqa<s}id asy-Syari<’ah untuk mewujudkan kebaikan 
sekaligus manghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak 
madharat. Istilah yang sepadan dengan inti dari Maqa<s}id asy-Syari<’ah 
tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus 
bermuara kepada maslahat.37 
2. Sejarah Singkat Maqa<s}id Asy-Syari<’ah 
Meskipun secara eksplisit, kajian Maqa<s}id asy-Syari<’ah dalam ilmu 
ushul fiqh baru dikenal pada abad II H, namun sebenarnya ia telah 
diaplikasikan jauh sebelumnya. Terdapat sejumlah bukti yang mengatakan 
bahwa Maqa<s}id asy-Syari<’ah sudah menjadi bagian subtantif hukum Islam 
(fiqh).38 
                                                          
35 Ibid.., hlm. 2. 
 
36 La Jama, Dimensi Ilahi dan Dimensi Insani Dalam Maqashid al-Syari’ah..., hlm. 1255. 
 
37 Ghofar Shidiq, Teori Maqashid Al-syari’ah Dalam Hukum Islam..., hlm. 119-120. 
 
38 Ahmad Ghazali Hb, Al-Maqashid Al-Syariah Dalam Konfigurasi Hukum Islam, Fakultas 
Dakwah IAIN Antasari Banjarmasin, hlm. 4 
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Tahap awal dari perkembangan hukum Islam adalah di zaman 
Rosulullah SAW dan Khulafa al-Rasyidin dalam fase dimana hukum Islam 
dilaksanakan secara benar dan tuntas sehingga terbina suatu Islamic 
Communiti sebagaimana dikehendaki oleh Allah SWT dalam Al-qur’an.39 
Pada perkembangan berikutnya, kajian Maqa<s}id asy-Syari<’ah 
mendapat tempat dalam ushul fiqh, yang dikembangkan oleh para ushuli 
dalam penerapan qiyas. Kajian demikian terlihat dalam beberapa karya 
ushul fiqh, seperti Ar-Risalah, al-Musthafa, al-Mahsul fi ushul al-Fiqh dan 
al-Ihkam fi ushul al-Ahkam.40 
“Kemudian pembahasan Maqa<s}id Syari<’ah ini dilanjutkan ulama-
ulama berikutnya seperti Izzuddin abd al-Aziz bin abd al-salam al-
Mishril al-Syafi’i dalam kitabnya al-Qowaid alihkam fi Masalih al-
Anam, kemudian ada kitab yang lain jam’u al-Jawami, kemudian 
ulama yang banyak perhatiannya terhadap Maqa<s}id asy-Syari <’ah 
ini adalah imam Abu Ishaq Al-Syatibi Al-Maliky dalam kitabnya Al-
Muwafaqat pada jilid II kitab al-Maqa<s}id”.41 
 
Dalam kelanjutannya, Maqa<s}id asy-Syari <’ah malah menjadi 
bahasan yang populer atau bahkan diabaikan dalam buku referensi yang 
berbicara tentang ushul fiqh. Penelusuran tentang bahasan Maqa<s}id asy-
Syari <’ah menjadi lebih banyak diidentikan dengan al-Syatibi.42 
 
 
                                                          
39 Ibid.., hlm. 5.  
 
40 Zul Anwar Ajim Harahap, Konsep Maqashid al-Syari’ah Sebagai Dasar Penetapan dan 
Penerapannya Dalam Hukum Islam Menurut Izzuddin Bin Abdullah Al-Salam..., hlm. 172. 
 
41 Ibid. 
 
42 Ibid.., hlm. 173. 
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3. Tujuan Maqa<s}id Asy-Syari<’ah 
Adapun tujuan dari Maqa<s}id asy-Syari<’ah antara lain adalah 
sebagai perlindungan untuk tiap individu, yakni melalui perlindungan yang 
diberikan untuk semua urusan individu yang bersifat materil dan moral. 
Islam menjaga kehidupan tiap individu, menjaga semua yang menjadi 
sandaran hidupnya baik (harta dan semua yang dimiliki setiap individu).43 
Menurut al-Syatibi ada lima tujuan pokok syariat Islam, yaitu 
dalam rangka melindungi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kelima 
pokok tersebut dinamakan dengan al-kulliyah al-khams atau al-qowaid al-
kulliyat. Untuk kepentingan menetapkan hukum, kelima tujuan pokok 
tersebut dikategorikan menjadi tiga tingkatan, yaitu: 44 
1. Daruri, yaitu memelihara kebutuhan yang bersifat esensial bagi 
kehidupan manusia, kebutuhan esensial itu adalah memelihara 
kebutuhan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, dengan batas 
jangan sampai terancam. Tidak terpenuhinya atau tidak 
terpeliharanya kebutuhan-kebutuhan itu akan berakibat 
terancamnya eksistensi kelima tujuan pokok itu. Untuk memelihara 
lima hal pokok inilah syariat Islam diturunkan, dalam setiap ayat 
hukum apabila diteiti akan ditemukan alasan pembentukannya yang 
tidak lain adalah untuk memelihara lima hal pokok di atas, seperti 
kewajiban qisas sebagaimana firman Allah dalam Q.S al-Baqarah 
(2)  ayat 179:45 
 
                    
 
 
                                                          
43 Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, Maqashid Syariah..., hlm. 10. 
 
44 Ibid., hlm. 337-338. 
 
45 Al-qur’an Surat al-Baqarah (2) ayat 179. 
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Artinya: “Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup 
bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu 
bertakwa”.46 
 
2. Hajiyat, yaitu kebutuhan yang tidak berisafat esensial, melainkan 
termasuk kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari 
kesulitan dalam hidupnya. Tidak terpeliharanya kelompok ini tidak 
akan mengancam eksistensi kelima pokok diatas, tetapi akan 
menimbulkan kesulitan bagi mukallaf. Kelompok ini erat kaitannya 
dengan rukhshah. Seperti dijelaskan Abdul Wahab Khallaf, 
merupakan contoh kepedulian syariat Islam terhadap kebutuhan ini. 
Contoh pembolehan tidak berpuasa bagi musafir, hukuman diyat 
(denda) bagi seorang yang membunuh secara tidak sengaja, 
penangguhan hukuman potong tangan atas seseorang yang mencuri 
karena terdesak untuk menyelamatkan jiwanya dari kelaparan. 
3. Tahsiniyat, yaitu kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat 
seseorang dalam masyarakat dan dihadapan Tuhan-nya, sesuai 
dengan kepatuhan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan 
pelengkap, seperti dikemukakan al-Syatibi seperti hal yang 
merupakan kepatutan menurut adat-istiadat menghindari hal tidak 
enak dipandang mata dan berhias berhias dengan keindahan yang 
sesuai dengan tuntutan norma dan akhlak, dalam berbagai bidang 
kehidupan seperti seperti ibadah muamalah dan uqubah. 
 
Al-Syatibi menjelaskan bahwa tujuan ditetapkan hukum Allah 
adalah untuk kemaslahatan manusia. Adapun rincian tujuan Maqa<s}id asy-
Syari<’ah yang diterapkan dalam buku-buku fiqh yang intinya ada lima, 
yaitu sebagai berikut: 
1. Perlindungan Terhadap Agama (hifzh al-din) 
Memelihara agama, beradasrkan kepentingannya, dapat dibedakan 
menjadi tiga perangkat: 
a. Memelihara agama dalam tingkat dharuriyah yaitu memelihara 
dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk dalam 
peringkat primer, seperti bersyahadat, melaksanakan sholat lima 
waktu, zakat, puasa dan haji. 
b. Memelihara agama dalam peringkat hajiayah yaitu 
melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari 
kesulitan, seperti sholat jama’ dan qasar bagi orang yang sedang 
berpergian. 
                                                          
46 Depertemen Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya jilid I, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), 
hlm. 260. 
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c. Memelihara agama dalam tingkat tahsiniyah yaitu mengikuti 
petunjuk agama guna menjujung martabat manusia, sekaligus 
melengkapi kewajiban kepada Tuhan, misalnya membersikan 
badan, pakaian dan tempat. 
2. Memelihara Jiwa (hifzh an-nafs) 
Memelihara jiwa berdasarkan tingkat kepentingannya  dibedakan 
menjadi tiga peringkat antara lain:47 
a. Memelihara dalam tingkat dharuriyah seperti memenuhi 
kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan 
hidup. 
b. Memelihara jiwa dalam tingkat hajiyat, seperti dibolehkannya 
berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan 
halal, kalau ini di abaikan maka tidak mengancam eksistensi 
manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya. 
c. Memelihara jiwa dalam tingkat tahsiniyat, seperti ditetapkan tata 
cara dan sopan santun ketika makan dan minum. 
3. Memelihara Akal (hifzh al-aql) 
Memelihara akal dari segi kepentingannya dibedakan menjadi tiga 
tingkat antara lain: 
a. Memelihara akal dalam tingkat dharuriyah seperti diharamkan 
meminum minuman keras karena barakibat terancamnya 
eksistensi akal. Diwajibkan menuntut ilmu agar dapat 
menjalankan fungsi kekhalifahannya di bumi ini. 
b. Memelihara akal dalam tingkat hayijat, seperti dianjurkan 
menuntut ilmu pengetahuan secara berjenjang dan sampai 
kejenjang tertinggi. 
c. Memelihara akal dalam tingkat tahsiniyat, seperti 
menghindarkan diri dari menghayal dan mendengarkan sesuatu 
yang tidak berfaedah. 
4. Memelihara Harta (hifzh al-mal) 
Memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga golongan antara 
lain: 
a. Memelihara harta dalam tingkat dharuriyah seperti syariat 
tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta 
oarang lain dengancara yang tidak sah. 
b. Memelihara harta dengan tigkat hajiyat, seperti syariat tentang 
jual beli salam. 
c. Memeliahara harta dalam tingkat tahsiniyat, seperti larangan 
mengambil keuntungan yang terlalu banyak dalam jual beli. 
5. Memelihara Keturunan (hifzh an-nasb) 
Memelihara keturunan dari segi tingkat kebutuhannya dibedakan 
menjadi ti antara lain: 
a. Memelihara keturunan dalam tingkat dharuriyah seperti 
disyariatkan nikah dan larangan berzina. 
                                                          
47 Rial Fuadi, Ushul Fiqh, (Surakarta: Penerbit FSEI Publlishing 2013), hlm. 105-107. 
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b. Memelihara keturunan dalam tingkat hajiyat, seperti ditetapkan 
ketentuan menyebutkan mahar pada waktu akad nikah. 
c. Memelihara keturunan dalam tingkat tahsiniyat, seperti 
disyariatkan khitbah dan walimah dalam perkawinan. 
 
Dalam pemeliharaan jiwa, Islam meletakkan harga yang tinggi ke 
atas jiwa (nyawa) setiap umat manusia. Nyawa seseorang manusia tidak 
boleh diambil atau ditamatkan sewenang-wenangnya tanpa hak. Semua 
manusia berhak untuk hidup dengan tetang tanpa gangguan, melainkan 
mereka yang melampaui batas.48 
Justru perundangan Islam menetapkan nyawa dibalas dengan 
nyawa (Qisas) apabila berlaku pembunuhan yang salah dan hukuman 
hanya kepada yang bersalah. Hukuman ini meyelamatkan keluarga yang 
bersalah yang tidak terlibat dan tidak bersalah. Seseorang tidak boleh 
mementingkan keselamatan nyawanya dengan mematikan nyawa orang 
lain. 
Dalam konteks pemeliharaan jiwa ini, seseorang bukan setakat 
diharamkan membunuh orang lain, malah turut diharamkan membunuh 
diri sendiri. Dalam hal ini nyawa bukanlah hak mutlak seseorang tetapi ia 
adalah milik Allah. Manusia memilikinya atas dasar pinjaman dan amanah 
dari pada Allah.49 
Atas dasar amanah ini, maka haram seseorang bertindak dengan 
melakukan tindakan diskriminasi yang dapat menghilangkan nyawa orang 
                                                          
48 Dr. Jasni bin Sulog dan Faisal Husen Ismail, Kesejahteraan Sejagat, Analisis dari 
Perspektif Maqasid Al-Syari’ah, Junal Usuluddin I. Indd, 2011, hlm. 90. 
 
49 Ibid,... 
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lain atau dapat menghilangkan nyawa sendiri demi memperjuangakn 
kebenaran.50 
Sebuah survei literatur fiqh tentang isu-isu yang dilakukan oleh 
Rispelercam barangkali adalah survei yang paling lengkap yang pernah 
ditulis dalam bidang ini. Dalam bukunya Disability in Islamic Law, dia 
membahas secara rinci, setipa pasal dalam bab-bab klasik kitab fiqh untuk 
menemukan bagaimana hukum islam menetapkan sejumlah aturan khusus 
bagi mereka yang karena gangguan baik fisik dan mental tidak bisa di 
tuntut untuk mengerjakan aturan-aturan ibadah secara formal. 51 
4. Pembagaian Maqa<s}id Asy-Syari <’ah 
Bila diteliti semua perintah dan larangan Allah, baik dalam Al-
qur’an maupun hadis yang dirumuskan dalam fiqh (hukum Islam), akan 
terlihat bahwa semuanya mempunyai tujuan tertentu dan tidak ada yang 
sia-sia.52 
Semuanya mengandung hikmah yang mendalam, yaitu sebagai 
rahmat bagi umat manusia, sebagaimana ditegaskan dalam Q.S al-Anbiya 
(21) ayat 107: 53 
                        
                                                          
50 Ibid, hlm. 91. 
 
51 Ibid.., hlm. 5. 
 
52 La Jama, Dimensi Ilahi dan Dimensi Insani Dalam Maqashid al-Syari’ah..., hlm. 1255. 
 
53 Depertemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: CV Naladana, 2004), 
hlm. 461. 
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Artinya: “Dan kami tidak mengutus engakau (Muhammad) melainkan 
(menjadi) rahmat bagi seluruh alam”.54 
 
Ungkapan rahmat bagi seluruh alam, dalam ayat di atas diartikan 
dengan kemaslahatan umat. Dalam kaitan ini para ulama sepakat, bahwa 
memang hukum syara itu mengandung kemaslahatan untuk umat 
manusia.55  
Kemaslahatan dalam taklifi tuhan dapat berwujud dua bentuk: 
Pertama bentuk hakiki yaitu, manfaat langsung dalam arti kaualitas dan 
Kedua dalam bentuk majazi, yaitu bentuk-bentuk yang merupakan sebab 
yang membawa kepada kemaslahatan.56 
Maqa<s}id asy-Syari <’ah dalam arti Maqa<s}id asy-Syari <’ah, 
megandung empat aspek, keempat itu adalah:57 
1. Tujuan awal dari syariah yakni kemaslahatan manusia di dunia dan 
di akherat. 
2. Syariah sebagai suatu yang harus dipahami. 
3. Syariah sebagai suatu hukum taklif yang harus dilakukan. 
4. Tujuan syariah adalah membawa manusia kebawah naungan 
hukum. 
Aspek pertama berkaitan dengan muatan dan hakikat Maqa<s}id asy-
Syari<’ah, sedangkan aspek kedua berkaitan dengan dimensi bahasa, agar 
                                                          
54 Depertemen Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya jilid VI, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), 
hlm. 334. 
 
55 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 206. 
 
56 Ibid. 
 
57 Ridwan Jamal, Maqashid Al-syariah dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian, hlm. 6. 
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syariat dapat dipahami sehinga dicapai kemaslahatan yang dikandungnya. 
Apek ketiga berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan syariat 
dalam rangka mewujudkan kemaslahatan.58 
Kemampuan manusia untuk melaksanakannya, aspek yang terakhir 
berkenaan dengan kepatuhan manusia sebagai mukallaf dibawah dan 
terhadap hukum-hukum Allah. Atau dalam istilah yang lebih tegas aspek 
tujuan syariah berupaya membebaskan manusia dari kekangan hawa 
nafsu.59 
Aspek kedua, ketiga dan keempat pada dasarnya sebagai penunjang 
apek pertama sebagai aspek inti. Namun sebelum menguraikan lebih 
panjang aspek pertama aspek pertama sebagai aspek inti terlebih dahulu di 
paparkan tiga aspek terkhir yang menurut al-Syatibi memiliki keterkaitan 
dan merupakan perincian aspek pertama.60  
Aspek pertama sebagai inti dapat terwujudnya melalui pelaksanaan 
taklif (pembedaan hukum kepada para hamba) sebagai aspek ketiga. Taklif 
tidak dapat dilakukan tanpa pemahaman, baik dimensi lafal maupun 
maknawi sebagai mana aspek kedua. Pemahaman dan pelaksanaan taklif 
dapat membawa manusia berada dibawah lindungan hukum Tuhan. Dalam 
                                                          
58 La Jama, Dimensi Ilahi dan Dimensi Insani Dalam Maqashid al-Syari’ah..., hlm. 1257. 
 
59 Ridwan Jamal, Maqashid Al-syariah dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian, hlm. 7. 
 
60 Ibid. 
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keterkaitan itulah tujuan diciptakannya syariat, yaitu kemaslahatan 
manusia di dunia dan di akhirat.61  
Dalam rangka pembagian Maqa<s}id asy-Syari<’ah, aspek pertama 
sebagai aspek inti menjadi sentra analisis, karena aspek pertama berkaitan 
dengan hakikat pemberlakuan syariat oleh Tuhan, yaitu untuk 
mewujudkan kemaslahatan manusia.  
Kemaslahatan itu dapat diwujudkan jika lima unsur pokok (ushul 
al-khamsah) dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur poko menurut 
al-Syatibi, adalah din (agama), nafs (jiwa), nasl (keturunan), mal (harta), 
dan aql (akal).62 
Para ulama telah menyatakan, bahwa kelima prinsip ini telah 
diterima secara universal. Dalam menganalisis tujuan-tujuan kewajiban 
syariat ditemukan bahwa syariat juga memandang kalima hal tersebut 
sebagai sesuatu yang harus dilakukan.63 
Kewajiban-kewajiban syariat di bagi dari sudut pandang metode 
perlindungan yang positif dan prevensif yang di kelompokan menjadi dua 
bagian. Termasuk dalam kelompok metode yang positif yaitu ibadah, adat 
kebiasaan dan muamalah. Sedangkan yang termasuk dalam kelompok 
prevensif adalah jinayat (hukum pidana).64 
                                                          
61 Abu Ishaq dan al-Syatiby, Al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syariah, Jilid II, (Beirut: Dar 
Kutub al-Ilmiyyah, 2003), hlm. 5. 
 
62 Ibid. 
 
63 La Jama, Dimensi Ilahi dan Dimensi Insani Dalam Maqashid al-Syari’ah..., hlm. 1258. 
 
64 Ibid. 
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Ibadah bertujuan melindungi agama. Misalanya keimanan dan 
ucapan kalimat Syahadat, Shalat, Zakat, Puasa dan Haji. Adat bertujuan 
melindungi jiwa dan akal. Menacari makanan, minuman, pakaian, dan 
tempat tinggal adalah contoh adat. Jinayat sebagai benteng terpeliaharanya 
kelima maslahah di atas, seperti qiyas dan diyat untuk melindungi jiwa, 
hudud untuk melindungi keturunan dan akal.65 
Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu dibagi menjadi tiga 
tingkatan kebutuhan, antara lain yaitu dharuri (kebutuhan Primer), hajiyat 
(kebutuhan sekunder) dan tahsiniyat (kebutuhan tersier). Kebutuhan 
tingkat primer adalah seuatu yang harus ada untuk keberadaan manusia 
atau tidak sempurna kehidupan manusia tanpa terpenuhinya kebutuhan 
tersebut. Kebutuhan yang bersifat primer ini dalam ushul fiqh disebut 
daruri.66 
Ada lima hal yang harus ada pada manusia sebagai ciri atau 
kelengkapan kehidupan manusia, secara berurutan, peringkatnya yaitu: 
agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Kelima hal ini disebut dharuri 
tersebut adalah hal yang mutlak harus ada pada manusia. Karenanya Allah 
menyuruh untuk melakukan segala upaya bagi keberadaan dan 
kesempurnaannya.67 
                                                          
65Abu Ishaq dan al-Syatiby, Al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syariah..., hlm. 8-10. 
 
66 Maman Suherman, Aliran Ushul Fiqh dan Maqashid Syariah, Al-Maslahah Jurnal 
Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. 2 Nomor 4 Juli 2014, hlm. 362.  
 
67 Ibid. 
44 
 
Sebaliknya Allah melarang malakukan perbuatan yang dapat 
menghilangkan atau merugikan salah satu dari lim daruri itu. Segala 
perbuatan yang dapat mewujudkan lima pokok itu maka wajib dilakukan 
untuk kebaikan diri sendiri dan orang lain. 
Untuk megakan agama manusia disuruh beriman kepada Allah dan 
Rasul, kepada Kitab suci, kepada Malikat dan hari Akhir serta melakukan 
ibadah pokok lainnya. Untuk menjaga agama Allah Berfirman Dalam Al-
Q.S at-Taubah (9) ayat 41. 
                                
                            
 
Artinya:“Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan 
maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu 
di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika 
kamu mengetahui”.68 
 
Untuk memelihara jiwa yang telah diberikan Allah kepada setiap 
manusia dalam sendi kehiduan, maka manusia harus melakukan hal seperti 
makan, minum, menutup badan dan mencegah penyakit. Dan segala yang 
mengarah kepada pemeliharaan jiwa itu adalah perbuatan yang baik. Dan 
sebaliknya segala sesuatu yang merusak jiwa itu dilarang Allah.69 
Dalam hal ini Allah Berfirman dalam Q.S al-An’am (6) ayat 151: 
                                                          
68 Depertemen Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya jilid IV..., hlm. 119. 
 
69 Maman Suherman, Aliran Ushul Fiqh dan Maqashid Syariah..., hlm. 363. 
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                                
                         
                          
                    
Artinya: “Katakanlah: Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas 
kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan 
sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu 
bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena 
takut kemiskinan, Kami akan memberi rezeki kepadamu dan 
kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-
perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun 
yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang 
diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu 
(sebab) yang benar”. Demikian itu yang diperintahkan 
kepadamu supaya kamu memahami(nya)”. 70 
 
Tujuan yang bersifat dharuri merupakan tujuan utama dalam 
pembinaan hukum yang mutlak harus dicapai. Oleh karena itu, suruhan-
suruhan syara dalam hal ini bersifat mutlak dan pasti, serta hukum syara 
yang berlatar belakang pemenuhan kebutuhan dharuri adalah wajib 
(menurut jumhur ulama) atau fardhu (menurut ulama hanafiyah).71 
Sebaliknya larangan Allah yang berkaitan dengan dharuri ini 
bersifat tegas dan mutlak. Hukum yang ditibulkan termasuk haram dzati. 
Untuk mendukung pencapaian dari tujuan yang dharuri ini, syara 
                                                          
70 Depertemen Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya jilid III..., hlm. 268. 
 
71 H. Ahmad Sanusi dan Sohari, Ushul Fiqh..., hlm. 250. 
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menetapkan hukum-hukum pelengkap yang terurai dalam kitab-kitab 
fiqh.72 
Sedangkan kebutuhan sekunder atau dalam fiqh dikenal dengan 
hajiyat. Bagi kehidupan manusia ialah sesuatu yang dibutuhkan bagi 
kehidupan manusia, tetapi tidak mencapai tingkat dharuri. Seandainya 
kebutuhan itu tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak akan 
menediakan atau merusak kehidupan itu sendiri. Meskipun tidak akan 
sampai merusak kehidupan, namun keberadaannya dibutuhkan untuk 
memberikan kemudahan dalam kehidupan. 
Tujuan hajiyat dari segi penetapan hukumya dikelompokan pada 
tiga kelompok:73 
a. Hal yang disuruh syara, melakukannya untuk dapat melaksanakan 
kewajiban syara secara baik. Hal ini disebut muqaddimah wajib. 
Umpamanya mendirikan sekolah dalam hubungan dengan 
menuntut ilmu untuk meningkatkan kualitas akal. Menidrikan 
sekolah memang perlu, namun seandainya sekolah tidak didirikan 
tidaklah berarti tidak akan tercapaiupaya mendapatkan ilmu, karena 
mnuntut ilmu itu dapat dilaksanakan di luar sekolah. Kebutuhan 
akan sekolah itu berada pada tigkat hajiyat. 
b. Hal yang dilarang syara, melakukannya untuk menghindarkan 
secara tidak langsung pelanggaran pada salah satu unsur yang 
daruri. Perbuatan zina ada pada larangan tingkat daruri. Namun 
segala perbuatan  yang menjurus pada segala perbuatan zina itu 
juga dilarang untuk menutup pintu bagi terlaksananya larangan zina 
yang daruri itu. Misalnya melakukan khalwat (berduaan dengan 
lawan jenis ditempat sepi) memang bukan zina dan tidak akan 
merusak keturunan. Juga tidak mesti khalwat itu berakhir pada 
zina. Meskipun demikian, khalwat  itu dilarang dalam rangka 
menutup pintu terhadap pelanggaran larangan yang bersifat daruri. 
Kepentingan akan adanya tindakan untuk menjauhi larangan ini 
berada pada tingkat hajiyat. 
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c. Segala bentuk kemudahan yang termasuk hukum rukhshah 
(kemudahan) yang memberi kelapangan dalam kehidupan manusia. 
Sebenarnya tidak ada rukhshah pun tidak akan hilang satu unsur 
yang daruri itu, berlaku dalam hukum ibadat, seperti shalat yang 
berada pada perjalanan, dalam muamalat seperti bolehnya jual beli 
saham (inden), juga dalam jinayat, seperti adanya maaf untuk 
membatalkan pelaksanaan qishash bagi pembunuhan, baik diganti 
dengan diyat atau tanpa diyat sma sekali. 
 
Sedangkan tingkat tersier atau dalam fiqh dikenal dengan tahsiniyat 
yaitu maslahat yang merupakan tuntutan muru’ah (moral) dan jika itu 
dimaksudkan untuk kebaikan dan kemuliaan. Jika ia tidak ada, maka tidak 
sampai merusak ataupun menyulitkan kehidupan manusia.74 
Tujuan tahsiniyat ini menurut asalnya tidak menimbulkan hukum 
wajib pada perbuatan yang disuruh dan tidak menimbulkan hukum haram 
pada yang dilarang sebagaimana yang berlaku pada dua tingkat lainnya 
(daruri dan hajiyat).75 
Tingkat kebutuhan ini sebagaimana kebutuhan pelengkap, seperti 
hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat, menghindarkan 
hal-hal yang tidak enak di pandang mata, dan berhias dengan keindahan 
yang sesuai dengan tuntunan norma dan akhlak, Allah telah mensyariatkan 
hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan tahsiniyat.76  
Islam menganjurkan berhias ketika hendak ke masjid, 
menganjurkan banyak ibadah sunnah, dalam lapangan muamalat Islam 
melarang boros, kikir, manaikan harga, monopoli dan lain-lain. Dalam 
                                                          
74  Ghofar Shidiq, Teori Maqashid Al-Syariah Dalam Hukum Islam..., hlm. 124. 
 
75 H. Ahmad Sanusi dan Sohari, Ushul Fiqh..., hlm. 251. 
 
76 La Jama, Dimensi Ilahi dan Dimensi Insani Dalam Maqashid al-Syari’ah..., hlm. 1260. 
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bidang uqubah Islam mengharamkan membunuh anak-anak dan 
perempuan atau menyiksa mayat dalam peperangan.77 
Pembagian tujuan syara pada tiga hal tersebut, sekaligus 
menunjukan peringkat kepentingan. Ketiga tingkatan kebutuhan tersebut 
pada dasarnya saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Kebutuhan 
tahsiniyat adalah bersifat pelengkap bagi kebutuhan hajiyat yang juga 
menjadi pelengakap bagi kebutuhan daruri. Kebutuhan dharuri adakah 
dasar dari semua kebutuhan.78 
Dengan demikian peneliti dapat memahami bawha konsep Maqa<s}id 
asy-Syari<’ah berorientasi pada kemaslahatan bagi manusia, terutama yang 
berkaitan dengan lima kebutuhan dasar manusia yang bersifat universal 
dengan tingkat kebutuhan yang saling melengkapi satu sama lainnya.  
C. Tinjauan Umum Perlindungan Jiwa Dalam Islam 
1. Pengertian Jiwa Dalam Islam 
Jiwa dalam diri manusia menunjukan sebagai salah satu ciri khas 
yang tidak dapat dilihat diluarnya, sehingga jiwa dinamai dengan jiwa 
rohani (spritual soul). Atas dasar tersebut, al-Ghazali, al-Farabi, dan ibn 
Rusyd menyatakan bahwa hakikat manusia itu sendiri atas dua komponen 
penting, yaitu komponen jasad dan komponen jiwa.79 
                                                          
77 Ibid. 
 
78 Ibid.., hlm. 1261. 
 
79 Rudi Ahmad Suryadi, Telaah Konseptual Mengenai Konsep Jiwa Manusia, Jurnal 
Pendidikan Agama Islam-Ta’lim vol. 14 No. 1-2016, hlm. 37. 
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Komponen jiwa berasal dari alam perintah (alam khaliq) yang 
mempunyai sifat yang berbeda dengan jasad manusia. Hal ini karena jiwa 
merupakan roh dari perintah Tuhan walaupun tidak menyamai Dzatnya. 
Menurut al-Ghazali, jiwa itu dapat berfikir, mengigat, mengetahui dan 
sebagainya. Sedangkan unsur jiwa merupakan unsur rohani sebagai 
penggerak jasad untuk melakukan kerjanya termasuk alam ghaib.80 
Dalam pandangan Islam telah jelas bahwa Allah SWT menciptakan 
manusia dengan membawa jiwa imanitas dan humanitas yang yang 
tumbuh sebelum manusia lahir di dunia. Pangkal insania manusia terletak 
pada jiwa imanitasnya, sedangkan jiwa insaniah tumbuh sebagai pancaran 
dari jiwa imanitasnya. Jiwa inilah yang menandakan subtansi kemanusiaan 
manusia yang berbeda dengan subtansi makhluk lainnya.81 
Kata jiwa berasal dari bahasa Arab yaitu, Nafs, yang secara harfiah 
diterjemahkan sebagai jiwa. Secara istilah kata jiwa dapat merujuk pada 
pandangan tokoh-tokoh muslim.82 
Pertama al-Kindi mengartikan jiwa merupakan kesempurnaan awal 
bagi fisik yang bersifat alamiah, mekanistik, dan memiliki kehiduan yang 
energik, atau kesempurnaan fisik alami yang memiliki alat dan mengalami 
                                                          
80 Ibid. 
 
81 Endang Saefudin Anshari, Ilmu Filsafat dan Agama, (Surabaya: Bina Ilmu, 1997), hlm. 
3. 
82 http://inpasonline.com/new/konsep-jiwa-menurut-islam/, diakses pada tanggal 19-03-
2017 jam 22.00 Wib. 
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kehidupan. Jiwa merupakan kehormatan dan kesempurnaan, berkedudukan 
luhur, dan subtansinya berasal dari Allah SWT.83 
Kedua al-Razi mengartikan jiwa itu terbagi tiga, pertama jiwa yang 
bersifat rasional dan ilahiyah, kedua jiwa yang bersifat emosional dan 
kehewanan, dan ketiga jiwa yang bersifat vegetatif, tumbuhan dan 
syahwat.84 
Ketiga Ikhwan al-Shafa mengartikan jiwa merupakan subtansi 
ruhaniah yang megandung unsur langit dan nuraniah, hidup dengan 
dzatnya, megalami proses berfikir, aktif di dalam tubuh, memanfaatkan 
tubuh, serta memahami bentuk segala sesuatu.85 
Keempat Ibn Taimiyah mengartikan jiwa tidak tersusun dari 
subtansi-subtansi yang terpisah, bukan pula dari materi dan formal. Jiwa 
bukan fisik dan bukan pula esensi yang merupakan sifat yang bergantung 
pada yang lain. Sesungguhnya jiwa berdiri sendiri dan tetap ada setelah 
terpisah dari badan ketika kematian datang.86 
2. Bentuk Perlindungan Jiwa Dalam Islam 
Dalam kaitannya dengan perlindungan terhadap jiwa, Al-qur’an 
mengaturnya melalui Undang-undang secara khusus seperti hudud dan 
qisas yang semua itu untuk kepentingan hidup seseorang atau semua 
                                                          
83 Muhammad Ali Abu Rayyan, Tarikh al-Fikr al-Falsafi al-Islami, (al-Iskandariyah: Dar 
al-Jami’at al-Mishriyah, 1984), hlm. 337. 
 
84 Utsman Najati, Jiwa Dalam Pandangan Para Filosof Muslim, (Bandung: Pustaka 
Hidayah, 2002), hlm. 42. 
 
85 Ibid. 
 
86 Ibid.., hlm. 342. 
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manusia.87 Undang-undang diciptakan untuk mengatur lalulintas 
kehidupan manusia agar tidak saling berbenturan yang menimbulkan 
ketidak tentraman dan kenyaman masyarakat.88 
1. Qisas  
“Al-qur’an memberi perhatian serius terhadap tindak pidana, sama 
ada pidana pembunuhan maupun tindak pidana lainnya. Berkaitan 
dengan pidana pembunuhan secara tegas Allah mengharamkannya, 
kecuali ada hal-hal tertentu yang membolehkannya, sebagaimana 
dijelaskan dalam Q.S al-An’m (6) ayat 151. Jika terjadi 
pembunuhan maka berlaku hukum qisas ini dapat diperhatikan 
melalui Q.S al-Baqarah (2) ayat 178. Pada ayat ini Allah 
melegalkan pembalasan terhadap pelaku pidana pembunuhan 
sesuai dengan apa yang dilakukannya, namun demikian Allah 
membuka jalan pengampunan kepada terpidana, tetapi dikenakan 
diat atau ganti rugi kepada pihak keluarga yang dibunuh. Hukum 
qisas bertujuan untuk memberi perlindungan jiwa kepada setiap 
orang”.89 
2. Hudud  
“Satu lagi Undang-undang yang memberi perlindungan berkenaan 
dengan jiwa adalah hukuman hudud, seperti perlindungan terhadap 
harta seseorang jika terjadi tindak pidana pencurian maka akan 
berlaku hudud dalam Q.S al-Maidah (5) ayat 33. Allah memberikan 
perlindungan keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan 
bermasyarakat maupun bernegara”. 90 
 
Untuk menjaga dan memualiakan jiwa agar tidak mengalami 
tindakan kriminal maka Allah SWT berfirman dalam Q.S al-Baqarah (2) 
ayat 179:91  
                                                          
87 Abd Wahid, al-Qur’an Sumber Peradaban, Jurnal Ushuluddin Vol. XVIIII No. 2 Juli 
2012, hlm. 120. 
 
88 Ibid. 
 
89 Ibid. 
 
90 Ibid.., hlm. 120. 
 
91 Al-Qur’an Surat al-Baqarah Ayat 179. 
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                   
Artinya: “Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup 
bagimu, Hai orang-orang yang berakal, agar kamu 
bertakwa”.92 
 
 Pada ayat tersebut diberikan penjelasan tentang hikmah hukuman 
qisas, yaitu untuk mencapai keamanan dan ketentraman. Karena dengan 
hukuman pelaksanaan qisas, umat manusia tidak akan sewenang-wenang 
melakukan pembunuhan dengan memperturutkan hawa nafsunya saja, dan 
mendasarkan pembunuhan itu kepada perasaan bahwa dirinya lebih kuat, 
lebih kaya, lebih berkuasa dan sebagainya.93 
Hak yang paling utama yang diusung oleh Islam adalah hak untuk 
hidup dan menghargai hidup manusia. Hal tersebut secara tegas telah 
dikemukakan oleh Allah dalam Q.S al-Maidah (5) ayat 32:94 
                         
                       
                          
        
Artinya: “Oleh Karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, 
bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan 
Karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan Karena 
                                                          
92 Depertemen Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya jilid I..., hlm. 260. 
 
93 Ibid.., hlm. 263. 
 
94 Al-qur’an Surat al-Maidah (5) ayat 32. 
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membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan dia Telah 
membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang 
memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah dia 
Telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan 
Sesungguhnya Telah datang kepada mereka rasul-rasul kami 
dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, Kemudian 
banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh 
melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi”.95 
 
Pada ayat ini diterangkan suatu ketentuan bahwa membunuh 
seorang manusia berarti membunuh semua manusia, sebagaimana 
memelihara kehidupan seorang manusia berarti memelihara kehidupan 
semua manusia.96 
Ayat ini menunjukan keharusan adanya kesatuan umat dan 
kewajiban mereka masing-masing terhadap yang lain, yaitu harus menjaga 
keselamatan hidup dan kehidupan bersama dan menjahui hal-hal yang 
membahayakan orang lain.97 
Perbuatan menghilangkan nyawa karena alasan dendam atau untuk 
menebar kerusakan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan yang 
berwenang. Selama berlangsung peperangan perbuatan itu hanya dapat 
diadili oleh pemerintah yang sah. Pada setiap peristiwa itu, tidak ada satu 
individu yang memiliki hak untuk mengadili dengan main hakim sendiri.  
Membunuh kecuali karena sebab yang dibenarkan oleh syarah. 
Dengan demikian pembunuhan dibedakan dari menghilangkan nyawa 
yang dilakukan demi melaksanakan keadilan. 
                                                          
95 Depertemen Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya jilid II.., hlm. 384. 
 
96 Ibid. 
 
97 Ibid.., hlm. 388. 
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Allah SWT menganugrahkan hidup kepada seluruh makhluk hidup 
tidak melihat ras, jenis kelamin, bangsa maupun agama. Sesuai dengan 
sabda Rasulullah SAW bersumber dari Amr bin Ash. Rasulullah SAW 
bersabda:98 
 
 
 
Artinya: “Barang siapa yang membunuh seorang kafir dzimmi, maka dia 
tidak akan mencium bau surga. Padahal sesungguhnya bau 
surga itu tercium dari perjalanan empat puluh tahun.” (HR. An-
Nasa’i yang bersumber Amr bin Ash) 
 
Menurut Syeikh Syaukat Husain, Islam memerintahkan umatnya 
untuk menghormati hidup seseorang, walapun terhadap bayi yang masih di 
dalam rahim ibunya. Islam tidak hanya memperhatikan kemuliaan dan 
martabat manusia ketika ia masih hidup, martabatnya tetap dimuliakan, 
sampai dengan wafatnya, dengan diurus jenazahnya, dimandikan, 
dikafankan, disholatkan dan dimakamkan dengan baik dan penuh 
ketulusan.99 
                                                          
98 Muhammad Abduh Tuasikal, https://rumaysho.com/379-hukum-membunuh-atau-
qngebomq-orang-kafir.html, diakses pada tanggal 15 juni 2017 jam 15.00 Wib. 
 
99 Syeikh Syaukat Husain, Human Right in Islam, Terjemahan: Abdul Rochim C.N, 
(Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm.60. 
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Islam telah mengajarkan bahwa ada banyak cara untuk 
menyelamatkan hidup manusia dari ancaman kematian. Apabila seseorang 
menderita sakit, atau menderita luka-luka atau terkena musibah, maka 
menjadi tanggungjawab bagi saudara yang lain untuk menolongnya 
memperoleh bantuan medis. Apabila ia terancam kelaparan, maka saudara 
sesama muslim berkewajiban memberikan makanan.100 
Berdasarkan uraian perlindungan jiwa di atas maka dapat diketahui 
bahwa Islam sangat memperhatikan jiwa seseorang dari berbagai tindakan 
diskriminasi yang bisa menghilangkan hidup seseorang, sangat jelas 
bahwa dalam konsep perlindungan terhadap jiwa Islam tidak memandang 
golongan dan ras-Nya semuanya harus dilindungi hidupnya. 
Begitu juga dengan perlindungan terhadap disabilitas dalam hal 
perlindungan jiwa sangat diperhatikan oleh Islam, karena menggingat 
disabilitas adalah sekelompok orang yang cacat fisiknya dan harus 
dilindungi dari berbagai tindakan yang bisa menghilangkan hidupnya. 
 
 
                                                          
100 Ibid. 
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BAB III 
PERLINDUNGAN JIWA TERHADAP DISABILITAS DALAM UNDANG-
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG 
DISABILITAS 
 
A. Tinjauan Umum Perlindungan Jiwa Terhadap Disabilitas Dalam 
Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 
1. Pengertian Undang-undang 
Sejak Indonesia merdeka, norma hukum yang mengatur susunan 
dan tertip peraturan Perundang-undangan Indonesia ditemukan dalam 
empat produk hukum, dua di atur dengan ketetapan MPR/S dan sisanya 
dengan Undang-undang, tetapi pada tingkat tertinggi penyebutan produk 
hukum sebagai peraturan Perundang-undangan senyatanya ditegaskan 
keberadaannya dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945.1  
Terdapat beberapa pengertian Undang-undang. Undang-undang 
diadakan untuk faedah masyarakat. Dengan perkataan lain, adanya undang 
dapat menjamin ketertiban masyarakat. Tujuan utama Undang-undang 
bukan untuk menghukum, akan tetapi hanya untuk menertipkan 
masyarakat dan jika ada yang melangar Undang-undang maka harus 
dihukum sesuai dengan aturan.2 
                                                          
1 Muhtadi, Penetapan Teori Hans Kelsen Dalam Tertip Hukum Indonesia, Flat Justitia Ilmu 
Hukum Jurnal Vol. 5 No. 2 September-Desember, 2012, ISSN 1978-5186, hlm. 295. 
 
2http://www.e-jurnal.com/2013/12/pengertian-undang-undang-dan-perundang.html, diakses 
pada tanggal 08-04-2017 jam 13.00 Wib. 
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Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Pasal 1 angka (3) 
yang dimaksud dengan Undang-undang adalah peraturan perundang-
undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden.3 
Dengan kata lain dapat diartikan sebagai, peraturan-peraturan yang tertulis 
yang dibuat oleh pelengkapan negara yang berwenang dan mengikat setiap 
orang selaku warga negara. 
Dalam pengertian Undang-undang dibagi menjadi dua pengertian 
yaitu formil dan materil sebagaimana dikutip oleh H. Machmud Aziz 
dalam jurnal MK edisi Oktober 2010 Vol. 5, mengatakan Undang-undang 
dibagi menjadi dua pengertian dalam arti formil dan dalam arti materil 
yaitu:4 
“Undang-undang dalam arti formil yaitu, pemerintah bersama 
dengan parlamen mengambil keputusan, maksudnya untuk 
membuat Undang-undang. Sedangkan dalam arti materil yaitu, jika 
suatu lembaga mempunyai kewenangan membentuk peraturan 
Perundang-undangan mengeluarkan suatu keputusan yang isinya 
mengikat umum, dalam arti mengikat umum adalah mengikat 
semua masyarakat agar taat dan patuh terhadap Undang-undang”. 
 
Dalam Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas Undang-
undang adalah hukum yang disahkan oleh Badan Legislatif atau sebagai 
rencana pemerintah yang lainnya. Sebelum disahkan, Undang-undang 
disebut sebagai Rangcangan Undang-undang. Undang-undang berfungsi 
untuk digunakan sebagai otoritas, untuk mengatur, menganjurkan, 
                                                          
3 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan. 
 
4http://www.e-jurnal.com/2013/12/pengertian-undang-undang-dan-perundang.html, diakses 
pada tanggal 08-04-2017 jam 13.00 Wib. 
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menyediakan (dana), menghukum, memberikan, mendeklarasikan atau 
untuk membatasi seusatu.5 
Berdasarkan pegertian di atas dapat diketahui bahwa Undang-
undang termasuk salah satu jenis peraturan Perundang-undang, yang mana 
Undang-undang bertujuan untuk menertipkan masyarakat dalam hal 
apapun, baik itu masalah perlindungan anak, perlindungan tanah, dan 
perlindungan disabilitas. Dan ada sanksi bagi mereka yang melanggar.6 
2. Sekilas Tentang Pembentukan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 
Perlakuan diskriminatif terhadap penyandang disabilitas masih 
terus terjadi meskipun Undang-undang tentang Penyandang disabilitas 
telah disahkan oleh DPR pada tanggal 17 Maret 2016. Salah satunya 
dialami oleh Dwi Ariyani yang diturunkan dari pesawat Etihad Airways 
dengan rute Jakarta-Swis, dalam rangka mengikuti pelatihan Convention 
on the Rights of Person with Disabilities (kovensi mengenai hak-hak 
penyandang disabilitas).7 
Dalam kasus ini staf Etihad Airways memandang penyandang 
disabilitas sebagai individu yang tidak mandiri dan dalam kondisi sakit 
                                                          
5 https://id.wikipedia.org/wiki/Legislasi, diakses pada tanggal 08-04-2017 jam 12.57 Wib. 
 
6 Penyelasan atas pengertian Undang-undang yang telah dikutip dari beberapa pengertian 
diatas, antara lain: dari Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan dan wikipedia Bahasa Indonesia. 
 
7http://business-law.binus.ac.id/2016/04/29/pergeseran-paradigma-tentang-penyandang-
disabilitas-dalam-uu-no-8-tahun-2016/ , diakses pada tanggal 07-04-2017 jam 15.30 Wib. 
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sehingga diperlukan pendamping dalam melakukan perjalanan keluar 
negeri.8 
“Peristiwa ini menunjukan adanya paradigma yang salah mengenai 
penyandang disabilitas, yang dianggap sebagai manusia yang 
lemah sehingga tidak mendapatkan perlindungan hak asasi 
manusia. Dalam tulisan ini penulis akan memberikan gambaran 
singkat tentang pergeseran perubahan paradigma terhadap 
penyandang disabilitas yang terdapat di dalam Undang-undang 
Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Disabilitas yang masih 
menempatkan penyandang disabilitas sebagai obyek yang bersifat 
belas kasihan”.9 
 
Dalam perkembangan sejarah perubahan sosial terhadap 
keberadaan orang berkebutuhan khusus atau peyandang disabilitas, 
terdapat dua konsepsi pandangan tentang disabilitas yaitu :10 
1. Pandangan medis/individual yang mendapatkan kecacatan sebagai 
sebuah permasalahan individu. Secara ringkas, pandangan ini 
menganggap kecacatan sebagai sebuah tragedi personal, di mana 
kecacatan selalu diposisikan sebagai akar permasalahan serta 
penyebab atas hambatan aktifitas serta berbagai bentuk ketidak 
beruntungan sosial yang di alamai.11 
2. Pandangan hak asasi manusia yang menempatkan isu disabilitas 
sebagai bagian integral dari HAM yang mendapatkan jaminan atas 
                                                          
8 Ibid. 
 
9 Ibid.., 
 
10 Muhammad Joni Yulianto, Hak-Hak Penyandang disabilitas dalam Buku Panduan 
Bantuan Hukum Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum 
(Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014), hlm. 254–256. 
 
11 M. Syafi’ie, dkk, Potret Difabel Berhadapan Dengan Hukum Negara, (Yogyakarta: 
Sigab, 2014), hlm, 6. 
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kesetaraan, kesamaan hak serta partisipasih penuh juga melekat 
pada setiap individu penyadang disabilitas. 
Dalam materi undang-undang Penyandang Cacat ini lebih bersifat 
belas kasihan (charity based) dan pemenuhan penyandang disabilitas 
masih dinilai sebagai maslah sosial yang kebijakan pemenuhan haknya 
masih bersifat jaminan sosial, rehabiliatsi sosial dan peningkatan 
kesejahteraan sosial.12 
Pandangan di dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 
Tentang Penyandang Cacat sudah ketinggalan zaman dan tidak sesuai 
dengan upaya peningkatan harkat dan martabat penyandang disabilitas 
sebagai manusia seutuhnya.13 
“Perubahan peraturan Perundangan-undangan yang ada setelah 19 
tahun berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang 
Penyandang Cacat telah memasukan penyandang disabilitas 
sebagai bagian dari hak asasi manusia, seperti Undang-undang 
Nomor 39 Tahun 1999 Tetang Hak Asasi Manusia dan Undang-
undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention on 
the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Hak-hak 
Penyandang disabilitas)”.14 
 
Sehingga Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 harus diselaraskan 
dengan ketentuan terkini yang pada prinsipnya mengatur semua hak dan 
                                                          
12 Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Penyandang Disabilitas. 
 
13 http://business-law.binus.ac.id/2016/04/29/pergeseran-paradigma-tentang-penyandang-
disabilitas-dalam-uu-no-8-tahun-2016/ , diakses pada tanggal 07-04-2017 jam 15.30 Wib. 
 
14 Ibid. 
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perlindungan yang melekat pada semua manusia juga berlaku bagi 
penyandang disabilitas.15 
Setelah konvensi mengeni hak-hak penyandang disabilitas  ini 
disahkan maka memberikan kewajiban-kewajiban negara untuk menjamin 
dan melakukan harmonisasi peraturan termasuk menghapuskan aturan 
budaya yang melanggar hak penyandang disabilitas. 
Pemerintah dan DPR menindaklanjuti komitmennya untuk 
menghormati, melindungi dan memenuhi hak penyadang disabilitas 
melalui pengesahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang 
Penyandang Disabilitas. 
Tentunya bagi penyandang disabilitas hal ini sanggat penting untuk 
kehidupan di masa yang akan datang. Undang-undang Nomor 8 Tahun 
2016 Tentang Penyandang Disabilitas yang merupakan revisis dari 
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat.16 
Dimana pengaturan tentang hak-hak penyandang disabilitas 
sebelumnya dapat dilihat pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 
4 Tahun 1997 disebutkan tentang penyandang cacat yang saat ini 
dipandang tidak sesuai dengan paradigma kebutuhan disabilitas, sehingga 
pemerintah setidaknya telah mempertimbangkan beberapa hal tersebut. 
                                                          
15 Ibid.., 
 
16 Fifink Praiseda, Pengesahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang 
Disabilitas, diakses pada tanggal 08-04-2017 jam 13.00 Wib. 
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Pada tahun 2016 disahkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang 
Penyandang Disabilitas.17 
Perubahan pandangan terhadap penyandang disabilitas dapat dilihat 
dari defenisi penyandang disabiliatas dalam Undang-undang Nomor 8 
Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas yaitu :18 
“Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, 
mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam 
berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan 
kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan 
warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”. 
 
Bahwa Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang 
Cacat, sudah tidak sesuai lagi dengan paradigma kebutuhan penyandang 
disabilitas sehingga perlu diganti dengan Undang-undang yang baru, 
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, 
c dan huruf d, perlu membentuk Undang-undang Tentang Penyandang 
Disabilitas.19 
Dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 
terlihat terjadi konsepsi menuju ke arah perlindungan jiwa dan pemenuhan 
atas hak asasi manusia sebagaimana manusia yang bermartabat, yang 
tetuang dalam pasal 3 Undang-undang Penyandang Disabilitas yang 
berbunyi :20 
                                                          
17 Ibid. 
 
18 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. 
 
19 Konsideran Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. 
 
20 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016, Pasal 3. 
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a. Mewujudkan penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan 
pemenuhan dan hak asasi manusia serta kebebasan dasar 
penyadang disabilitas secara pebuh dan setara; 
b. Menjamin upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan 
pemenuhan hak sebagai martabat yang melakat pada diri 
penyandang disabilitas; 
c. Mewujudkan taraf kehidupan penyadang disabilitas yang lebih 
berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, serta bermartabat; 
d. Melindungi penyandang disabilitas dari pelantaran dan eksploitasi, 
pelecehan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak 
asasi manusia; 
e. Memastikan pelaksanaan upaya penghormatan, pemajuan, 
perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk 
mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan 
sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, 
berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, da 
bermartabat dalam segala aspek kehidupan, berbangsa, bernegara, 
dan bermasyarakat. 
 
Seperti yang dikemukakan Ketua Komisis VIII DPR Saleh 
Partaonan Daulay menjelaskan bahwa arah pengaturan Undang-undang 
Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas adalah untuk 
mewujudkan kesamaan kesempatan bagi penyandang disabilitas, sehingga 
dapat menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara 
dan masyarakat.21 
“Hal tersebut sesuai dengan defenisi penyandang disabilitas dalam 
Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang 
Disabilitas yaitu, Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, 
intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama 
yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat dapat mengalami 
hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara dan efektif 
dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”. 22 
  
Kedepannya diharapkan pemerintah dapat berkomitmen dengan 
pengesahan yang dilakukan dengan mengadakan perlindungan, 
                                                          
21 http://www.dpr.go.id/ diakses pada tanggal 08-04-2017 jam 11.00 Wib. 
 
22 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016, Pasal 1 ayat (1). 
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pengawasan dan penerapan program kerja untuk mewujudkan esensi dari 
aturan yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 
tersebut bersama masyarakat.23 
Sehingga asas Equality Before The Law dapat diwujudkan secara 
optimal di Indonesia tanpa adanya perilaku diskriminatif kepada 
penyandang disabilitas sebagai manusia yang bermartabat dan makhluk 
yang sama-sama diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa.24 
B. Tinjauan Umum Bentuk Perlindungan Jiwa Terhadap Disabilitas 
Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016  
1. Pengertian Singkat Tentang Jiwa 
Upaya perlindungan jiwa disetiap negara sanggat diperhatikan oleh 
Pemerintah. Di Indonesia perlindungan jiwa kepada setiap individu telah 
diatur dalam berbagai Undang-undang khususnya bagi penyadang 
disabilitas.  
Dalam Wikipedia bahsa Indonesia, jiwa atau jiva yang berasal dari 
bahasa sangsekerta yang artinya benih kehidupan. Dalam berbagai agama 
dan filsafat jiwa yaitu, bagian yang bukan jasmania dari sesorang. 
Biasanya jiwa dipercaya mencangkup pikiran kepribadian dan sinonim 
dengan roh, akal atau awak diri.25 
                                                          
23 http://www.dpr.go.id/..., 
 
24 Ibid. 
 
25 Wikipedia bahasa indonesia, ensiklopedia bebas, diakses pada tanggal 14-04-2017 jam 
22.00 Wib. 
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Sedangkan jiwa menurut Nigel C Benson dan Grove dalam bahasa 
yunani diartikan sebagai napas kehidupan dan pikiran.26 Dalam (KBBI) 
kamus besar bahsa indonesia jiwa yaitu, roh manusia yang ada dalam 
tubuh dan menyebabkan seseorang hidup, yang terjadi dari perasaan, 
pikiran, dan angan-angan.27 
Ahli tasawuf mengartikan jiwa yaitu, sesuatu yang melahirkan 
sifat-sifat tercela. Misalnya menyebut jiwa sebagai pusat potensi marah 
dan syahwat pada manusia. Pengertian ini dapat menyamakan teori 
pengertian jiwa dengan tingkah laku manusia.28 
Dalam psikologi sendiri jiwa lebih dihubungkan dengan tingkah 
laku manusia sehingga yang diselidiki oleh psikologi-psikologi yaitu, 
perbuatan-perbuatan yang dipandang sebagai gejala dari jiwa. Teori 
psikologi, psikoanalisa, behaviorisme maupun humanisme memandang 
jiwa sebagai suatu yang berada dibelakang tingkah laku manusia.29 
2. Bentuk Perlindungan jiwa Tehadap Disabilitas Dalam Undang-
undang Nomor 8 Tahun 2016 
Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan 
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang 
menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Hak 
                                                          
26 Mursidin, Psikologi Umum, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 4. 
 
27 Dendy Sugono, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 601. 
 
28 Louis O. Kattsof, Elements of Philosophy, Alih Bahasa Soeyono Soemargono dengan 
judul pengantar filsafat, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1986), Cet ke-1, hlm. 301. 
 
29 Hassan Langgulung, Teori-teori Kesehatan Mental, Perbandingan Psikologi Modern dan 
Pendekatan Pakar-pakar Pendidikan Islam, (Kuala Lumpur: Pustaka Huda, 1983), hlm. 9. 
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asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kondrat melekat pada diri 
manusia bersifat universal, perlu dilindungi, dihormati, dan dipertahankan. 
Sehingga perlindungan dan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan, 
khususnya penyandang disabilitas dapat merasakan hidup yang sejahtera.30 
Penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang 
disabilitas merupakan kewajiban negara. Hal ini juga ditegaskan dalam 
Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, 
sehingga masyarakat mempunyai tanggungjawab untuk menghormati hak 
penyandang disabilitas.31 
Dengan disahkannya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 
Tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas tanggal 
10 November 2011 menunjukan komitmen dan kesungguhan pemerintah 
Indonesia untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak penyandang 
disabilitas.32 
Dengan demikian, penyandang disabilitas berhak untuk bebas dari 
peyiksaan atau perlakuan kejam yang tidak manusiawi, merendahkan 
martabat manusia, bebabs dari ensikloitasi, kekerasan dan perlakuan 
semena-mena serta berhak untuk mendapatkan penghormatan atas 
integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain.33 
                                                          
30 Penjelasan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. 
 
31 Ibid. 
 
32 Ibid. 
 
33 Ibid. 
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Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban untuk merealisasikan 
hak yang termuat dalam konvensi, melalui penyesuaian peraturan 
Perundang-undangan, termasuk menjamin pemenuhan hak penyandang 
disabilitas dalam segala aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, 
pekerjaan, politik dan pemerintah, kebudayaan dan kepariwisatawan, seta 
pemamfaatan teknologi informasi, dan komunikasi.34 
Jangkauan pengaturan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 
2016 ini meliputi pemenuhan kesamaan kesempatan terhadap penyandang 
disabilitas dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat, 
penghormatan perlindungan, dan pemenuhan hak peyandang disabilitas, 
termasuk penyediaan aksesbilitas dan akomodasi yang layak.35 
Selain itu, pelaksanaan dan pemenuhan hak juga ditujukan untuk 
melindungi penyandang disabilitas dari penelantaran dan ekspolitasi, 
pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi 
manusia. 36 
Undang-undang ini antara lain mengatur mengenai ragam 
penyandang disabilitas, hak peyandang disabilitas, pelaksanaan 
penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, 
                                                          
34 Ibid. 
 
35 Ibid. 
 
36 Ibid. 
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koordinasi, komisi nasional disabilitas, pendanaan, kerja sama 
internasional, dan penghargaan.37 
Dalam bab ini penulis akan membahas bentuk perlindungan jiwa 
terhadap disabilitas pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016. Akan 
tetapi sebelum penulis membahas bentuk perlindungan jiwa terhadap 
disabilitas, penulis akan menjelaskan ragam penyandang disabilitas 
terlebih dahulu dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang 
Penyandang Disabilitas. 
Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016, pasal 4 ayat (1) tentang 
ragam penyandang disabilitas meliputi:38 
a. Penyandang disabilitas fisik; 
b. Penyandang disabilitas intelektual; 
c. Penyandang disabilitas mental; dan/atau 
d. Penyandang disabilitas sensorik. 
Ragam peyandang disabilitas sebagaimna dimaksud pada pasal 4 
ayat (1) diatas dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam 
jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.39 
                                                          
37 Ade Heryana, Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Menurut Undang-undang Nomor 
8 Tahun 2016, (Jakarta: Universitas Esa Unggul, 2016), hlm. 2. 
 
38 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Pasal 4 Ragam 
Disabilitas. 
 
39 Ade Heryana, Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Menurut Undang-undang Nomor 
8 Tahun 2016..., hlm. 7. 
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Demi menjaga martabat penyandang disabilitas maka Pemerintah 
wajib menjamin dan melindungi penyandang disabilitas dari berbagai 
tindakan diskriminasi yang dapat menghilangkan hak-hak, dan dapat 
menghilangkan nyawa penyandang disabilitas. 
Adapun bentuk perlindungan jiwa dalam Undang-undang Nomor 8 
Tahun 2016 telah diatur sebagaimana mestinya, antara lain yaitu, pasal 6 
dan 20, dan pasal 26. Pasal 6 mengatur tentang hak hidup penyandang 
disabilitas, dalam pasal ini perlindungan hak hidup di implementasikan 
dalam bentuk, antara lain:40 
a. Perlindunngan atas penghormatan integritas; 
b. Tidak dirampas nyawanya; 
c. Mendapatkan perawatan dan pengasuhan yang menjamin 
kelangsungan hidupnya; 
d. Bebas dari pelantaran, pemasungan, pengurungan, dan pengucilan; 
e. Bebas dari ancaman dan berbagai bentuk eksploitasi, dan 
f. Bebas dari penyiksaan, perlakuan dan penghukuman lain yang 
kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia. 
Sedangkan pasal 20 mengatur tentang perlindungan bencana bagi 
disabilitas, dalam Pasal ini perlindungan disabilitas dalam bencana 
diimplementasikan dalam bentuk, antara lain:41 
a. Mendapatkan informasi yang mudah diakses akan adanya bencana; 
                                                          
40 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Pasal 6 
Perlindungan Hak Hidup. 
 
41 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Pasal 20 
Perlindungan Dari Bencana. 
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b. Mendapatkan pengetahuan tentang pengurangan risiko bencana; 
c. Mendapatkan prioritas dalam penyelamatan evakuasi dalam 
keadaan bencana; 
d. Mendapatkan fasilitas dan sarana penyelamatan dan evakuasi yang 
mudah diakses, dan 
e. Mendapatkan prioritas, fasilitas, dan sarana yang mudah diakses di 
lokasi pengunsian. 
Didalam pasal 26 mengatur tentang bebas dari diskriminasi, 
penelantaran, peyiksaan, dan eksploitasi, terhadap disabilitas dan 
diimplementasikan dalam bentuk, antara lain:42 
a. Bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, 
bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut; dan 
b. Mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, 
psikis, ekonomi, dan seksual. 
Untuk menjaga keutuhan dan kelangsunggan hidup penyandang 
disabilitas maka, Pemerintah memberikan sanksi kepada siapa saja yang 
melanggar atau melakukan tindakan diskriminasi kepada penyandang 
disabilitas. Antara lain sanksi yang sudah diatur dalam pasasl  28, pasal 
142, pasal 144, dan pasal 145 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016. 
Pasal 28 mengatur tentang keadilan dan perlindungan hukum bagi 
penyandang disabilitas, yang mana dalam pasal ini melibatkan Pemerintah 
dan Pemerintah Daerah wajib menjamin dan melindungi hak penyandang 
                                                          
42 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Pasal 26  Tentang 
Hak Bebas Dari Diskriminasi, Penelantaran Penyiksaan, dan Eksploitasi. 
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disabilitas sebagai subyek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang 
sama dengan lainnya.43 
Dalam pasal 142 mengatur tentang larangan, bahwa, setiap orang 
yang ditujuk mewakili kepentingan penyandang disabilitas dilarangan 
melakukan tindakan yang berdampak kepada bertambah, berkurang, atau 
hilangnya hak kepemilikan penyandang disabilitas tanpa mendapat 
penetapan dari Pengadilan Negeri.44 
Sedangkan dalam pasal 144 lebih ditegaskan lagi dengan 
memberikan ketentuan pidana kepada setiap orang melakukan tindakan 
yang berdampak kepada bertambah, berkurang, atau hilangnya hak 
kepemilikan penyadang disabilitas tanpa mendapat penetapan dari 
Pengadilan Negeri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) 
tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta 
rupiah).45 
Pasal 145 menyatakan bahwa, Setiap orang yang menghalang-
halangi dan/atau melarang penyandang disabilitas untuk mendapatkan 
haknya dipidana dengan penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda 
paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).46 
                                                          
43 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Pasal 28 Tentang 
Keadilan dan Perlindungan Hukum. 
 
44 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Pasal 142. 
 
45 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Pasal 144 
Tentang Ketentuan Pidana. 
 
46 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Pasal 145 
Tentang Sanksi yang Diberikan Kepada Orang Yang Menghalangi Hak Penyandang Disabilitas. 
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Dengan adanya perlindungan bagi penyandang disabilitas maka 
setiap orang dilarang untuk menghalang-halangi penyandang disabilitas 
untuk mendapakan hak-haknya dan terbebas dari tindakan diskriminasi 
dalam bentuk apapun. 
Teralisasinya Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 diharapkan 
Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat dapat mengayomi 
penyandang disabilitas dan menjaganya dari berbagai tindakan yang 
merugikan penyadang disabilitas sebagai warga Negara Indonesia. 
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BAB IV 
TINJAUAN MAQA<S}ID ASY-SYARI<’AH TERHADAP PERLINDUNGAN 
JIWA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG 
PENYANDANG DISABILITAS 
 
A. Perlindungan Jiwa yang Terdapat dalam Undang-undang Nomor 8 
Tahun 2016 Tetang Penyandang Disabilitas 
Perlindungan jiwa terhadap disabilitas tidak hanya berhenti atau 
tidak dibatasi dalam Islam saja, pemerintahpun ikut andil dalam 
melindungi disabilitas, dengan mengeluarkan Undang-undang tentang 
perlindungan penyandang disabilitas maka pemerintah berharap upaya 
yang dilakukan akan sangat maksimal terhadap perlindungan jiwa kepada 
penyandang disabilitas. 
Melihat banyak tindakan diskriminasi yang terjadi kepada 
penyandang disabilitas maka pemerintah segera mengeluarkan Undang-
undang yang berkaitan dengan perlindungan terhadap penyandang 
disabilitas. Tujuannnya agar memberikan hidup yang layak dan 
mensejahterakan penyandang disabilitas agar dapat merasakan hidup yang 
sebenarnya tanpa adanya tindakan diskriminasi dari pihak manapun. 
Penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang 
disabilitas merupakan kewajiban negara, karena mengingat penyandang 
disabilitas adalah warga negara Indonesia yang harus dilindungi dari 
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berbagai tindakan diskriminasi dan harus menjamin hak-hak penyandang 
disabilitas dengan baik. 
Dengan disahkannya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 
Tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas tanggal 
10 November 2011 menunjukan komitmen dan kesungguhan pemerintah 
Indonesia untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak penyandang 
disabilitas.1 
Jangkauan pengaturan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 
2016 ini meliputi pemenuhan kesamaan kesempatan terhadap penyandang 
disabilitas dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat, 
penghormatan perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, 
termasuk penyediaan aksesbilitas dan akomodasi yang layak.2 
Selain itu, pelaksanaan pemenuhan hak bagi penyandang 
disabilitas bertujuan untuk melindungi penyandang disabilitas dari 
berbagai tindakan diskriminasi dan pelantaran, serta pelanggaran hak asasi 
manusia.  
Pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam segala aspek 
kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik dan 
pemerintah, kebudayaan dan kepariwisatawan, serta pemamfaatan 
teknologi informasi, dan komunikasi. Pemenuhan hak tersebut 
                                                          
1 Ibid. 
 
2 Ibid. 
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memberikan ruang gerak yang luas kepada penyandang disabilitas agar 
mereka bisa bersaing dengan orang-orang yang normal. 
Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang 
Disabilitas mengatur berbagai ragam penyandang disabilitas. Dalam pasal 
4 ayat (1) menjelaskan ragam penyandang disabilitas meliputi: 
a. Penyandang disabilitas fisik, 
b. Penyandang disabilitas intelektual, 
c. Penyandang disabilitas mental; dan/atau 
d. Penyandang disabilitas sensorik. 
Demi menjaga dan melindungi penyandang disabilitas maka 
pemerintah menggambil sebuah langkah untuk melindunggi penyandang 
disabilitas dari berbagai tindakan diskriminasi, pelantaran dan sebagainya, 
yang bisa mengakibatkan hilangnya hak-hak tersebut. 
Adapun bentuk perlindungan jiwa yang diberikan pemerintah 
melalui Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang 
Disabilitas, pada beberapa pasal antara lain pasal 6, pasal 20 dan pasal 26 
sebegai berikut: 
Pasal 6 mengatur tentang hak hidup penyandang disabilitas, dalam 
pasal ini perlindungan hak hidup di implementasikan dalam bentuk, antara 
lain:3 
a. Perlindungan atas penghormatan integritas; 
b. Tidak dirampas nyawanya; 
                                                          
3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Pasal 6 
Perlindungan Hak Hidup. 
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c. Mendapatkan perawatan dan pengasuhan yang menjamin 
kelangsungan hidupnya; 
d. Bebas dari pelantaran, pemasungan, pengurungan, dan pengucilan; 
e. Bebas dari ancaman dan berbagai bentuk eksploitasi, dan Bebas 
dari penyiksaan, perlakuan dan penghukuman lain yang kejam, 
tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia. 
Pasal 6 mengatur tentang hak hidup, yang mana dalam pasal ini 
tidak membenarkan adanya perilaku yang dapat menghilangkan nyawa 
penyandang disabilitas, dan memberikan kebebasan penuh kepada 
penyandang disabilitas untuk mendapatkan tempat yang nyaman tanpa ada 
tekanan dari pihak manapun. 
Pasal 20 mengatur tentang perlindungan bencana bagi disabilitas, 
dalam pasal ini perlindungan disabilitas dalam bencana diimplementasikan 
dalam bentuk, antara lain:4 
a. Mendapatkan informasi yang mudah diakses akan adanya bencana; 
b. Mendapatkan pengetahuan tentang pengurangan risiko bencana; 
c. Mendapatkan prioritas dalam penyelamatan evakuasi dalam 
keadaan bencana; 
d. Mendapatkan fasilitas dan sarana penyelamatan dan evakuasi yang 
mudah diakses, dan 
e. Mendapatkan prioritas, fasilitas, dan sarana yang mudah diakses di 
lokasi pengunsian. 
                                                          
4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Pasal 20 
Perlindungan Dari Bencana. 
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Mengingat bahwa penyandang disabilitas merupakan sekelompok 
orang yang memeiliki keterbatasan fisik, maka pemerintah memberikan 
akses informasi dengan cepat dan mudah kepada penyadang disabilitas 
agar mereka dapat mengakses informasi pada setiap saat. Jika terjadi 
bencana alam maka pemerintah lebih memprioritaskan penyelamatan 
utama pada penyandang disabilitas dan memberikan mereka tempat yang 
layak di tempati dengan berbagai fasilitas yang diperlukan.  
Pasal 20 merupakan salah satu bentuk perlindungan jiwa kepada 
penyandang disabilitas dalam keadaan bencana alam terjadi, karena jika 
penyandang disabilitas tidak diselamatkan atau tidak di evakuasi dengan 
cepat, maka peyandang disabilitas bisa kehilangan nyawanya. 
Pasal 26 mengatur tentang bebas dari diskriminasi, penelantaran, 
peyiksaan, dan eksploitasi, terhadap disabilitas dan diimplementasikan 
dalam bentuk, antara lain:5 
a. Bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, 
bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut; dan 
b. Mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, 
psikis, ekonomi, dan seksual. 
Pasal 26 merupakan bentuk perlindungan kepada penyandang 
disabilitas dari berbagai tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh orang-
orang yang tidak bertanggungjawab. Perlindungan yang diberikan 
pemerintah bertujuan agar penyandang disabilitas dapat merasakan hidup 
                                                          
5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Pasal 26  Tentang 
Hak Bebas Dari Diskriminasi, Penelantaran Penyiksaan, dan Eksploitasi. 
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yang sempurna, hidup tanpa tekanan, tanpa pelecehan dan tanpa 
penyiksaan dalam bentuk apapun. 
Berbagai cara dilakukan pemerintah agar dapat melindungi warga 
negaranya dengan baik, dengan adanya peraturan mengenai perlindungan 
terhadap disabilitas di harapkan agar masyarakat  mengambil peran 
penting untuk ikut serta melindungi penyandang disabilitas dari berbagai 
tindakan diskrimisi yang dapat menghilangkan nyawa mereka. Agar 
penyandang disabilitas dapat merasakan hidup yang sejahtera. 
Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang 
Disabilitas memberikan sanksi yang cukup tegas bagi siapa saja yang 
melanggar peraturan tersebut atau yang dengan sengaja melakukan 
tindakan diskriminasi kepada penyandang disabilitas yang mengakibatkan 
hilangnya nyawa atau hak dari penyandang diabilitas itu sendiri. 
Sanksi tersebut bertujuan untuk menguranggi angka kejahatan 
kepada penyandang disabilitas, dan membuat jera pelaku. Mengingat  
bahwa penyandang disabilitas adalah mahkluk ciptaan Allah SWT yang 
setara dengan masyarakat normal lainya.  Maka,  harus dilindungi dari 
berbagai aspek kekerasan yang menuju pada hilangnya nyawa atau harkat 
dan martabatnya sebagai seorang manusia. 
Melalui Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang 
Penyandang Disabilitas.  Maka, pemerintah memberikan sanksi kepada 
siapa saja yang melanggar atau melakukan tindakan diskriminasi kepada 
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penyandang disabilitas. Antara lain sanksi yang sudah diatur dalam pasal 
142, pasal 144, dan pasal 145 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016. 
Pasal 142 mengatur tentang larangan, bahwa setiap orang yang 
ditunjuk mewakili kepentingan penyandang disabilitas dilarangan 
melakukan tindakan yang berdampak kepada bertambah, berkurang, atau 
hilangnya hak kepemilikan penyandang disabilitas tanpa mendapat 
penetapan dari Pengadilan Negeri.6 
Sedangkan dalam pasal 144 lebih ditegaskan lagi dengan 
memberikan ketentuan pidana kepada setiap orang melakukan tindakan 
yang berdampak kepada bertambah, berkurang, atau hilangnya hak 
kepemilikan penyandang disabilitas tanpa mendapat penetapan dari 
Pengadilan Negeri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) 
tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta 
rupiah).7 
Pasal 145 menyatakan bahwa, Setiap orang yang menghalang-
halangi dan/atau melarang penyandang disabilitas untuk mendapatkan 
haknya dipidana dengan penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda 
paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).8 
Sanksi yang diberikan pemerintah cukup berat bagi siapa saja yang 
melanggar atau dengan sengaja mempersulit penyandang disabilitas untuk 
                                                          
6 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Pasal 142 . 
 
7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Pasal 144 Tentang 
Ketentuan Pidana. 
 
8 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Pasal 145 Tentang 
Sanksi yang Diberikan Kepada Orang Yang Menghalangi Hak Penyandang Disabilitas. 
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mendapatkan haknya sebagai seorang manusia. Hak asasi manusia sangat 
diutamakan dalam undang-undang ini mengingat bahwa penyandang 
disabilitas mempunyai kekurangan dalam berinteraksi dengan masyarakat 
lainya dikarenakan mempunyai kelamahan fisik yang permanen. Maka 
pemerintah harus melindunginya dari berbagai tekanan yang bisa 
membahayakan nyawanya. 
Jika ditelaah kembali perlindungan jiwa yang diberikan kepada 
penyandang disabilitas sangat di utamakan baik dari Islam maupun dari 
Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. 
Melihat kondisi disabilitas yang sangat sulit untuk beradaptasi maka 
perlindungan dalam bentuk apapun diberikan untuk memudahkan 
aksesbilitas mereka. 
Dalam perlindungan terhadap jiwa pemerintah dengan tegas 
memberikan beberapa perlindunan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 
2016 Tentang Penyandang Disabilitas melalui beberapa pasal yang telah 
dijelaskan di atas. Jika ditelaah lagi maka dapat dipahami bahwa 
perlindungan jiwa yang diberikan Islam mempunyai kesamaan dengan 
perlindungan yang diberikan pemerintah melalui Undang-undang 
penyandang disabilitas. 
Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang 
Disabilitas tidak memberikan perlindungan jiwa semata, melainkan ada 
beberapa bentuk perlindungan lainnya, misalnya: perlindungan terhadap 
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hak keagamaan yang berada pada pasal 14 Undang-undang nomor 8 tahun 
2016 tentang penyandang disabilitas. 
Melihat perlindungan yang diberikan oleh pemerintah adanya suatu 
keharusan untuk tetap mempertahankan kesejahteraan penyadang 
disabilitas sebagai kelompok yang rentan, perlindungan ini merupakan 
salah satu kunci pemerintah untuk memberikan kelangsungan hidup 
kepada penyandang disabilitas dan tetap untuk bertahan hidup seperti 
manusia normal lainnya. 
Dalam pasal 6, pasal 20 dan pasal 26, telah dijelaskan dengan 
sangat jelas, betapa pentingnya melindungi dan mengayomi penyandang 
disabilitas dari berbagai tindakan yang dapat mebahayakan jiwanya. Akses 
informasi diberikan secara cepat kepada penyandang disabilitas untuk 
berjaga-jaga akan adannya suatu bencana alam yang akan terjadi. Begitu 
juga fasilitas yang diberikan kepada disabilitas cukup untuk 
mempertahankan hidup ketika bencana alam terjadi. 
Sanksi dalam Islam sangat jelas bagi mereka yang melanggar atau 
sengaja melakukan pembunuhan. Begitu juga dalam Undang-undang 
Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, sanksi yang 
diberikan kepada pelaku tindakan kriminal yang dengan sengaja 
mengurangi jumlah penyandang disabilitas atau menghalangi hak-hak 
mereka. Sanksi bagi mereka yang melanggar dijelaskan dalam pasal 142, 
pasal 144 dan pasal 145 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang 
Penyandang Disabilitas.   
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B. Perlindungan Jiwa yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 8 
Tahun 2016 Tetang Penyandang Disabilitas Ditinjau dari Maqa<s}id Asy-
Syari<’ah 
 
Dalam BAB II sebelumnya dijelaskan bahwa Allah SWT 
menganugrahkan hidup kepada seluruh manusia tidak melihat ras, jenis 
kelamin, bangsa maupun agama. Sesuai dengan Sabda Rasulullah SAW 
bersumber dari Amr bin Ash. Rasulullah SAW bersabda:9 
 
 
Artinya: “Barang siapa yang membunuh seorang kafir dzimmi, maka dia 
tidak akan mencium bau surga. Padahal sesungguhnya bau surga 
itu tercium dari perjalanan empat puluh tahun.” (HR. An-Nasa’i 
yang bersumber Amr bin Ash)”. 
 
Hak yang paling utama diusung oleh Islam adalah hak untuk hidup 
dan menghargai hidup orang lain. Hal ini tersebut secara tegas telah 
dikemukakan oleh Allah SWT dalam Q.S al-Maidah (5) ayat 32:10 
                         
                       
                                                          
9 Muhammad Abduh Tuasikal, https://rumaysho.com/379-hukum-membunuh-atau 
qngebomq-orang-kafir.html, diakses pada tanggal 15 juni 2017 jam 15.00 Wib. 
 
10 Al-qur’an Surat al-Maidah (5) ayat 32. 
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                          
        
Artinya: “Oleh Karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, 
bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan 
Karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan Karena 
membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan dia Telah 
membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang 
memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah dia 
Telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan 
Sesungguhnya Telah datang kepada mereka rasul-rasul kami 
dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, Kemudian 
banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh 
melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi”.11 
 
Pada ayat ini diterangkan suatu ketentuan bahwa membunuh 
seorang manusia berarti membunuh semua manusia, sebagaimana 
memelihara kehidupan seorang manusia berarti memelihara kehidupan 
semua manusia.12 
Ayat ini juga menunjukan keharusan adanya kesatuan umat dan 
kewajiban mereka masing-masing terhadap yang lain, yaitu harus menjaga 
keselamatan hidup dan kehidupan bersama dan menjahui hal-hal yang 
membahayakan orang lain.13 
Bentuk perlindungan yang diberikan Islam terhadap jiwa 
merupakan salah satu kepedulian terhadap umat manusia, Islam 
memberikan berbagai perlindungan demi kemaslahatan bagi setiap 
                                                          
11 Depertemen Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya  jilid  II.., hlm. 384. 
 
12 Ibid. 
 
13 Ibid.., hlm. 388. 
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individu, salah satunya adalah perlindungan jiwa yang menjadi 
tanggungjawab semua orang untuk menjaga dan melindunginya. 
Untuk memelihara jiwa yang telah diberikan Allah SWT kepada 
setiap manusia dalam sendi kehidupan, maka manusia harus melakukan 
hal seperti makan, minum, menutup badan, mencegah penyakit dan 
tindakan diskriminasi kepada orang lain. Segala sesuatu yang menggarah 
kepada pemeliharaan jiwa merupakan perbuatan yang baik. 
Dalam Islam sendiri melarang adanya perbuatan yang merusak jiwa 
atau dapat menghilangkan jiwa seseorang tanpa sebab yang tidak benar. 
Dalam hal ini Allah SWT Berfirman dalam Q.S al-An’am (6) ayat 151: 
                            
                         
                          
                    
Artinya:“Katakanlah: Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas 
kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan 
sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu 
bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena 
takut kemiskinan, Kami akan memberi rezeki kepadamu dan 
kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-
perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun 
yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang 
diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu 
(sebab) yang benar”. Demikian itu yang diperintahkan kepadamu 
supaya kamu memahami(nya)”. 14 
                                                          
14 Depertemen Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya jilid III..., hlm. 268. 
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Dalam kaitannya dengan perlindungan jiwa maka Islam 
memberikan sanksi yang tegas terhadap orang yang menghilangka jiwa 
orang lain. Untuk menjaga dan memuliakan jiwa agar tidak mengalami 
tindakan kriminal maka Allah SWT berfirman dalam Q.S al-Baqarah (2) 
ayat 179: 
                         
Artinya: “Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup 
bagimu, hai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa”.15 
 
Pada ayat tersebut diberikan penjelasan tentang hikmah hukuman 
qisas, yaitu untuk mencapai keamanan dan ketentraman. Karena dengan 
hukuman pelaksanaan qisas, umat manusia tidak akan sewenang-wenang 
melakukan pembunuhan dengan mempertaruhkan hawa nafsunya saja, dan 
mendasarkan pembunuhan itu kepada perasaan bahwa dirinya lebih kuat, 
lebih kaya, lebih berkuasa dan sebagainya.16 
Hukaman qisas merupakan salah satu cara yang diberikan Islam 
kepada pelaku pembunuhan atau yang melakukan tindak pidana lainnya, 
tujuannya agar mereka yang melakukan kejahatan bisa jera, dan dengan 
adanya hukuman ini maka kehidupan manusia dapat terjaga dengan baik. 
                                                                                                                                                               
 
15 Depertemen Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya jilid I..., hlm. 260. 
 
16 Ibid.., hlm. 263. 
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Menurut Syeikh Syaukat Husain, Islam memerintahkan umatnya 
untuk menghormati hidup seseorang, walaupun terhadap bayi yang masih 
di dalam rahim ibunya. Islam tidak hanya memperhatikan kemuliaan dan 
martabat manusia ketika ia masih hidup, martabatnya tetap dimuliakan, 
sampai dengan wafatnya, dengan diurus jenazahnya, dimandikan, 
dikafankan, disholatkan dan dimakamkan dengan baik dan penuh 
ketulusan.17 
Seperti yang telah dijelaskan di atas Islam tidak menganjurkan 
untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan alsan yang tidak jelas, 
Islam sangat menghargai hidup seseorang bahkan anak kecil sekalipun, 
perlindungan yang diberikan Islam bukan hanya kepada jiwa semata 
melainkan kepada segala sesuatu yang menyangkut kebutuhan hidup 
seseorang. 
Dalam Maqa<s}id asy-Syari<’ah Menurut al-Syatibi ada lima tujuan 
pokok syariat Islam, yaitu dalam rangka melindungi agama, jiwa, akal, 
keturunan dan harta. Kelima pokok tersebut dinamakan dengan al-kulliyah 
al-khams atau al-qowaid al-kulliyat. 
Maqa<s}id asy-Syari<’ah ialah tujuan al-syari’ (Allah SWT dan 
Rasulullah SAW). Dalam menetapkan hukum Islam. Tujuan tersebut dapat 
ditelusuri dari Nash Al-qur’an dan Sunnah Rasulullah SAW, sebagai 
                                                          
17 Syeikh Syaukat Husain, Human Right in Islam, Terjemahan: Abdul Rochim C.N, 
(Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm.60. 
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alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada 
kemaslahatan umat manusia. 18  
Menurut al-Syatibi ada lima tujuan pokok syariat Islam, yaitu 
dalam rangka melindungi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kelima 
pokok tersebut dinamakan dengan al-kulliyah al-khams atau al-qowaid al-
kulliyat. Untuk kepentingan menetapkan hukum, kelima tujuan pokok 
tersebut dikategorikan menjadi tiga tingkatan, yaitu: 19 
1. Dharuri, yaitu memelihara kebutuhan yang bersifat esensial bagi 
kehidupan manusia, kebutuhan esensial itu adalah memelihara 
kebutuhan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, dengan batas 
jangan sampai terancam. Tidak terpenuhinya atau tidak 
terpeliharanya kebutuhan-kebutuhan itu akan berakibat 
terancamnya eksistensi kelima tujuan pokok itu. Untuk memelihara 
lima hal pokok inilah syariat Islam diturunkan, dalam setiap ayat 
hukum apabila diteliti akan ditemukan alasan pembentukannya 
yang tidak lain adalah untuk memelihara lima hal pokok di atas, 
seperti kewajiban qisas sebagaimana firman Allah dalam Q.S al-
Baqarah (2)  ayat 179:20 
 
                   
Artinya: “Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup 
bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu 
bertakwa”.21 
 
2. Hajiyat, yaitu kebutuhan yang tidak berisafat esensial, melainkan 
termasuk kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari 
kesulitan dalam hidupnya. Tidak terpeliharanya kelompok ini tidak 
akan mengancam eksistensi kelima pokok diatas, tetapi akan 
menimbulkan kesulitan bagi mukallaf. Kelompok ini erat kaitannya 
                                                          
18 Mardani, Ushul Fiqh, (Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2013), hlm. 333. 
 
19 Ibid., hlm. 337-338. 
 
20 Al-qur’an Surat al-Baqarah (2) ayat 179. 
 
21 Depertemen Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya jilid I, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), 
hlm. 260. 
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dengan rukhshah. Seperti dijelaskan Abdul Wahab Khallaf, 
merupakan contoh kepedulian syariat Islam terhadap kebutuhan ini. 
Contoh pembolehan tidak berpuasa bagi musafir, hukuman diyat 
(denda) bagi seorang yang membunuh secara tidak sengaja, 
penangguhan hukuman potong tangan atas seseorang yang mencuri 
karena terdesak untuk menyelamatkan jiwanya dari kelaparan. 
3. Tahsiniyat, yaitu kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat 
seseorang dalam masyarakat dan dihadapan Tuhan-nya, sesuai 
dengan kepatuhan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan 
pelengkap, seperti dikemukakan al-Syatibi seperti hal yang 
merupakan kepatutan menurut adat-istiadat menghindari hal tidak 
enak dipandang mata dan berhias dengan keindahan yang sesuai 
dengan tuntutan norma dan akhlak, dalam berbagai bidang 
kehidupan seperti ibadah muamalah dan uqubah. 
 
Maqa<s}id asy-Syari <’ah memandang orang yang mempunyai 
kebutuhan khusus (disabilitas) mempunyai hak yang sama dengan orang 
normal dalam mendapatkan hak-nya, baik saat di dunia dan di akhirat. 
Misalnya dalam hal perlindungan anak. Islam mengenal konsep hadanah 
yang wajib dilakukan bagi setiap keluarga.22  
Maqa<s}id asy-Syari <’ah adalah upaya untuk mewujudkan 
kemaslahatan dan menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan 
menolak mudarat. Dengan berbagai perlindungan yang diberikan Islam 
maka dapat dipahami bawha perlindungan yang diberikan kepada setiap 
umat manusia bertujuan untuk kemaslahatan setiap individu atau 
kelompok orang yang mempunyai keterbatasan fisik (disabilitas). 
Kemaslahatan itu dapat diwujudkan jika lima unsur pokok (ashul 
al-khamsah) dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok 
                                                          
22 M. Khoirul Hadi, Fikih Disabilitas Studi Tentang Hukum Islam Berbasis Maslahah, 
STAIN Jember, Palastren, Vol. 9, No. 1 Juni 2016, hlm. 4-5. 
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menurut al-Syatibi adalah din (agama), nasf (jiwa), nasl (keturunan), mal 
(harta) dan aql (akal). 
Dalam perlindungan nasf (jiwa) dalam  Undang-undang Nomor 8 
Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dipaparkan dalam  pasal 6, 
pasal 20 dan pasal 26 sebegai berikut: 
Pasal 6 mengatur tentang hak hidup penyandang disabilitas, dalam 
pasal ini perlindungan hak hidup di implementasikan dalam bentuk, antara 
lain:23 
a. Perlindungan atas penghormatan integritas; 
b. Tidak dirampas nyawanya; 
c. Mendapatkan perawatan dan pengasuhan yang menjamin 
kelangsungan hidupnya; 
d. Bebas dari pelantaran, pemasungan, pengurungan, dan pengucilan; 
e. Bebas dari ancaman dan berbagai bentuk eksploitasi, dan Bebas 
dari penyiksaan, perlakuan dan penghukuman lain yang kejam, 
tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia. 
Pasal 20 mengatur tentang perlindungan bencana bagi disabilitas, 
dalam pasal ini perlindungan disabilitas dalam bencana diimplementasikan 
dalam bentuk, antara lain:24 
a. Mendapatkan informasi yang mudah diakses akan adanya bencana; 
b. Mendapatkan pengetahuan tentang pengurangan risiko bencana; 
                                                          
23 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Pasal 6 
Perlindungan Hak Hidup. 
 
24 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Pasal 20 
Perlindungan Dari Bencana. 
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c. Mendapatkan prioritas dalam penyelamatan evakuasi dalam 
keadaan bencana; 
d. Mendapatkan fasilitas dan sarana penyelamatan dan evakuasi yang 
mudah diakses, dan 
e. Mendapatkan prioritas, fasilitas, dan sarana yang mudah diakses di 
lokasi pengunsian. 
Pasal 26 mengatur tentang bebas dari diskriminasi, penelantaran, 
peyiksaan, dan eksploitasi, terhadap disabilitas dan diimplementasikan 
dalam bentuk, antara lain:25 
a. Bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, 
bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut; dan 
b. Mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, 
psikis, ekonomi, dan seksual. 
Adapun sanksi bagi yang melanggar diatur dalam pasal 142, pasal 
144, dan pasal 145 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang 
Penyandang Disabilitas, antara lain : 
Pasal 142 mengatur tentang larangan, bahwa setiap orang yang 
ditunjuk mewakili kepentingan penyandang disabilitas dilarangan 
melakukan tindakan yang berdampak kepada bertambah, berkurang, atau 
hilangnya hak kepemilikan penyandang disabilitas tanpa mendapat 
penetapan dari Pengadilan Negeri.26 
                                                          
25 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Pasal 26  Tentang 
Hak Bebas Dari Diskriminasi, Penelantaran Penyiksaan, dan Eksploitasi. 
 
26 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Pasal 142 . 
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Sedangkan dalam pasal 144 lebih ditegaskan lagi dengan 
memberikan ketentuan pidana kepada setiap orang melakukan tindakan 
yang berdampak kepada bertambah, berkurang, atau hilangnya hak 
kepemilikan penyandang disabilitas tanpa mendapat penetapan dari 
Pengadilan Negeri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) 
tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta 
rupiah).27 
Pasal 145 menyatakan bahwa, Setiap orang yang menghalang-
halangi dan/atau melarang penyandang disabilitas untuk mendapatkan 
haknya dipidana dengan penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda 
paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).28 
Islam telah mengajarkan bahwa ada banyak cara untuk 
menyelamatkan hidup manusia dari ancaman kematian. Apabila seseorang 
menderita sakit, atau menderita luka-luka atau terkena musibah, maka 
menjadi tanggungjawab bagi saudara yang lain untuk menolongnya 
memperoleh bantuan medis. Apabila ia terancam kelaparan, maka saudara 
sesama muslim berkewajiban memberikan makanan.29 Dalam Undang-
undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas tujuan 
Maqa<s}id asy-Syari <’ah dalam Memelihara Jiwa (hifzh an-nafs) telah 
                                                                                                                                                               
 
27 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Pasal 144 
Tentang Ketentuan Pidana. 
 
28 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Pasal 145 
Tentang Sanksi yang Diberikan Kepada Orang Yang Menghalangi Hak Penyandang Disabilitas. 
 
29 Ibid. 
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terpenuhi. Baik tingkat dharuriyah seperti memenuhi kebutuhan pokok 
berupa makanan untuk mempertahankan hidup, tingkat hajiyat seperti 
dibolehkannya berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan 
halal, kalau ini di abaikan maka tidak mengancam eksistensi manusia, 
melainkan hanya mempersulit hidupnya dan tingkat tahsiniyat, seperti 
ditetapkan tata cara dan sopan santun ketika makan dan minum.  
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasakan uraian di atas dapat diambil kesimpulan sebagai 
berikut: 
1. Perlindungan jiwa yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 8 
Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas terdapat pada pasal 6, 
pasal 20 dan pasal 26. Pada pasal 6 mengatur tentang hak hidup 
bagi penyandang disabilitas, pasal 20 mengatur tentang 
perlindungan bencana bagi penyandang disabilitas, dan pasal 26 
mengatur tentang bebas dari diskriminasi, penelantaran, peyiksaan, 
dan eksploitasi, terhadap penyandang disabilitas. Adapun yang 
melanggar pasal 6, pasal 20 dan 26 Undang-undang Nomor 8 
Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas terdapat sanksi yang 
diatur dalam pasal 142, pasal 144 dan pasal 145. Pada Pasal 142 
mengatur tentang larangan, bahwa setiap orang yang ditunjuk 
mewakili kepentingan penyandang disabilitas dilarangan 
melakukan tindakan yang berdampak kepada bertambah, 
berkurang, atau hilangnya hak kepemilikan penyandang disabilitas 
tanpa mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri. dalam pasal 144 
lebih ditegaskan lagi dengan memberikan ketentuan pidana kepada 
setiap orang melakukan tindakan yang berdampak kepada 
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bertambah, berkurang, atau hilangnya hak kepemilikan penyandang 
disabilitas tanpa mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri, 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan 
denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 
Sedangkan Pasal 145 menyatakan bahwa, Setiap orang yang 
menghalang-halangi dan/atau melarang penyandang disabilitas 
untuk mendapatkan haknya dipidana dengan penjara paling lama 2 
(dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua 
ratus juta rupiah). 
2. Islam telah mengajarkan bahwa ada banyak cara untuk 
menyelamatkan hidup manusia dari ancaman kematian. Apabila 
seseorang menderita sakit, atau menderita luka-luka atau terkena 
musibah, maka menjadi tanggungjawab bagi saudara yang lain 
untuk menolongnya memperoleh bantuan medis. Apabila ia 
terancam kelaparan, maka saudara sesama muslim berkewajiban 
memberikan makanan. Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 
2016 Tentang Penyandang Disabilitas tujuan Maqa<s}id asy-Syari<’ah 
dalam Memelihara Jiwa (hifdh an-nafs) telah terpenuhi. Baik 
tingkat dharuriyah seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa 
makanan untuk mempertahankan hidup, tingkat hajiyat seperti 
dibolehkannya berburu binatang untuk menikmati makanan yang 
lezat dan halal, kalau ini diabaikan maka tidak mengancam 
eksistensi manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya dan 
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tingkat tahsiniyat, seperti ditetapkan tata cara dan sopan santun 
ketika makan dan minum.  
B. Saran  
Untuk menghindari berbagai bentuk diskriminasi terhadap 
penyandang disabilitas, dibutuhkan kerja sama yang baik antara 
pemerintah dan masyarakat agar penyandang disabilitas merasakan hidup 
yang layak sebagai manusia yang seutuhnya. 
Perlindungan terhadap jiwa diupayakan pemerintah agar 
penyandang disabilitas terbebas dari tekanan yang dapat membahayakan 
jiwanya, begitu juga perlindunga yang diberikan Islam terhadap jiwa 
manusia, Islam tidak membenarkan adanya tindakan diskrminasi terhadap 
seseorang yang dapat menghilangkan nyawa seseorang. 
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 8 TAHUN 2016 
TENTANG 
PENYANDANG DISABILITAS 
 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
 
Menimbang 
 
: a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia 
menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, 
termasuk para penyandang disabilitas yang 
mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak 
asasi manusia  yang sama sebagai Warga Negara 
Indonesia dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan 
dari warga negara dan masyarakat Indonesia 
merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha 
Esa, untuk hidup maju dan berkembang secara adil 
dan bermartabat; 
b. bahwa sebagian besar penyandang disabilitas di 
Indonesia hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, 
dan/atau miskin disebabkan masih adanya 
pembatasan, hambatan, kesulitan, dan pengurangan 
atau penghilangan hak penyandang disabilitas; 
c. bahwa untuk mewujudkan kesamaan hak dan 
kesempatan bagi  penyandang disabilitas menuju 
kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa 
diskriminasi diperlukan peraturan perundang-
undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya; 
d. bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang 
Penyandang Cacat, sudah tidak sesuai lagi dengan 
paradigma kebutuhan penyandang disabilitas 
sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang 
baru; 
e.   bahwa . . . 
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e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf 
d, perlu membentuk Undang-Undang tentang 
Penyandang Disabilitas; 
Mengingat 
 
: Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (1), 
ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan Pasal 28J Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 
dan 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
 
MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENYANDANG 
DISABILITAS. 
 
BAB I 
KETENTUAN UMUM 
 
Pasal 1 
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:  
1. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang 
mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, 
dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang 
dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat 
mengalami hambatan dan kesulitan untuk 
berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga 
negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. 
 
 
2.   Kesamaan . . . 
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2. Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang 
memberikan peluang dan/atau menyediakan akses 
kepada Penyandang Disabilitas  untuk menyalurkan 
potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara 
dan masyarakat. 
3. Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pengecualian 
pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar 
disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada 
pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, 
atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas. 
4. Penghormatan adalah sikap menghargai atau 
menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan 
segala hak yang melekat tanpa berkurang.  
5. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara 
sadar untuk melindungi, mengayomi, dan 
memperkuat hak Penyandang Disabilitas. 
6. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk 
memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak 
Penyandang Disabilitas.  
7. Pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan 
keberadaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk 
penumbuhan iklim dan pengembangan potensi 
sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi 
individu atau kelompok Penyandang Disabilitas yang 
tangguh dan mandiri.  
8. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan 
untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan 
Kesamaan Kesempatan. 
9. Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan 
penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk 
menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak 
asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk 
Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan. 
10.   Alat . . . 
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10. Alat Bantu adalah benda yang berfungsi membantu 
kemandirian Penyandang Disabilitas dalam 
melakukan kegiatan sehari-hari. 
11. Alat Bantu Kesehatan adalah benda yang berfungsi 
mengoptimalkan fungsi anggota tubuh Penyandang 
Disabilitas berdasarkan rekomendasi dari tenaga 
medis. 
12. Konsesi adalah segala bentuk potongan biaya yang 
diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, 
dan/atau setiap orang kepada Penyandang Disabilitas 
berdasarkan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah 
Daerah. 
13. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian 
kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan 
pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan bagi setiap warga negara dan 
penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan 
administratif yang disediakan oleh penyelenggara 
pelayanan publik. 
14. Unit Layanan Disabilitas adalah bagian dari satu 
institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai 
penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang 
Disabilitas. 
15. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, 
pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang 
mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah 
atau imbalan dalam bentuk lain.  
16. Komisi Nasional Disabilitas yang selanjutnya 
disingkat KND adalah lembaga nonstruktural yang 
bersifat independen. 
17. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau 
korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang 
tidak berbadan hukum.  
18.   Pemerintah . . . 
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18. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut 
Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang 
memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik 
Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan 
menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. 
19. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang 
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah otonom. 
20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang sosial. 
 
Pasal 2 
Pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang 
Disabilitas berasaskan: 
a. Penghormatan terhadap martabat; 
b. otonomi individu; 
c. tanpa Diskriminasi; 
d. partisipasi penuh; 
e. keragaman manusia dan kemanusiaan; 
f. Kesamaan Kesempatan; 
g. kesetaraan; 
h. Aksesibilitas; 
i. kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak; 
j. inklusif; dan 
k. perlakuan khusus dan Pelindungan lebih. 
 
 
 
 
 
Pasal 3 . . . 
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Pasal 3 
Pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang 
Disabilitas bertujuan:  
a. mewujudkan Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, 
dan Pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan 
dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan 
setara;  
b. menjamin upaya Penghormatan, pemajuan, 
Pelindungan, dan Pemenuhan hak sebagai martabat 
yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas; 
c. mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas 
yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, 
mandiri, serta bermartabat;  
d. melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran 
dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan 
diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; 
dan   
e. memastikan pelaksanaan upaya Penghormatan, 
pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak 
Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri 
serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai 
bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, 
berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, 
leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek 
kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. 
 
BAB II 
RAGAM PENYANDANG DISABILITAS 
 
Pasal 4 
(1) Ragam Penyandang Disabilitas meliputi: 
a. Penyandang Disabilitas fisik; 
b. Penyandang Disabilitas intelektual; 
c.   Penyandang . . . 
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c. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau 
d. Penyandang Disabilitas sensorik. 
(2) Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, 
ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang 
ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 
BAB III 
HAK PENYANDANG DISABILITAS 
 
Bagian Kesatu 
Umum 
 
Pasal 5 
(1) Penyandang Disabilitas memiliki hak:  
a. hidup; 
b. bebas dari stigma; 
c. privasi; 
d. keadilan dan perlindungan hukum; 
e. pendidikan; 
f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi; 
g. kesehatan; 
h. politik; 
i. keagamaan; 
j. keolahragaan; 
k. kebudayaan dan pariwisata; 
l. kesejahteraan sosial; 
m. Aksesibilitas; 
n. Pelayanan Publik; 
o. Pelindungan dari bencana; 
p. habilitasi dan rehabilitasi; 
q. Konsesi; 
r.   pendataan . . . 
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r. pendataan; 
s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam 
masyarakat; 
t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh 
informasi; 
u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan 
v. bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, 
penyiksaan, dan eksploitasi.  
(2) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), perempuan dengan 
disabilitas memiliki hak:  
a. atas kesehatan reproduksi; 
b. menerima atau menolak penggunaan alat 
kontrasepsi; 
c. mendapatkan Pelindungan lebih dari perlakuan 
Diskriminasi berlapis; dan  
d. untuk mendapatkan Pelindungan lebih dari 
tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan 
eksploitasi seksual.  
(3) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), anak penyandang disabilitas 
memiliki hak: 
a. mendapatkan Pelindungan khusus dari 
Diskriminasi, penelantaran, pelecehan, 
eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan 
seksual; 
b. mendapatkan perawatan dan pengasuhan 
keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh 
kembang secara optimal; 
c. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan 
keputusan; 
d. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan 
martabat dan hak anak; 
e. Pemenuhan kebutuhan khusus; 
f.   perlakuan . . . 
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f. perlakuan yang sama dengan anak lain untuk 
mencapai integrasi sosial dan pengembangan 
individu; dan 
g. mendapatkan pendampingan sosial.  
 
Bagian Kedua 
Hak Hidup 
 
Pasal 6 
Hak hidup untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak: 
a. atas Penghormatan integritas; 
b. tidak dirampas nyawanya; 
c. mendapatkan perawatan dan pengasuhan yang 
menjamin kelangsungan hidupnya;  
d. bebas dari penelantaran, pemasungan, pengurungan, 
dan pengucilan;  
e. bebas dari ancaman dan berbagai bentuk eksploitasi; 
dan 
f. bebas dari penyiksaan, perlakuan dan penghukuman 
lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan 
martabat manusia. 
 
Bagian Ketiga 
Hak Bebas dari Stigma 
 
Pasal 7 
Hak bebas dari stigma untuk Penyandang Disabilitas 
meliputi hak bebas dari pelecehan, penghinaan, dan 
pelabelan negatif terkait kondisi disabilitasnya.  
 
 
 
Bagian . . . 
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Bagian Keempat 
Hak Privasi 
 
Pasal 8 
Hak privasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak: 
a. diakui sebagai manusia pribadi yang dapat menuntut 
dan memperoleh perlakuan serta Pelindungan yang 
sama sesuai dengan martabat manusia di depan 
umum; 
b. membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan 
keturunan melalui perkawinan yang sah;  
c. Penghormatan rumah dan keluarga; 
d. mendapat Pelindungan terhadap kehidupan pribadi 
dan keluarga; dan 
e. dilindungi kerahasiaan atas data pribadi, surat-
menyurat, dan bentuk komunikasi pribadi lainnya, 
termasuk data dan informasi kesehatan. 
 
Bagian Kelima 
Hak Keadilan dan Perlindungan Hukum 
 
Pasal 9 
Hak keadilan dan perlindungan hukum untuk 
Penyandang Disabilitas meliputi hak: 
a. atas perlakuan yang sama di hadapan hukum; 
b. diakui sebagai subjek hukum; 
c. memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak 
bergerak; 
d. mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk 
orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan 
keuangan; 
e. memperoleh akses terhadap pelayanan jasa 
perbankan dan nonperbankan; 
f.   memperoleh . . . 
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f. memperoleh penyediaan Aksesibilitas dalam 
pelayanan peradilan; 
g. atas Pelindungan dari segala tekanan, kekerasan, 
penganiayaan, Diskriminasi, dan/atau perampasan 
atau pengambilalihan hak milik; 
h. memilih dan menunjuk orang untuk mewakili 
kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan 
di luar pengadilan; dan 
i. dilindungi hak kekayaan intelektualnya. 
 
Bagian Keenam 
Hak Pendidikan 
 
Pasal 10 
Hak pendidikan untuk Penyandang Disabilitas meliputi 
hak: 
a. mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan 
pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang 
pendidikan secara inklusif dan khusus; 
b. mempunyai Kesamaan Kesempatan untuk menjadi 
pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan 
pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang 
pendidikan;  
c. mempunyai Kesamaan Kesempatan sebagai 
penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan 
pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang 
pendidikan; dan 
d. mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai peserta 
didik.  
 
 
 
 
Bagian . . . 
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Bagian Ketujuh 
Hak Pekerjaan, Kewirausahaan,  
dan Koperasi 
 
Pasal 11 
Hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi untuk 
Penyandang Disabilitas meliputi hak:  
a. memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh 
Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau swasta tanpa 
Diskriminasi; 
b. memperoleh upah yang sama dengan tenaga kerja 
yang bukan Penyandang Disabilitas dalam jenis 
pekerjaan dan tanggung jawab yang sama; 
c. memperoleh Akomodasi yang Layak dalam pekerjaan; 
d. tidak diberhentikan karena alasan disabilitas; 
e. mendapatkan program kembali bekerja; 
f. penempatan kerja yang adil, proporsional, dan 
bermartabat; 
g. memperoleh kesempatan dalam mengembangkan  
jenjang karier serta segala hak normatif yang melekat 
di dalamnya; dan 
h. memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri, 
wiraswasta, pengembangan koperasi, dan memulai 
usaha sendiri. 
 
Bagian Kedelapan 
Hak Kesehatan 
 
Pasal 12 
Hak kesehatan untuk Penyandang Disabilitas meliputi 
hak:  
a. memperoleh informasi dan komunikasi yang mudah 
diakses dalam pelayanan kesehatan; 
b.   memperoleh . . . 
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b. memperoleh kesamaan dan kesempatan akses atas 
sumber daya di bidang kesehatan; 
c. memperoleh kesamaan dan kesempatan pelayanan 
kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau; 
d. memperoleh kesamaan dan kesempatan secara 
mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri 
pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya; 
e. memperoleh Alat Bantu Kesehatan berdasarkan 
kebutuhannya; 
f. memperoleh obat yang bermutu dengan efek samping 
yang rendah;  
g. memperoleh Pelindungan dari upaya percobaan 
medis; dan 
h. memperoleh Pelindungan dalam penelitian dan 
pengembangan kesehatan yang mengikutsertakan 
manusia sebagai subjek. 
 
Bagian Kesembilan 
Hak Politik 
 
Pasal 13 
Hak politik untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak: 
a. memilih dan dipilih dalam jabatan publik; 
b. menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun 
lisan; 
c. memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi 
peserta dalam pemilihan umum; 
d. membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus 
organisasi masyarakat dan/atau partai politik; 
e. membentuk dan bergabung dalam organisasi 
Penyandang Disabilitas dan untuk mewakili 
Penyandang Disabilitas pada tingkat lokal, nasional, 
dan internasional; 
f.   berperan . . . 
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f. berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan 
umum  pada semua tahap dan/atau bagian 
penyelenggaraannya; 
g. memperoleh Aksesibilitas pada sarana dan prasarana 
penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan 
gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala 
desa atau nama lain; dan 
h. memperoleh pendidikan politik. 
 
Bagian Kesepuluh 
Hak Keagamaan 
 
Pasal 14 
Hak keagamaan untuk Penyandang Disabilitas meliputi 
hak: 
a. memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan 
beribadat menurut agama dan kepercayaannya; 
b. memperoleh kemudahan akses dalam memanfaatkan 
tempat peribadatan; 
c. mendapatkan kitab suci dan lektur keagamaan 
lainnya yang mudah diakses berdasarkan 
kebutuhannya; 
d. mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan 
pada saat menjalankan ibadat menurut agama dan 
kepercayaannya; dan 
e. berperan aktif dalam organisasi keagamaan. 
 
Bagian Kesebelas 
Hak Keolahragaan 
 
Pasal 15 
Hak keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas meliputi 
hak: 
a.   melakukan . . . 
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a. melakukan kegiatan keolahragaan; 
b. mendapatkan penghargaan yang sama dalam 
kegiatan keolahragaan; 
c. memperoleh pelayanan dalam kegiatan keolahragaan; 
d. memperoleh sarana dan prasarana keolahragaan yang 
mudah diakses; 
e. memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga; 
f. memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, 
pembinaan, dan pengembangan dalam keolahragaan; 
g. menjadi pelaku keolahragaan;  
h. mengembangkan industri keolahragaan; dan 
i. meningkatkan prestasi dan mengikuti kejuaraan di 
semua tingkatan. 
 
Bagian Kedua Belas 
Hak Kebudayaan dan Pariwisata 
 
Pasal 16 
Hak kebudayaan dan pariwisata untuk Penyandang 
Disabilitas meliputi hak: 
a. memperoleh kesamaan dan kesempatan untuk 
berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan seni dan 
budaya; 
b. memperoleh Kesamaan Kesempatan untuk 
melakukan kegiatan wisata, melakukan usaha 
pariwisata, menjadi pekerja pariwisata, dan/atau 
berperan dalam proses pembangunan pariwisata; dan 
c. mendapatkan kemudahan untuk mengakses, 
perlakuan, dan Akomodasi yang Layak sesuai dengan 
kebutuhannya sebagai wisatawan. 
 
 
 
Bagian . . . 
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Bagian Ketiga Belas 
Hak Kesejahteraan Sosial 
 
Pasal 17 
Hak kesejahteraan sosial untuk Penyandang Disabilitas 
meliputi hak rehabilitasi sosial, jaminan sosial, 
pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. 
 
 
Bagian Keempat Belas 
Hak Aksesibilitas 
 
Pasal 18 
Hak Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas meliputi 
hak: 
a. mendapatkan Aksesibilitas untuk memanfaatkan 
fasilitas publik; dan 
b. mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai bentuk 
Aksesibilitas bagi individu. 
 
Bagian Kelima Belas 
Hak Pelayanan Publik 
 
Pasal 19 
Hak Pelayanan Publik untuk Penyandang Disabilitas 
meliputi hak: 
a. memperoleh Akomodasi yang Layak dalam Pelayanan 
Publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa 
Diskriminasi; dan 
b. pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan 
fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan 
publik tanpa tambahan biaya. 
Bagian . . . 
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Bagian Keenam Belas 
Hak Pelindungan dari Bencana 
 
Pasal 20 
Hak Pelindungan dari bencana untuk Penyandang 
Disabilitas meliputi hak: 
a. mendapatkan informasi yang mudah diakses akan 
adanya bencana; 
b. mendapatkan pengetahuan tentang pengurangan 
risiko bencana; 
c. mendapatkan prioritas dalam proses penyelamatan 
dan evakuasi dalam keadaan bencana; 
d. mendapatkan fasilitas dan sarana penyelamatan dan 
evakuasi yang mudah diakses; dan 
e. mendapatkan prioritas, fasilitas, dan sarana yang 
mudah diakses di lokasi pengungsian. 
 
Bagian Ketujuh Belas 
Hak Habilitasi dan Rehabilitasi 
 
Pasal 21 
Hak habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang 
Disabilitas meliputi hak: 
a. mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi sejak dini 
dan secara inklusif sesuai dengan kebutuhan; 
b. bebas memilih bentuk rehabilitasi yang akan diikuti; 
dan 
c. mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi yang tidak 
merendahkan martabat manusia. 
 
 
 
Bagian . . . 
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Bagian Kedelapan Belas 
Hak Pendataan 
 
Pasal 22 
Hak pendataan untuk Penyandang Disabilitas meliputi 
hak: 
a. didata sebagai penduduk dengan disabilitas dalam 
kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; 
b. mendapatkan dokumen kependudukan; dan 
c. mendapatkan kartu Penyandang Disabilitas. 
 
Bagian Kesembilan Belas 
Hak Hidup Secara Mandiri  
dan Dilibatkan dalam Masyarakat 
 
Pasal 23 
Hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam 
masyarakat untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak: 
a. mobilitas pribadi dengan penyediaan Alat Bantu dan 
kemudahan untuk mendapatkan akses; 
b. mendapatkan kesempatan untuk hidup mandiri di 
tengah masyarakat; 
c. mendapatkan pelatihan dan pendampingan untuk 
hidup secara mandiri; 
d. menentukan sendiri atau memperoleh bantuan dari 
Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk 
menetapkan tempat tinggal dan/atau pengasuhan 
keluarga atau keluarga pengganti; 
e. mendapatkan akses ke berbagai pelayanan, baik yang 
diberikan di dalam rumah, di tempat permukiman, 
maupun dalam masyarakat; dan 
f. mendapatkan akomodasi yang wajar untuk berperan 
serta dalam kehidupan bermasyarakat. 
Bagian . . . 
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Bagian Kedua Puluh 
Hak Berekspresi, Berkomunikasi,  
dan Memperoleh Informasi 
 
Pasal 24 
Hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh 
informasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:  
a. memiliki kebebasan berekspresi dan berpendapat; 
b. mendapatkan informasi dan berkomunikasi melalui 
media yang mudah diakses; dan 
c. menggunakan dan memperoleh fasilitas informasi dan 
komunikasi berupa bahasa isyarat, braille, dan 
komunikasi augmentatif dalam interaksi resmi. 
 
Bagian Kedua Puluh Satu 
Hak Kewarganegaraan 
 
Pasal 25 
Hak kewarganegaraan untuk Penyandang Disabilitas 
meliputi hak: 
a. berpindah, mempertahankan, atau memperoleh 
kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 
b. memperoleh, memiliki, dan menggunakan dokumen 
kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan; dan 
c. keluar atau masuk wilayah Indonesia sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 
 
 
 
Bagian . . . 
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Bagian Kedua Puluh Dua 
Hak Bebas dari Diskriminasi, Penelantaran,  
Penyiksaan, dan Eksploitasi 
 
26 Pasal 
Hak bebas dari Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, 
dan eksploitasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi 
hak: 
a. bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan 
berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa 
rasa takut; dan 
b. mendapatkan Pelindungan dari segala bentuk 
kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual. 
 
 
 BAB IV 
PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN,  
DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS 
 
Bagian Kesatu 
Umum 
 
Pasal 27 
(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan 
perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang 
pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan 
Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. 
(2) Dalam hal efektivitas pelaksanaan Penghormatan, 
Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang 
Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib 
merumuskannya dalam rencana induk. 
(3)   Ketentuan . . . 
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(3) Ketentuan mengenai perencanaan, penyelenggaraan, 
dan evaluasi diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
 
Bagian Kedua 
Keadilan dan Perlindungan Hukum 
 
Pasal 28 
Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin dan 
melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek 
hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama 
dengan lainnya. 
 
Pasal 29 
Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan 
bantuan hukum  kepada Penyandang Disabilitas dalam 
setiap pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum 
dalam hal keperdataan dan/atau pidana sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 
Pasal 30 
(1) Penegak hukum sebelum memeriksa Penyandang 
Disabilitas wajib meminta pertimbangan atau saran 
dari: 
a. dokter atau tenaga kesehatan lainnya mengenai 
kondisi kesehatan;  
b. psikolog atau psikiater mengenai kondisi 
kejiwaan; dan/atau 
c. pekerja sosial mengenai kondisi psikososial.  
(2) Dalam hal pertimbangan atau saran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tidak memungkinkan 
dilakukan pemeriksaan, maka dilakukan penundaan 
hingga waktu tertentu. 
Pasal 31 . . . 
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Pasal 31 
Penegak hukum dalam melakukan pemeriksaan terhadap 
anak penyandang disabilitas wajib mengizinkan kepada 
orang tua atau keluarga anak dan pendamping atau 
penerjemah untuk mendampingi anak penyandang 
disabilitas. 
 
Pasal 32 
  
Penyandang Disabilitas dapat dinyatakan tidak cakap 
berdasarkan penetapan pengadilan negeri. 
 
Pasal 33 
(1) Penetapan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 32 diajukan melalui permohonan kepada 
pengadilan negeri tempat tinggal Penyandang 
Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
(2) Permohonan penetapan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) didasarkan pada alasan yang jelas dan wajib 
menghadirkan atau melampirkan bukti dari dokter, 
psikolog, dan/atau psikiater. 
(3) Keluarga Penyandang Disabilitas berhak menunjuk 
seseorang untuk mewakili kepentingannya pada saat 
Penyandang Disabilitas ditetapkan tidak cakap oleh 
pengadilan negeri. 
(4) Dalam hal seseorang sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) ditunjuk mewakili kepentingan Penyandang 
Disabilitas melakukan tindakan yang berdampak 
kepada bertambah, berkurang, atau hilangnya hak 
kepemilikan Penyandang Disabilitas wajib mendapat 
penetapan dari pengadilan negeri. 
 
Pasal 34 . . . 
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Pasal 34 
(1) Penetapan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 32 dapat dibatalkan.  
(2) Pembatalan penetapan pengadilan negeri 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke 
pengadilan negeri tempat tinggal Penyandang 
Disabilitas. 
(3) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diajukan oleh Penyandang Disabilitas atau 
keluarganya dengan menghadirkan atau melampirkan 
bukti dari dokter, psikolog, dan/atau psikiater bahwa 
yang bersangkutan dinilai mampu dan cakap untuk 
mengambil keputusan. 
 
Pasal 35 
Proses peradilan pidana bagi Penyandang Disabilitas 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara 
pidana.  
 
Pasal 36 
(1) Lembaga penegak hukum wajib menyediakan 
Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas 
dalam proses peradilan. 
(2) Ketentuan mengenai Akomodasi yang Layak untuk 
Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 
Peraturan Pemerintah. 
 
Pasal 37 
(1) Rumah tahanan negara dan lembaga 
permasyarakatan wajib menyediakan Unit Layanan 
Disabilitas. 
(2)   Unit . . . 
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(2) Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) berfungsi: 
a. menyediakan pelayanan masa adaptasi bagi 
tahanan Penyandang Disabilitas selama 6 (enam) 
bulan; 
b. menyediakan kebutuhan khusus, termasuk obat–
obatan yang melekat pada Penyandang Disabilitas 
dalam masa tahanan dan pembinaan; dan 
c. menyediakan layanan rehabilitasi untuk 
Penyandang Disabilitas mental. 
 
Pasal 38 
Pembantaran terhadap Penyandang Disabilitas mental 
wajib ditempatkan dalam layanan rumah sakit jiwa atau 
pusat rehabilitasi.  
 
Pasal 39 
(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan 
sosialisasi perlindungan hukum kepada masyarakat 
dan aparatur negara tentang Pelindungan 
Penyandang Disabilitas. 
(2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi: 
a. pencegahan; 
b. pengenalan tindak pidana; dan 
c. laporan dan pengaduan kasus eksploitasi, 
kekerasan, dan pelecehan. 
 
 
 
 
 
Bagian . . . 
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Bagian Ketiga 
Pendidikan 
 
Pasal 40 
(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib 
menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi 
pendidikan untuk Penyandang Disabilitas di setiap 
jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan 
kewenangannya. 
(2) Penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pendidikan 
untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilaksanakan dalam sistem pendidikan 
nasional melalui pendidikan inklusif dan pendidikan 
khusus.  
(3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib 
mengikutsertakan anak penyandang disabilitas dalam 
program wajib belajar 12 (dua belas) tahun. 
(4) Pemerintah Daerah wajib mengutamakan anak 
penyandang disabilitas bersekolah di lokasi yang 
dekat tempat tinggalnya. 
(5) Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang 
Disabilitas yang tidak berpendidikan formal untuk 
mendapatkan ijazah pendidikan dasar dan menengah 
melalui program kesetaraan. 
(6) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib 
menyediakan beasiswa untuk peserta didik 
Penyandang Disabilitas berprestasi yang orang tuanya 
tidak mampu membiayai pendidikannya.  
(7) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib 
menyediakan biaya pendidikan untuk anak dari 
Penyandang Disabilitas yang tidak mampu membiayai 
pendidikannya. 
Pasal 41 . . . 
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Pasal 41 
(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam 
menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi 
pendidikan inklusif dan pendidikan khusus 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) wajib 
memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk 
mempelajari keterampilan dasar yang dibutuhkan 
untuk kemandirian dan partisipasi penuh dalam 
menempuh pendidikan dan pengembangan sosial. 
(2) Keterampilan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) meliputi: 
a. keterampilan menulis dan membaca huruf braille 
untuk Penyandang Disabilitas netra; 
b. keterampilan orientasi dan mobilitas; 
c. keterampilan sistem dukungan dan bimbingan 
sesama Penyandang Disabilitas;  
d. keterampilan komunikasi dalam bentuk, sarana, 
dan format yang bersifat augmentatif dan 
alternatif; dan 
e. keterampilan bahasa isyarat dan pemajuan 
identitas linguistik dari komunitas Penyandang 
Disabilitas rungu. 
 
Pasal 42 
(1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pembentukan 
Unit Layanan Disabilitas untuk mendukung 
penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat dasar 
dan menengah. 
(2) Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) berfungsi: 
 
a.   meningkatkan . . . 
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a. meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga 
kependidikan di sekolah reguler dalam menangani 
peserta didik Penyandang Disabilitas; 
b. menyediakan pendampingan kepada peserta didik 
Penyandang Disabilitas untuk mendukung 
kelancaran proses pembelajaran; 
c. mengembangkan program kompensatorik; 
d. menyediakan media pembelajaran dan Alat Bantu 
yang diperlukan peserta didik Penyandang 
Disabilitas;  
e. melakukan deteksi dini dan intervensi dini bagi 
peserta didik dan calon peserta didik Penyandang 
Disabilitas; 
f. menyediakan data dan informasi tentang 
disabilitas; 
g. menyediakan layanan konsultasi; dan 
h. mengembangkan kerja sama dengan pihak atau 
lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas 
pendidikan peserta didik Penyandang Disabilitas. 
(3) Setiap penyelenggara pendidikan tinggi wajib 
memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas. 
(4) Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) berfungsi: 
a. meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga 
kependidikan di pendidikan tinggi dalam 
menangani peserta didik Penyandang Disabilitas;  
b. mengoordinasikan setiap unit kerja yang ada di 
perguruan tinggi dalam Pemenuhan kebutuhan 
khusus peserta didik Penyandang Disabilitas; 
c. mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan 
Akomodasi yang Layak; 
d. menyediakan layanan konseling kepada peserta 
didik Penyandang Disabilitas; 
e.   melakukan . . . 
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e. melakukan deteksi dini bagi peserta didik yang 
terindikasi disabilitas; 
f. merujuk peserta didik yang terindikasi disabilitas 
kepada dokter, psikolog, atau psikiater; dan 
g. memberikan sosialisasi pemahaman disabilitas 
dan sistem pendidikan inklusif kepada pendidik, 
tenaga kependidikan, dan peserta didik.  
(5) Penyediaan dan peningkatan kompetensi pendidik 
dan tenaga kependidikan dalam menangani peserta 
didik Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf a dan ayat (4) huruf a dilakukan 
melalui program dan kegiatan tertentu.  
(6) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi 
pembentukan Unit Layanan Disabilitas di pendidikan 
tinggi. 
(7) Penyelenggara pendidikan tinggi yang tidak 
membentuk Unit Layanan Disabilitas dikenai sanksi 
administratif berupa: 
a. teguran tertulis; 
b. penghentian kegiatan pendidikan; 
c. pembekuan izin penyelenggaraan pendidikan; dan 
d. pencabutan izin penyelenggaraan pendidikan. 
(8) Ketentuan mengenai mekanisme pemberian sanksi 
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) 
diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
 
Pasal 43 
(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib 
memfasilitasi lembaga penyelenggara pendidikan 
dalam menyediakan Akomodasi yang Layak. 
 
 
 
(2)   Ketentuan . . . 
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(2) Ketentuan mengenai penyediaan Akomodasi yang 
Layak untuk peserta didik Penyandang Disabilitas 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 
Peraturan Pemerintah. 
(3) Penyelenggara pendidikan yang tidak menyediakan 
Akomodasi yang Layak untuk peserta didik 
Penyandang Disabilitas dikenai sanksi administratif 
berupa: 
a. teguran tertulis; 
b. penghentian kegiatan pendidikan; 
c. pembekuan izin penyelenggaraan pendidikan; dan 
d. pencabutan izin penyelenggaraan pendidikan. 
(4) Ketentuan mengenai mekanisme pemberian sanksi 
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
 
Pasal 44 
Perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan 
keguruan wajib memasukkan mata kuliah tentang 
pendidikan inklusif dalam kurikulum. 
 
Bagian Keempat 
Pekerjaan, Kewirausahaan, dan Koperasi 
 
Pasal 45 
Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin 
proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, 
penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan 
pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi 
kepada Penyandang Disabilitas. 
 
 
Pasal 46 . . . 
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Pasal 46 
(1)  Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib 
memberikan kesempatan kepada Penyandang 
Disabilitas untuk mengikuti pelatihan keterampilan 
kerja di lembaga pelatihan kerja Pemerintah, 
Pemerintah Daerah, dan/atau swasta.  
(2) Lembaga pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) harus bersifat inklusif dan mudah diakses. 
 
Pasal 47 
Pemberi Kerja dalam proses rekrutmen tenaga kerja 
Penyandang Disabilitas dapat: 
a. melakukan ujian penempatan untuk mengetahui 
minat, bakat, dan kemampuan; 
b. menyediakan asistensi dalam proses pengisian 
formulir aplikasi dan proses lainnya yang diperlukan; 
c. menyediakan alat dan bentuk tes yang sesuai dengan 
kondisi disabilitas; dan 
d. memberikan keleluasaan dalam waktu pengerjaan tes 
sesuai dengan kondisi Penyandang Disabilitas. 
 
Pasal 48 
Pemberi Kerja dalam penempatan tenaga kerja 
Penyandang Disabilitas dapat: 
a. memberikan kesempatan untuk masa orientasi atau 
adaptasi di awal masa kerja untuk menentukan apa 
yang diperlukan, termasuk penyelenggaraan 
pelatihan atau magang; 
b. menyediakan tempat bekerja yang fleksibel dengan 
menyesuaikan kepada ragam disabilitas tanpa 
mengurangi target tugas kerja; 
c. menyediakan waktu istirahat; 
d. menyediakan . . . 
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d. menyediakan jadwal kerja yang fleksibel dengan tetap 
memenuhi alokasi waktu kerja; 
e. memberikan asistensi dalam pelaksanaan pekerjaan 
dengan memperhatikan kebutuhan khusus 
Penyandang Disabilitas; dan 
f. memberikan izin atau cuti khusus untuk pengobatan. 
 
Pasal 49 
Pemberi Kerja wajib memberi upah kepada tenaga kerja 
Penyandang Disabilitas yang sama dengan tenaga kerja 
yang bukan Penyandang Disabilitas dengan jenis 
pekerjaan dan tanggung jawab yang sama. 
 
Pasal 50 
(1) Pemberi Kerja wajib menyediakan Akomodasi yang 
Layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga 
kerja Penyandang Disabilitas. 
(2) Pemberi Kerja wajib membuka mekanisme pengaduan 
atas tidak terpenuhi hak Penyandang Disabilitas. 
(3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib 
menyosialisasikan penyediaan Akomodasi yang Layak 
dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja 
Penyandang Disabilitas. 
(4) Pemberi Kerja yang tidak menyediakan Akomodasi 
yang Layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh 
tenaga kerja Penyandang Disabilitas dikenai sanksi 
administratif berupa: 
a. teguran tertulis; 
b. penghentian kegiatan operasional; 
c. pembekuan izin usaha; dan 
d. pencabutan izin usaha. 
 
Pasal 51 . . . 
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Pasal 51 
Pemberi Kerja wajib menjamin agar Penyandang 
Disabilitas dapat melaksanakan hak berserikat dan 
berkumpul dalam lingkungan pekerjaan. 
 
Pasal 52 
Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin 
akses yang setara bagi Penyandang Disabilitas terhadap 
manfaat dan program dalam sistem jaminan sosial 
nasional di bidang ketenagakerjaan. 
 
Pasal 53 
(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik 
Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib 
mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) 
Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau 
pekerja. 
(2) Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling 
sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari 
jumlah pegawai atau pekerja. 
 
Pasal 54 
(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib 
memberikan insentif kepada perusahaan swasta yang 
mempekerjakan Penyandang Disabilitas. 
(2) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian 
insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 
dengan Peraturan Pemerintah. 
 
 
 
Pasal 55 . . . 
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Pasal 55 
(1) Pemerintah Daerah wajib memiliki Unit Layanan 
Disabilitas pada dinas yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan daerah di bidang 
ketenagakerjaan. 
(2) Tugas Unit Layanan Disabilitas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. merencanakan Penghormatan, Pelindungan, dan 
Pemenuhan hak atas pekerjaan Penyandang 
Disabilitas; 
b. memberikan informasi kepada Pemerintah, 
Pemerintah Daerah, dan perusahaan swasta 
mengenai proses rekrutmen, penerimaan, 
pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan 
kerja, dan pengembangan karier yang adil dan 
tanpa Diskriminasi kepada Penyandang 
Disabilitas; 
c. menyediakan pendampingan kepada tenaga kerja 
Penyandang Disabilitas; 
d. menyediakan pendampingan kepada Pemberi 
Kerja yang menerima tenaga kerja Penyandang 
Disabilitas; dan 
e. mengoordinasikan Unit Layanan Disabilitas, 
Pemberi Kerja, dan tenaga kerja dalam 
Pemenuhan dan penyediaan Alat Bantu kerja 
untuk Penyandang Disabilitas. 
(3) Anggaran pembentukan Unit Layanan Disabilitas 
berasal dari anggaran pendapatan dan belanja 
daerah. 
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Layanan 
Disabilitas diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
 
 
Pasal 56 . . . 
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Pasal 56               
Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan 
jaminan, Pelindungan, dan pendampingan kepada 
Penyandang Disabilitas untuk berwirausaha dan 
mendirikan badan usaha sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
 
Pasal 57 
Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan 
bantuan dan akses permodalan untuk usaha mandiri, 
badan usaha, dan/atau koperasi yang diselenggarakan 
oleh Penyandang Disabilitas. 
 
Pasal 58 
Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memperluas 
peluang dalam pengadaan barang dan jasa kepada unit 
usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang 
Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
 
Pasal 59 
Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi 
pemasaran produk yang dihasilkan oleh unit usaha 
mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang 
Disabilitas. 
 
 
 
 
 
Pasal 60 . . . 
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Pasal 60 
Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan 
pelatihan kewirausahaan kepada Penyandang Disabilitas 
yang menjalankan unit usaha mandiri. 
 
Bagian Kelima 
Kesehatan 
 
Pasal 61 
(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan swasta wajib 
memastikan fasilitas pelayanan kesehatan menerima 
pasien Penyandang Disabilitas. 
(2) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan swasta wajib 
menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan kepada 
Penyandang Disabilitas tanpa Diskriminasi sesuai 
dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
 
Pasal 62 
(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan swasta wajib 
memberikan pelayanan kesehatan untuk Penyandang 
Disabilitas tanpa Diskriminasi sesuai dengan standar  
dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(2) Pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberikan 
oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan 
kewenangan untuk melakukan pelayanan terhadap 
Penyandang Disabilitas. 
(3) Pemerintah menjamin pelayanan kesehatan bagi 
Penyandang Disabilitas dalam program jaminan 
kesehatan nasional sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
Pasal 63 . . . 
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Pasal 63 
(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib 
menyediakan tenaga kesehatan yang memiliki 
kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan 
kesehatan bagi Penyandang Disabilitas dari fasilitas 
kesehatan tingkat pertama sampai ke tingkat lanjut. 
(2) Dalam hal  tenaga kesehatan yang memiliki 
kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan 
kesehatan bagi Penyandang Disabilitas belum 
tersedia,  tenaga kesehatan yang ada di fasilitas 
pelayanan kesehatan tingkat pertama wajib merujuk 
kepada tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi 
dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi 
Penyandang Disabilitas pada fasilitas pelayanan 
kesehatan lain. 
(3) Merujuk Penyandang Disabilitas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara 
vertikal dan horizontal.  
(4) Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat 
dilakukan dalam bentuk pengiriman pasien dan 
spesimen, dan melalui telemedisin.  
(5) Ketentuan mengenai mekanisme rujukan 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
 
Pasal 64 
Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin 
ketersediaan perbekalan kesehatan bagi Penyandang 
Disabilitas. 
 
 
 
Pasal 65 . . . 
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Pasal 65 
(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin 
ketersediaan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan 
oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan 
kebutuhan dan ragam disabilitasnya. 
(2) Ketersediaan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan 
oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dirancang untuk meminimalkan 
hambatan dan mencegah terjadinya disabilitas lebih 
lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
 
Pasal 66 
Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin 
ketersediaan pelayanan rehabilitasi medis sesuai dengan 
kebutuhan dan ragam disabilitasnya. 
 
Pasal 67 
Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin 
ketersediaan alat nonkesehatan yang dibutuhkan oleh 
Penyandang Disabilitas di fasilitas pelayanan kesehatan. 
 
Pasal 68 
Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib 
menyelenggarakan pelatihan tenaga kesehatan di 
wilayahnya agar mampu memberikan pelayanan 
kesehatan bagi Penyandang Disabilitas. 
 
 
 
 
Pasal 69 . . . 
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Pasal 69 
Tenaga kesehatan dalam melakukan tindakan medis 
wajib mendapatkan persetujuan dari Penyandang 
Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
 
Pasal 70 
Rumah sakit jiwa maupun rumah sakit umum yang 
menyediakan pelayanan psikiatri wajib memberikan 
pelayanan kepada Penyandang Disabilitas sesuai dengan 
standar. 
 
Pasal 71 
(1) Fasilitas perawatan untuk pasien Penyandang 
Disabilitas mental harus dilaksanakan sesuai dengan 
prinsip keselamatan dan kepuasan pasien.  
(2) Prinsip keselamatan dan kepuasan pasien 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
 
Pasal 72  
Segala tindakan medik kepada pasien Penyandang 
Disabilitas mental dilaksanakan sesuai dengan standar.  
 
Pasal 73 
(1) Penyelenggara pelayanan kesehatan wajib 
menyediakan pelayanan informasi tentang disabilitas. 
 
 
(2)   Layanan . . . 
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(2) Layanan informasi sebagaimana dimaksud pada             
ayat (1) termasuk memberikan informasi mengenai 
rujukan rehabilitasi lanjutan yang tersedia bagi 
Penyandang Disabilitas. 
 
Pasal 74 
(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin 
akses bagi Penyandang Disabilitas terhadap 
pelayanan air bersih. 
(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin 
akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak. 
 
Bagian Keenam 
Politik 
 
Pasal 75 
(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin 
agar Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi 
secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan 
publik secara langsung atau melalui perwakilan. 
(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin 
hak dan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas 
untuk memilih dan dipilih. 
 
Pasal 76 
Penyandang Disabilitas berhak untuk menduduki 
jabatan publik.  
 
 
 
Pasal 77 . . . 
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Pasal 77 
Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin hak 
politik Penyandang Disabilitas dengan memperhatikan 
keragaman disabilitas dalam pemilihan umum, pemilihan 
gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa 
atau nama lain, termasuk: 
a. berpartisipasi langsung untuk ikut dalam kegiatan 
dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, 
bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau 
nama lain; 
b. mendapatkan hak untuk didata sebagai pemilih 
dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, 
bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau 
nama lain; 
c. memastikan bahwa prosedur, fasilitas, dan Alat 
Bantu pemilihan bersifat layak, dapat diakses, serta 
mudah dipahami dan digunakan; 
d. melindungi hak Penyandang Disabilitas untuk 
memilih secara rahasia tanpa intimidasi; 
e. melindungi hak Penyandang Disabilitas untuk 
mencalonkan diri dalam pemilihan, untuk memegang 
jabatan, dan melaksanakan seluruh fungsi publik 
dalam semua tingkat pemerintahan; 
f. menjamin Penyandang Disabilitas agar dapat 
memanfaatkan penggunaan teknologi baru untuk 
membantu pelaksanaan tugas; 
g. menjamin kebebasan Penyandang Disabilitas untuk 
memilih pendamping  sesuai dengan pilihannya 
sendiri; 
h. mendapatkan informasi, sosialisasi, dan simulasi 
dalam setiap tahapan dalam pemilihan umum, 
pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan 
kepala desa atau nama lain; dan 
i.   menjamin . . . 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 41 - 
 
i. menjamin terpenuhinya hak untuk terlibat sebagai 
penyelenggara dalam pemilihan umum, pemilihan 
gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala 
desa atau nama lain. 
 
Bagian Ketujuh 
Keagamaan 
 
Pasal 78 
Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melindungi 
Penyandang Disabilitas dari tekanan dan Diskriminasi 
oleh pihak mana pun untuk memeluk agama dan 
kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut  
agama dan kepercayaannya. 
 
Pasal 79 
Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan 
bimbingan dan penyuluhan agama terhadap Penyandang 
Disabilitas. 
Pasal 80 
Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mendorong 
dan/atau membantu pengelola rumah ibadah untuk 
menyediakan sarana dan prasarana yang mudah diakses 
oleh Penyandang Disabilitas. 
 
Pasal 81 
Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan 
kitab suci dan lektur keagamaan lain yang mudah 
diakses berdasarkan kebutuhan Penyandang Disabilitas. 
 
 
Pasal 82 . . . 
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Pasal 82 
Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengupayakan 
ketersediaan penerjemah bahasa isyarat dalam kegiatan 
peribadatan. 
 
Bagian Kedelapan 
Keolahragaan 
 
Pasal 83 
(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib 
mengembangkan sistem keolahragaan untuk 
Penyandang Disabilitas yang meliputi: 
a. keolahragaan pendidikan;  
b. keolahragaan rekreasi; dan  
c. keolahragaan prestasi. 
(2) Pengembangan sistem keolahragaan untuk 
Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan berdasarkan jenis olahraga khusus 
untuk Penyandang Disabilitas yang sesuai dengan 
kondisi dan ragam disabilitasnya. 
 
Pasal 84 
Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membina dan 
mengembangkan olahraga untuk Penyandang Disabilitas 
yang dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan 
kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi olahraga. 
 
 
 
 
 
Bagian . . . 
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Bagian Kesembilan 
Kebudayaan dan Pariwisata 
 
Pasal 85 
(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin 
Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas untuk 
mendapatkan layanan kebudayaan dan pariwisata. 
(2) Layanan pariwisata yang mudah diakses bagi 
Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) meliputi: 
a. tersedianya informasi pariwisata dalam bentuk 
audio, visual, dan taktil; dan 
b. tersedianya pemandu wisata yang memiliki 
kemampuan untuk mendeskripsikan objek wisata 
bagi wisatawan Penyandang Disabilitas netra, 
memandu wisatawan Penyandang Disabilitas 
rungu dengan bahasa isyarat, dan memiliki 
keterampilan memberikan bantuan mobilitas. 
 
Pasal 86 
(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib 
memberikan insentif kepada perusahaan pariwisata 
yang menyelenggarakan jasa perjalanan wisata yang 
mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas. 
(2) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian 
insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 
dengan Peraturan Pemerintah.  
 
Pasal 87 
(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib 
mengembangkan potensi dan kemampuan seni 
budaya Penyandang Disabilitas. 
(2)   Pengembangan . . 
. 
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(2) Pengembangan potensi dan kemampuan seni budaya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. memfasilitasi dan menyertakan Penyandang 
Disabilitas dalam kegiatan seni budaya; 
b. mengembangkan kegiatan seni budaya khusus 
Penyandang Disabilitas; dan 
c. memberikan penghargaan kepada seniman 
Penyandang Disabilitas atas karya seni terbaik. 
 
Pasal 88 
Penyandang Disabilitas berhak untuk mendapatkan 
pengakuan dan dukungan atas identitas budaya dan 
linguistik. 
 
Pasal 89 
(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melindungi 
hak kekayaan intelektual Penyandang Disabilitas. 
(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melindungi 
dan memajukan budaya masyarakat yang 
menjunjung tinggi nilai kesetaraan hak Penyandang 
Disabilitas. 
 
 
Bagian Kesepuluh 
Kesejahteraan Sosial 
 
Pasal 90 
(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan 
penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk 
Penyandang Disabilitas. 
(2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a.   rehabilitasi . . . 
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a. rehabilitasi sosial; 
b. jaminan sosial; 
c. pemberdayaan sosial; dan 
d. perlindungan sosial. 
 
Pasal 91 
Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin 
akses bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan 
rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, 
dan perlindungan sosial. 
 
Pasal 92 
(1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 91 diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah 
Daerah dalam bentuk: 
a. motivasi dan diagnosis psikososial; 
b. perawatan dan pengasuhan;  
c. pelatihan vokasional dan pembinaan 
kewirausahaan; 
d. bimbingan mental spiritual; 
e. bimbingan fisik; 
f. bimbingan sosial dan konseling psikososial; 
g. pelayanan Aksesibilitas; 
h. bantuan dan asistensi sosial; 
i. bimbingan resosialisasi; 
j. bimbingan lanjut; dan/atau 
k. rujukan. 
(2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada            
ayat (1) dilaksanakan secara persuasif, motivatif, dan 
koersif oleh keluarga, masyarakat, dan  institusi 
sosial. 
 
Pasal 93 . . . 
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Pasal 93 
(1) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
91 diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah 
untuk Penyandang Disabilitas miskin atau yang tidak 
memiliki penghasilan.  
(2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan 
sosial, bantuan langsung berkelanjutan, dan bantuan 
khusus. 
(3) Bantuan khusus sebagaimana dimaksud pada        
ayat (2) mencakup pelatihan, konseling, perawatan 
sementara, atau bantuan lain yang berkaitan. 
 
Pasal 94 
(1) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 91 dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah 
Daerah melalui: 
a. peningkatan kemauan dan kemampuan; 
b. penggalian potensi dan sumber daya; 
c. penggalian nilai dasar; 
d. pemberian akses; dan/atau 
e. pemberian bantuan usaha. 
(2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diberikan dalam bentuk: 
a. diagnosis dan pemberian motivasi; 
b. pelatihan dan pendampingan; 
c. pemberian stimulan; 
d. peningkatan akses pemasaran hasil usaha; 
e. penguatan kelembagaan dan kemitraan; dan 
f. bimbingan lanjut. 
 
 
 
Pasal 95 . . . 
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Pasal 95 
Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam              
Pasal 91 dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah 
Daerah melalui: 
a. bantuan sosial; 
b. advokasi sosial; dan/atau 
c. bantuan hukum. 
 
Pasal 96 
Ketentuan lebih lanjut mengenai rehabilitasi sosial, 
jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan 
sosial, diatur dalam Peraturan Pemerintah. 
 
Bagian Kesebelas 
Infrastruktur 
 
Pasal 97 
(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin 
infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang 
Disabilitas. 
(2) Infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang 
Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi: 
a. bangunan gedung; 
b. jalan; 
c. permukiman; dan 
d. pertamanan dan permakaman. 
 
 
 
 
 
Paragraf 1 . . . 
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Paragraf 1 
Bangunan Gedung 
 
Pasal 98 
(1) Bangunan gedung yang mudah diakses oleh 
Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 97 ayat (2) huruf a memiliki fungsi: 
a. hunian; 
b. keagamaan; 
c. usaha; 
d. sosial dan budaya; 
e. olahraga; dan 
f. khusus. 
(2) Bangunan gedung yang mudah diakses oleh 
Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) harus dilengkapi dengan fasilitas dan 
Aksesibilitas dengan mempertimbangkan kebutuhan, 
fungsi, luas, dan ketinggian bangunan gedung sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(3) Pemilik dan/atau pengelola bangunan gedung yang 
tidak menyediakan fasilitas yang mudah diakses oleh 
Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa: 
a. peringatan tertulis; 
b. pembatasan kegiatan pembangunan; 
c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan 
pelaksanaan pembangunan; 
d. penghentian sementara atau tetap pada 
pemanfaatan bangunan gedung; 
e. pembekuan izin mendirikan bangunan gedung; 
f. pencabutan izin mendirikan bangunan gedung; 
g. pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan 
gedung; 
h.   pencabutan . . . 
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h. pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan 
gedung; atau 
i. perintah pembongkaran bangunan gedung. 
(4) Pemberian sanksi administratif sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 
Pasal 99 
(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib 
mencantumkan ketersediaan fasilitas yang mudah 
diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagai salah 
satu syarat dalam permohonan izin mendirikan 
bangunan. 
(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan 
audit terhadap ketersediaan fasilitas Aksesibilitas  
bagi Penyandang Disabilitas pada setiap bangunan 
gedung. 
(3) Pemeriksaan kelaikan fungsi terhadap ketersediaan 
fasilitas dan Aksesibilitas untuk Penyandang 
Disabilitas merupakan syarat dalam penerbitan dan 
perpanjangan sertifikat laik fungsi bangunan gedung. 
(4) Dalam hal bangunan gedung sudah memenuhi syarat 
audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
Pemerintah wajib menerbitkan sertifikat laik fungsi. 
(5) Pemerintah wajib menyusun mekanisme audit 
fasilitas Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas. 
(6) Pemeriksaan kelaikan fungsi fasilitas dan 
Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas 
dilaksanakan oleh penyedia jasa pengawasan atau 
manajemen konstruksi bersertifikat. 
 
 
(7)   pemeriksaan . . . 
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(7) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 
dilaksanakan dengan mengikutsertakan organisasi 
Penyandang Disabilitas dan/atau Penyandang 
Disabilitas yang memiliki keahlian di bidang 
bangunan gedung. 
 
Pasal 100 
Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi 
penyediaan fasilitas yang mudah diakses pada bangunan 
rumah tinggal tunggal yang dihuni oleh Penyandang 
Disabilitas. 
 
Paragraf 2 
Jalan 
 
Pasal 101 
(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib 
menyediakan fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah 
diakses oleh Penyandang Disabilitas. 
(2) Fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.  
Pasal 102 
(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib 
menyediakan tempat penyeberangan pejalan kaki 
yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas. 
(2) Persyaratan mengenai tempat penyeberangan pejalan 
kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.  
Paragraf 3 . . . 
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Paragraf 3 
Pertamanan dan Permakaman 
 
Pasal 103 
(1) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas umum 
lingkungan pertamanan dan permakaman umum 
yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas. 
(2) Pertamanan dan permakaman yang mudah diakses 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi 
dengan fasilitas dan Aksesibilitas bagi Penyandang 
Disabilitas. 
 
Paragraf 4 
Permukiman 
 
Pasal 104 
(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi 
permukiman yang mudah diakses oleh Penyandang 
Disabilitas. 
(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengawasi 
dan memastikan seluruh permukiman yang dibangun 
oleh pengembang memiliki Aksesibilitas bagi 
Penyandang Disabilitas.  
(3) Pengembang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
termasuk pihak swasta dan Badan Usaha Milik 
Negara atau Badan Usaha Milik Daerah. 
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai permukiman yang 
mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas diatur 
dengan Peraturan Pemerintah. 
 
 
 
Bagian . . . 
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Bagian Kedua Belas 
Pelayanan Publik  
 
Pasal 105 
(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib 
menyediakan Pelayanan Publik yang mudah diakses 
oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.  
(2) Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) termasuk pelayanan jasa transportasi publik. 
(3) Pelayanan Publik yang mudah diakses sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh institusi 
penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen 
yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk 
kegiatan Pelayanan Publik, dan badan hukum lain 
yang dibentuk untuk Pelayanan Publik. 
(4) Pendanaan Pelayanan Publik bagi Penyandang 
Disabilitas bersumber dari: 
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 
b. anggaran dan pendapatan belanja daerah; 
dan/atau 
c. anggaran korporasi atau badan hukum yang 
menyelenggarakan Pelayanan Publik. 
 
Pasal 106 
(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib 
menyebarluaskan dan menyosialisasikan Pelayanan 
Publik yang mudah diakses sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 105 kepada Penyandang Disabilitas dan 
masyarakat. 
(2) Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menyediakan 
panduan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh 
Penyandang Disabilitas. 
Pasal 107 . . . 
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Pasal 107 
(1) Pelayanan jasa transportasi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 105 ayat (2) terdiri dari pelayanan jasa 
transportasi darat, transportasi kereta api, 
transportasi laut, dan transportasi udara. 
(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat bekerja 
sama dengan korporasi atau badan hukum dalam 
menyediakan pelayanan jasa transportasi publik. 
 
Pasal 108 
Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelayanan Publik yang 
mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas diatur 
dengan Peraturan Pemerintah. 
 
Bagian Ketiga Belas 
Pelindungan dari Bencana 
 
Pasal 109 
(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengambil 
langkah yang diperlukan untuk menjamin 
penanganan Penyandang Disabilitas pada tahap 
prabencana, saat tanggap darurat, dan 
pascabencana. 
(2) Penanganan Penyandang Disabilitas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan 
Akomodasi yang Layak dan Aksesibilitas untuk 
Penyandang Disabilitas. 
(3) Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi dalam 
penanggulangan bencana. 
(4)   Ketentuan . . . 
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(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan 
Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (2) serta partisipasi Penyandang 
Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
 
Bagian Keempat Belas 
Habilitasi dan Rehabilitasi 
 
Pasal 110 
(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib 
menyediakan atau memfasilitasi layanan habilitasi 
dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas. 
(2) Habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang 
Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
bertujuan: 
a. mencapai, mempertahankan, dan 
mengembangkan kemandirian, kemampuan fisik, 
mental, sosial, dan keterampilan Penyandang 
Disabilitas secara maksimal; dan 
b. memberi kesempatan untuk berpartisipasi dan 
berinklusi di seluruh aspek kehidupan. 
 
Pasal 111 
Habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas 
berfungsi sebagai:  
a. sarana pendidikan dan pelatihan keterampilan hidup; 
b. sarana antara dalam mengatasi kondisi 
disabilitasnya; dan 
c. sarana untuk mempersiapkan Penyandang Disabilitas 
agar dapat hidup mandiri dalam masyarakat. 
 
Pasal 112 . . . 
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Pasal 112 
Penanganan habilitasi dan rehabilitasi Penyandang 
Disabilitas dilakukan dalam bentuk: 
a. layanan habilitasi dan rehabilitasi dalam keluarga 
dan masyarakat; dan 
b. layanan habilitasi dan rehabilitasi dalam lembaga. 
 
Pasal 113 
Ketentuan lebih lanjut mengenai layanan habilitasi dan 
rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
 
Bagian Kelima Belas 
Konsesi 
 
Pasal 114 
(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib 
memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas. 
(2) Ketentuan mengenai besar dan jenis Konsesi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 
Peraturan Pemerintah. 
 
Pasal 115 
Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengupayakan 
pihak swasta untuk memberikan Konsesi untuk 
Penyandang Disabilitas. 
 
Pasal 116 
(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan 
insentif bagi perusahaan swasta yang memberikan 
Konsesi untuk Penyandang Disabilitas. 
(2)  Ketentuan . . . 
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(2) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian 
insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 
dengan Peraturan Pemerintah. 
 
Bagian Keenam Belas 
Pendataan 
 
Pasal 117 
(1) Penyelenggaraan pendataan terhadap Penyandang 
Disabilitas dilakukan oleh kementerian yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
sosial secara mandiri atau bersama dengan lembaga 
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang statistik berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
(2) Pendataan terhadap Penyandang Disabilitas 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
untuk memperoleh data akurat tentang karakteristik 
pokok dan rinci Penyandang Disabilitas. 
(3) Data akurat tentang Penyandang Disabilitas 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan 
untuk: 
a. mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang 
dihadapi oleh Penyandang Disabilitas dalam 
mendapatkan hak Penyandang Disabilitas; dan 
b. membantu perumusan dan implementasi 
kebijakan Penghormatan, Pelindungan, dan 
Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. 
 
Pasal 118 
(1) Menteri melakukan verifikasi dan validasi terhadap 
hasil pendataan Penyandang Disabilitas sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1). 
(2)  Verifikasi . . . 
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(2) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 2 
(dua) tahun sekali. 
 
Pasal 119 
(1) Penyandang Disabilitas yang belum terdata dalam 
pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 
dapat secara aktif mendaftarkan diri kepada lurah 
atau kepala desa atau nama lain di tempat 
tinggalnya. 
(2) Lurah atau kepala desa atau nama lain wajib 
menyampaikan pendaftaran atau perubahan data 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada 
bupati/walikota melalui camat.  
(3) Bupati/walikota menyampaikan pendaftaran atau 
perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
kepada gubernur untuk diteruskan kepada Menteri.  
(4) Dalam hal diperlukan, bupati/walikota dapat 
melakukan verifikasi dan validasi terhadap 
pendaftaran atau perubahan data sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3). 
 
Pasal 120 
(1) Data yang telah diverifikasi dan divalidasi harus 
berbasis teknologi informasi dan dijadikan sebagai 
data nasional Penyandang Disabilitas. 
(2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi 
tanggung jawab Menteri. 
(3) Data nasional Penyandang Disabilitas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipergunakan 
oleh kementerian/lembaga dan/atau Pemerintah 
Daerah dalam Pemenuhan hak Penyandang 
Disabilitas dan dapat diakses oleh masyarakat sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  
(4)  Kementerian/ . . . 
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(4) Kementerian/lembaga dan/atau Pemerintah Daerah 
yang menggunakan data nasional Penyandang 
Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
menyampaikan hasil pelaksanaannya kepada Menteri. 
 
Pasal 121 
(1) Penyandang Disabilitas yang telah terdapat dalam 
data nasional Penyandang Disabilitas berhak 
mendapatkan kartu Penyandang Disabilitas. 
(2) Kartu Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dikeluarkan oleh kementerian yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
sosial. 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan kartu 
Penyandang Disabilitas diatur dengan Peraturan 
Menteri.  
 
Bagian Ketujuh Belas 
Komunikasi dan Informasi 
 
Paragraf 1 
Komunikasi 
 
Pasal 122 
(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengakui, 
menerima, dan memfasilitasi komunikasi Penyandang 
Disabilitas dengan menggunakan cara tertentu. 
(2) Komunikasi dengan menggunakan cara tertentu 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
dengan cara, alat, dan bentuk lainnya yang dapat 
dijangkau sesuai dengan pilihan Penyandang 
Disabilitas dalam berinteraksi. 
Paragraf 2 . . . 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 59 - 
 
 
Paragraf 2 
Informasi 
 
Pasal 123 
(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin 
akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas. 
(2) Akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk 
audio dan visual. 
 
Pasal 124 
(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib 
menyediakan informasi dalam bentuk yang dapat 
dijangkau dan dipahami sesuai dengan keragaman 
disabilitas dan kondisi tempat tinggalnya. 
(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
didapatkan secara tepat waktu dan tanpa biaya 
tambahan. 
 
Bagian Kedelapan Belas 
Perempuan dan Anak 
 
Pasal 125 
Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan 
unit layanan informasi dan tindak cepat untuk 
perempuan dan anak penyandang disabilitas yang 
menjadi korban kekerasan. 
 
 
 
Pasal 126 . . . 
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Pasal 126 
Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan 
Pelindungan khusus terhadap perempuan dan anak 
penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.   
 
Pasal 127 
Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan 
rumah aman yang mudah diakses untuk perempuan dan 
anak penyandang disabilitas yang menjadi korban 
kekerasan. 
 
Bagian Kesembilan Belas 
Pelindungan dari Tindakan Diskriminasi,  
Penelantaran, Penyiksaan, dan Eksploitasi 
 
812 Pasal 
(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi 
Penyandang Disabilitas untuk bersosialisasi dan 
berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, 
bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut. 
(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin 
Penyandang Disabilitas bebas dari segala bentuk 
kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB V . . . 
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BAB V 
KOORDINASI 
 
Pasal 129 
(1) Pemerintah membentuk mekanisme koordinasi di 
tingkat nasional dalam rangka melaksanakan 
Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak 
Penyandang Disabilitas. 
(2) Koordinasi di tingkat nasional dilakukan oleh Menteri 
dengan kementerian dan lembaga pemerintah 
nonkementerian yang terkait.  
(3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
bertujuan untuk menyelenggarakan dan 
menyinkronkan kebijakan, program, dan anggaran 
pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan 
Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. 
(4) Dalam koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3), Menteri melaksanakan tugas: 
a. melakukan sinkronisasi  program dan kebijakan 
dalam rangka pelaksanaan Penghormatan, 
Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang 
Disabilitas;  
b. menjamin pelaksanaan Penghormatan, 
Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang 
Disabilitas berjalan dengan efektif;  
c. mewujudkan  anggaran pelaksanaan 
Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak 
Penyandang Disabilitas; dan 
d. menyinkronkan penggunaan anggaran 
pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan 
Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas agar 
berjalan dengan efisien.  
 
Pasal 130 . . . 
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Pasal 130 
(1) Pemerintah Daerah membentuk mekanisme 
koordinasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota 
dalam rangka melaksanakan Penghormatan, 
Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang 
Disabilitas sesuai dengan kewenangannya. 
(2) Ketentuan mengenai mekanisme koordinasi di tingkat 
nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 
ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis terhadap 
mekanisme koordinasi di tingkat provinsi dan 
kabupaten/kota.  
 
BAB VI 
KOMISI NASIONAL DISABILITAS 
 
Pasal 131 
Dalam rangka pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, 
dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dibentuk 
KND sebagai lembaga nonstruktural yang bersifat 
independen.   
 
Pasal 132 
(1) KND sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 
mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, 
evaluasi, dan advokasi pelaksanaan Penghormatan, 
Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang 
Disabilitas.  
(2) Hasil pemantauan, evaluasi, dan advokasi  
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan 
kepada Presiden.  
 
 
Pasal 133 . . . 
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Pasal 133 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 132, KND menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan rencana kegiatan KND dalam upaya 
pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan 
Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; 
b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 
Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak 
Penyandang Disabilitas;  
c. advokasi pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, 
dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; dan 
d. pelaksanaan kerja sama dalam penanganan 
Penyandang Disabilitas dengan pemangku 
kepentingan terkait.  
 
Pasal  134 
Ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja serta 
keanggotaan KND diatur dengan Peraturan Presiden. 
 
BAB VII 
PENDANAAN 
 
Pasal 135 
(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib 
menyediakan anggaran bagi pelaksanaan 
Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak 
Penyandang Disabilitas.  
(2) Pendanaan pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, 
dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:   
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 
b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan 
c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat. 
(3)  Sumber . . . 
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(3) Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikelola 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
 
 
BAB VIII 
KERJA SAMA INTERNASIONAL 
 
Pasal 136 
Pemerintah dapat menjalin kerja sama internasional 
dengan negara yang mendukung usaha memajukan 
Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak 
Penyandang Disabilitas.  
 
Pasal 137 
(1) Pemerintah wajib mengarusutamakan isu disabilitas 
dalam menjalin kerja sama internasional. 
(2) Kerja sama internasional sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara: 
a. bertukar informasi dan pengalaman; 
b. program pelatihan; 
c. praktik terbaik; 
d. penelitian; 
e. ilmu pengetahuan; dan/atau 
f. alih teknologi. 
 
 
 
 
 
BAB IX . . . 
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BAB IX 
PENGHARGAAN 
 
Pasal 138 
Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan 
penghargaan kepada orang perseorangan yang berjasa 
dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak 
Penyandang Disabilitas.  
 
Pasal 139 
Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan 
penghargaan kepada badan hukum dan lembaga negara 
yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas.  
 
Pasal 140 
Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan 
penghargaan kepada penyedia fasilitas publik yang 
memenuhi hak Penyandang Disabilitas. 
 
Pasal 141 
Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pemberian 
penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138, 
Pasal 139, dan Pasal 140 diatur dalam Peraturan 
Presiden. 
BAB X 
LARANGAN 
 
Pasal 142 
Setiap Orang yang ditunjuk mewakili kepentingan 
Penyandang Disabilitas dilarang melakukan tindakan 
yang berdampak kepada bertambah, berkurang, atau 
hilangnya hak kepemilikan Penyandang Disabilitas tanpa 
mendapat penetapan dari pengadilan negeri.  
Pasal 143 . . . 
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Pasal 143 
Setiap Orang dilarang menghalang-halangi dan/atau 
melarang Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan: 
a. hak pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
10; 
b. hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11; 
c. hak kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
12; 
d. hak politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13; 
e. hak keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
14; 
f. hak keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 15; 
g. hak kebudayaan dan pariwisata sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 16; 
h. hak kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 17; 
i. hak Aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
18; 
j. hak Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 19; 
k. hak Pelindungan dari bencana sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 20; 
l. hak habilitasi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 21; 
m. hak pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
22; 
n. hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam 
masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23; 
o. hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh 
informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24; 
p. hak kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 25;  
q.  hak . . . 
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q. hak bebas dari Diskriminasi, penelantaran, 
penyiksaan, dan eksploitasi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 26; dan 
r. hak keadilan dan perlindungan hukum dalam 
memberikan jaminan dan Pelindungan sebagai subjek 
hukum untuk melakukan tindakan hukum yang 
sama dengan lainnya sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 28.  
 
BAB XI 
KETENTUAN PIDANA 
 
Pasal 144 
Setiap Orang yang melakukan tindakan yang berdampak 
kepada bertambah, berkurang, atau hilangnya hak 
kepemilikan Penyandang Disabilitas tanpa mendapat 
penetapan dari pengadilan negeri sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 142 dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak 
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 
 
Pasal 145 
Setiap Orang yang menghalang-halangi dan/atau 
melarang Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan 
hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan 
denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta 
rupiah). 
 
 
 
 
BAB XII . . . 
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BAB XII 
KETENTUAN PERALIHAN 
 
Pasal 146 
Kartu Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 121 ayat (1) berlaku sampai dengan 
diterbitkannya kartu identitas kependudukan tunggal 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
 
Pasal 147 
Tindakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 
Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3670) tetap dilaksanakan sampai dengan tindakan 
hukum berakhir. 
 
BAB XIII 
KETENTUAN PENUTUP 
 
Pasal 148 
Istilah Penyandang Cacat yang dipakai dalam peraturan 
perundang-undangan yang sudah ada sebelum Undang-
Undang ini berlaku, harus dibaca dan dimaknai sebagai 
Penyandang Disabilitas, sepanjang tidak bertentangan 
dengan Undang-Undang ini. 
 
Pasal 149 
KND sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 harus 
sudah dibentuk paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak 
Undang-Undang ini diundangkan. 
 
Pasal 150 . . . 
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Pasal 150 
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua 
peraturan perundang-undangan yang merupakan 
peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 4 
Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3670), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak 
bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang 
ini. 
 
Pasal 151 
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 
Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3670), dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku. 
 
Pasal 152 
Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus 
ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak 
Undang-Undang ini diundangkan. 
 
Pasal 153 
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan.  
 
 
Agar . . . 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Undang-Undang ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik 
Indonesia. 
 
 
Disahkan di  Jakarta 
pada tanggal 15 April 2016 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
 
ttd. 
      
JOKO WIDODO 
 
 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 15 April 2016 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
                 REPUBLIK INDONESIA, 
 
ttd. 
 
                    YASONNA H. LAOLY 
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 PENJELASAN 
ATAS 
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 8 TAHUN 2016 
TENTANG 
PENYANDANG DISABILITAS 
 
I. UMUM 
Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. 
Hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat 
pada diri manusia bersifat universal, perlu dilindungi, dihormati, dan 
dipertahankan, sehingga Pelindungan dan hak asasi manusia 
terhadap kelompok rentan, khususnya Penyandang Disabilitas. 
Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang 
Disabilitas merupakan kewajiban negara. Hal ini juga ditegaskan 
dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia, sehingga masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk 
menghormati hak Penyandang Disabilitas. Penyandang Disabilitas 
selama ini mengalami banyak Diskriminasi yang berakibat belum 
terpenuhinya pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.   
Selama ini, pengaturan mengenai Penyandang Disabilitas 
diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang 
Penyandang Cacat, tetapi pengaturan ini belum berperspektif hak 
asasi manusia. Materi muatan dalam Undang-Undang  Nomor 4 
Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat lebih bersifat belas kasihan 
(charity based) dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas masih 
dinilai sebagai masalah sosial yang kebijakan Pemenuhan haknya 
baru bersifat jaminan sosial, rehabilitasi sosial, bantuan sosial, dan 
peningkatan kesejahteraan sosial. Penyandang Disabilitas seharusnya 
mendapatkan kesempatan yang sama dalam upaya mengembangkan 
dirinya melalui kemandirian sebagai manusia yang bermartabat.  
Dengan . . . 
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Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 
tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with 
Disabilities (Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas) tanggal 10 
November 2011 menunjukkan komitmen dan kesungguhan 
Pemerintah Indonesia untuk menghormati, melindungi, dan 
memenuhi hak Penyandang Disabilitas yang pada akhirnya 
diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan Penyandang 
Disabilitas. Dengan demikian, Penyandang Disabilitas berhak untuk 
bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, 
merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan 
dan perlakuan semena-mena, serta  berhak untuk mendapatkan 
Penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan 
kesamaan dengan orang lain, termasuk di dalamnya hak untuk 
mendapatkan Pelindungan dan pelayanan sosial dalam rangka 
kemandirian, serta dalam keadaan darurat. Oleh karena itu, 
Pemerintah berkewajiban untuk merealisasikan hak yang termuat 
dalam konvensi, melalui penyesuaian peraturan perundang-undangan, 
termasuk menjamin Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam 
segala aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, 
politik dan pemerintahan, kebudayaan dan kepariwisataan, serta 
pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi. 
Jangkauan pengaturan dalam Undang-Undang ini meliputi 
Pemenuhan Kesamaan Kesempatan terhadap Penyandang Disabilitas 
dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat, 
Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang 
Disabilitas, termasuk penyediaan Aksesibilitas dan Akomodasi yang 
Layak. Pengaturan pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang 
Disabilitas bertujuan untuk mewujudkan taraf kehidupan Penyandang 
Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, serta 
bermartabat. Selain itu, pelaksanaan dan Pemenuhan hak juga 
ditujukan untuk melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran 
dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta 
pelanggaran hak asasi manusia.  
Undang-Undang . . . 
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Undang-Undang ini antara lain mengatur mengenai ragam 
Penyandang Disabilitas, hak Penyandang Disabilitas, pelaksanaan 
Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang 
Disabilitas, koordinasi, Komisi Nasional Disabilitas, pendanaan, kerja 
sama internasional, dan penghargaan.    
 
II. PASAL DEMI PASAL 
Pasal 1 
Cukup jelas. 
Pasal 2 
Huruf a 
 Yang dimaksud dengan “asas Penghormatan terhadap 
martabat” adalah pengakuan terhadap harga diri Penyandang 
Disabilitas yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan. 
Huruf b 
Yang dimaksud dengan “asas otonomi individu” adalah hak  
setiap Penyandang Disabilitas untuk bertindak atau tidak 
bertindak dan bertanggung jawab atas pilihan tindakannya 
tersebut. 
Huruf c 
 Cukup jelas.  
Huruf d 
Yang dimaksud dengan “asas partisipasi penuh” adalah 
Penyandang Disabiltas berperan serta secara aktif dalam 
segala aspek kehidupan sebagai warga negara. 
Huruf e 
Yang dimaksud dengan “asas keragaman manusia dan 
kemanusiaan” adalah Penghormatan dan penerimaan 
perbedaan terhadap Penyandang Disabilitas sebagai bagian 
dari keragaman manusia dan kemanusiaan. 
 
Huruf f . . . 
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Huruf f 
Cukup jelas.  
Huruf g 
Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan” adalah kondisi di 
berbagai sistem dalam masyarakat dan lingkungan, seperti 
pelayanan, kegiatan, informasi, dan dokumentasi yang dibuat 
dapat mengakomodasi semua orang termasuk Penyandang 
Disabilitas. 
Huruf h 
Cukup jelas. 
Huruf i 
Cukup jelas. 
Huruf j 
Cukup jelas. 
Huruf k  
Cukup jelas. 
Pasal 3 
Cukup jelas. 
Pasal 4 
Ayat (1)  
Huruf a 
Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas fisik” 
adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, 
lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, celebral palsy (CP), 
akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil. 
 
 
 
Huruf b . . . 
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Huruf b 
Yang dimaksud dengan ”Penyandang Disabilitas 
intelektual” adalah terganggunya fungsi pikir karena 
tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain 
lambat belajar, disabilitas grahita dan down syndrom. 
Huruf c 
Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas mental” 
adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, 
antara lain:  
a. psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi,  
anxietas, dan gangguan kepribadian; dan 
b. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada 
kemampuan interaksi sosial di antaranya autis dan 
hiperaktif. 
Huruf d 
Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas 
sensorik” adalah terganggunya salah satu fungsi dari 
panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas 
rungu, dan/atau disabilitas wicara. 
Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas ganda atau 
multi” adalah Penyandang Disabilitas yang mempunyai dua 
atau lebih ragam disabilitas, antara lain disabilitas rungu-
wicara dan  disabilitas netra-tuli. 
Yang dimaksud dengan “dalam jangka waktu lama” adalah 
jangka waktu paling singkat 6 (enam) bulan dan/atau bersifat 
permanen. 
Pasal 5 
Ayat (1) 
Cukup jelas. 
Ayat (2) . . . 
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Ayat (2) 
Huruf a 
Cukup jelas.  
Huruf b 
Cukup jelas.  
Huruf c 
Yang dimaksud dengan “Diskriminasi berlapis” adalah 
Diskriminasi yang dialami perempuan karena jenis 
kelaminnya sebagai perempuan dan sebagai Penyandang 
Disabilitas sehingga mereka tidak mendapatkan 
kesempatan yang sama dalam keluarga, masyarakat, dan 
negara di berbagai bidang kehidupan. 
Huruf d 
Cukup jelas.  
Ayat (3) 
Huruf a 
Cukup jelas.  
Huruf b 
Yang dimaksud dengan “keluarga pengganti” adalah 
orang tua asuh, orang tua angkat, wali, dan/atau 
lembaga yang menjalankan peran dan tanggung jawab 
untuk memberikan perawatan dan pengasuhan kepada 
anak. 
Huruf c 
Cukup jelas.  
Huruf d 
Cukup jelas.  
 
Huruf e . . . 
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Huruf e 
Cukup jelas.  
Huruf f 
Cukup jelas.  
Huruf g 
Cukup jelas. 
Pasal 6 
Cukup jelas. 
Pasal 7 
Cukup jelas. 
Pasal 8 
Cukup jelas. 
Pasal 9 
Huruf a 
Cukup jelas. 
Huruf b 
Cukup jelas. 
Huruf c 
Cukup jelas. 
Huruf d 
Cukup jelas. 
Huruf e 
Cukup jelas. 
Huruf f 
Cukup jelas. 
Huruf g . . . 
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Huruf g 
Tekanan, kekerasan, penganiayaan, Diskriminasi, dan/atau 
perampasan atau pengambilalihan hak milik antara lain 
dalam bentuk pemaksaan tinggal di panti, pemaksaan 
penggunaan alat kontrasepsi, pemaksaan mengonsumsi obat 
yang membahayakan, pemasungan, penyekapan, atau 
pengurungan.  
Huruf h 
Cukup jelas. 
Huruf i 
Cukup jelas. 
Pasal 10 
Huruf a 
Yang dimaksud dengan “pendidikan secara inklusif” adalah 
pendidikan bagi peserta didik Penyandang Disabilitas untuk 
belajar bersama dengan peserta didik bukan Penyandang 
Disabilitas di sekolah reguler atau perguruan tinggi. 
Yang dimaksud dengan “pendidikan secara khusus” adalah 
pendidikan yang hanya memberikan layanan kepada peserta 
didik Penyandang Disabilitas dengan menggunakan 
kurikulum khusus, proses pembelajaran khusus, bimbingan, 
dan/atau pengasuhan dengan tenaga pendidik khusus dan 
tempat pelaksanaannya di tempat belajar khusus. 
Huruf b 
Cukup jelas. 
Huruf c 
Cukup jelas. 
Huruf d 
Cukup jelas. 
Pasal 11 . . 
. 
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Pasal 11 
Huruf a 
Cukup jelas. 
Huruf b 
Cukup jelas. 
Huruf c 
Cukup jelas. 
Huruf d 
Cukup jelas. 
Huruf e 
Yang dimaksud dengan “program kembali bekerja” adalah 
rangkaian tata laksana penanganan kasus kecelakaan kerja 
maupun penyakit akibat kerja melalui pelayanan kesehatan, 
rehabilitasi, dan pelatihan agar pekerja dapat kembali bekerja.  
Huruf f 
Cukup jelas. 
Huruf g 
Cukup jelas. 
Huruf h 
Cukup jelas. 
Pasal 12 
Huruf a 
Cukup jelas. 
 
 
 
 
Huruf b . . . 
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Huruf b 
Yang dimaksud dengan “sumber daya di bidang kesehatan” 
adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, 
sediaan farmasi dan alat kesehatan, serta fasilitas pelayanan 
kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk 
menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh 
Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat. 
Huruf c 
Pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau  
termasuk deteksi dan intervensi dini. 
Huruf d 
Cukup jelas. 
Huruf e 
Cukup jelas. 
Huruf f 
Cukup jelas. 
Huruf g 
Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum 
bahwa setiap Penyandang Disabilitas tidak boleh digunakan 
untuk percobaan medis selain menjadi subjek penelitian dan 
pengembangan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
Huruf h 
Cukup jelas. 
Pasal 13 
Cukup jelas. 
Pasal 14 
Cukup jelas. 
Pasal 15 . . . 
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Pasal 15 
Cukup jelas. 
Pasal 16 
Cukup jelas. 
Pasal 17 
Cukup jelas. 
Pasal 18 
Cukup jelas. 
Pasal 19 
Huruf a 
Cukup jelas. 
Huruf b 
Fasilitas yang mudah diakses berbentuk, antara lain alat 
media, sarana, dan prasarana. 
Pasal 20 
Cukup jelas. 
Pasal 21 
Cukup jelas. 
Pasal 22 
Cukup jelas. 
Pasal 23 
Cukup jelas. 
 
 
Pasal 24 . . . 
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Pasal 24 
Huruf a 
Cukup jelas. 
Huruf b 
Yang dimaksud dengan “media yang mudah diakses” adalah 
media komunikasi yang dapat diakses oleh berbagai ragam 
Penyandang Disabilitas.  
Huruf c 
Yang dimaksud dengan “komunikasi augmentatif” adalah 
komunikasi dengan menggunakan Alat Bantu. 
Pasal 25 
Cukup jelas. 
Pasal 26 
Cukup jelas. 
Pasal 27 
Cukup jelas. 
Pasal 28 
Cukup jelas. 
Pasal 29 
Cukup jelas. 
Pasal 30 
Ayat (1) 
Cukup jelas. 
 
 
Ayat (2) . . . 
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Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan “penundaan hingga waktu tertentu” 
adalah penundaan pemeriksaan untuk pengambilan 
keterangan yang waktunya ditentukan oleh aparat penegak 
hukum berdasarkan pertimbangan dokter atau tenaga 
kesehatan lainnya, psikolog atau psikiater, dan/atau pekerja 
sosial. 
Pasal 31 
Cukup jelas. 
Pasal 32 
Yang dimaksud dengan “tidak cakap” antara lain orang yang belum 
dewasa dan/atau di bawah pengampuan. 
Pasal 33 
Ayat (1) 
Cukup jelas. 
Ayat (2) 
Cukup jelas. 
Ayat (3) 
Yang dimaksud dengan “keluarga Penyandang Disabilitas” 
adalah keluarga sedarah dalam garis lurus atau ke samping 
sampai derajat kedua. 
Ayat (4) 
Cukup jelas. 
Pasal 34 
Cukup jelas. 
Pasal 35 
Cukup jelas. 
Pasal 36 . . . 
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Pasal 36 
Cukup jelas. 
Pasal 37 
Cukup jelas. 
Pasal 38 
Yang dimaksud dengan “pembantaran” adalah penundaan 
penahanan sementara terhadap tersangka/terdakwa karena alasan 
kesehatan (memerlukan rawat jalan/rawat inap) yang dikuatkan 
dengan keterangan dokter. 
Pasal 39 
Cukup jelas. 
Pasal 40 
Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan “jalur pendidikan” adalah jalur formal, 
nonformal, dan informal. 
Yang dimaksud dengan “jenis pendidikan” adalah pendidikan 
umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, dan keagamaan. 
Yang dimaksud dengan “jenjang pendidikan” adalah 
pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. 
Ayat (2) 
Cukup jelas. 
Ayat (3) 
Cukup jelas. 
Ayat (4) 
Cukup jelas. 
 
 
Ayat (5) . . . 
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Ayat (5) 
Cukup jelas. 
Ayat (6) 
Cukup jelas. 
Ayat (7) 
Cukup jelas. 
Pasal 41 
Ayat (1) 
Cukup jelas. 
Ayat (2) 
Huruf a 
Cukup jelas. 
Huruf b 
Cukup jelas. 
Huruf c 
Cukup jelas. 
Huruf d 
Cukup jelas. 
Huruf e 
Yang dimaksud dengan “bahasa isyarat”, termasuk 
bahasa isyarat Indonesia (Bisindo). 
Pasal 42 
Ayat (1) 
Cukup jelas. 
 
 
Ayat (2) . . . 
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Ayat (2) 
Huruf a 
Cukup jelas. 
Huruf b 
Cukup jelas. 
Huruf c 
Yang dimaksud dengan “program kompensatorik” 
adalah tugas alternatif yang diberikan kepada peserta 
didik Penyandang Disabilitas sebagai salah satu bentuk 
adaptasi dalam proses belajar dan evaluasi. 
Huruf d 
Cukup jelas. 
Huruf e 
Cukup jelas. 
Huruf f 
Cukup jelas. 
Huruf g 
Cukup jelas. 
Huruf h 
Cukup jelas. 
Ayat (3) 
Cukup jelas. 
Ayat (4) 
Cukup jelas. 
 
 
 
Ayat (5) . . . 
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Ayat (5) 
Yang dimaksud dengan “program dan kegiatan tertentu”, 
antara lain pelatihan, pemberian beasiswa untuk tugas 
belajar, sertifikasi pendidik, pengangkatan pendidik dan 
tenaga kependidikan khusus, serta program dan kegiatan 
sejenis lainnya.  
Ayat (6) 
Cukup jelas. 
Ayat (7) 
Cukup jelas. 
Ayat (8) 
Cukup jelas. 
Pasal 43 
Cukup jelas. 
Pasal 44 
Cukup jelas. 
Pasal 45 
Cukup jelas. 
Pasal 46 
Cukup jelas. 
Pasal 47 
Cukup jelas. 
Pasal 48 
Cukup jelas. 
 
Pasal 49 . . . 
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Pasal 49 
Cukup jelas. 
Pasal 50 
Cukup jelas. 
Pasal 51 
Cukup jelas. 
Pasal 52 
Cukup jelas. 
Pasal 53 
Cukup jelas. 
Pasal 54 
Ayat (1) 
Insentif kepada perusahaan swasta yang mempekerjakan 
Penyandang Disabilitas, antara lain kemudahan perizinan, 
penghargaan, dan bantuan penyediaan fasilitas kerja yang 
mudah diakses. 
Ayat (2) 
Cukup jelas. 
Pasal 55 
Cukup jelas. 
Pasal 56 
Cukup jelas. 
Pasal 57 
Cukup jelas. 
 
Pasal 58 . . . 
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Pasal 58 
Cukup jelas. 
Pasal 59 
Cukup jelas. 
Pasal 60 
Cukup jelas. 
Pasal 61 
Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan “fasilitas pelayanan kesehatan” adalah 
suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk 
menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, 
preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh 
Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat. 
Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan “standar” adalah standar pelayanan, 
profesi, dan prosedur operasional. 
Pasal 62 
Ayat (1)  
Cukup jelas. 
Ayat (2)  
Tenaga kesehatan dapat dikelompokkan sesuai dengan 
keahlian dan keterampilan yang dimiliki, antara lain tenaga 
medis, tenaga kefarmasian, tenaga keperawatan, tenaga 
kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga 
gizi, tenaga keterapian fisik, dan tenaga keteknisan medis.  
Ayat (3)  
Cukup jelas. 
Pasal 63 . . . 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 20 - 
 
Pasal 63 
Ayat (1) 
Cukup jelas. 
Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan “wajib merujuk kepada tenaga 
kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam 
pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas pada 
fasilitas pelayanan kesehatan lain”, antara lain dengan 
telemedisin, teleradiologi, dan telekardiologi. 
Ayat (3) 
Cukup jelas. 
Ayat (4) 
Cukup jelas. 
Ayat (5) 
Cukup jelas. 
Pasal 64 
Cukup jelas. 
Pasal 65 
Cukup jelas. 
Pasal 66 
Cukup jelas. 
Pasal 67 
Yang dimaksud dengan “alat nonkesehatan” adalah alat-alat yang 
digunakan untuk proses pemulihan sebagai terapi untuk 
Penyandang Disabilitas.  
 
Pasal 68 . . . 
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Pasal 68 
Cukup jelas. 
Pasal 69 
Cukup jelas. 
Pasal 70 
Cukup jelas.  
Pasal 71 
Cukup jelas. 
Pasal 72 
Yang dimaksud dengan “tindakan medik” antara lain, pemberian 
obat, fiksasi, isolasi, seklusi, dan terapi kejang listrik. 
Pasal 73 
Cukup jelas. 
Pasal 74 
Cukup jelas.  
Pasal 75 
Cukup jelas.  
Pasal 76 
Yang dimaksud dengan “jabatan publik” adalah jabatan pada 
badan publik negara yang meliputi lembaga eksekutif, legislatif, 
yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya 
berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau 
seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja 
daerah.  
 
Pasal 77 . . . 
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Pasal 77 
Cukup jelas.  
Pasal 78 
Cukup jelas.  
Pasal 79 
Cukup jelas.  
Pasal 80 
Cukup jelas.  
Pasal 81 
Cukup jelas.  
Pasal 82 
Cukup jelas.  
Pasal 83 
Cukup jelas.  
Pasal 84 
Cukup jelas.  
Pasal 85 
Ayat (1) 
Cukup jelas. 
Ayat (2) 
Huruf a 
Yang dimaksud dengan “taktil” adalah informasi dalam 
bentuk sentuhan atau rabaan, misalnya huruf atau 
lambang timbul. 
 
Huruf b . . . 
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Huruf b 
Cukup jelas. 
Pasal 86 
Cukup jelas.  
Pasal 87 
Ayat (1) 
Cukup jelas. 
Ayat (2) 
Huruf a 
Kegiatan seni budaya meliputi pendidikan seni, sanggar 
seni, pertunjukan seni, pameran seni, festival seni, dan 
kegiatan seni lainnya secara inklusif baik yang 
dilaksanakan di tingkat daerah, nasional, maupun 
internasional.  
Huruf b 
Cukup jelas. 
Huruf c 
Cukup jelas. 
Pasal 88 
Cukup jelas.  
Pasal 89 
Cukup jelas.  
Pasal 90 
Cukup jelas.  
 
Pasal 91 . . . 
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Pasal 91 
Cukup jelas.  
Pasal 92 
Cukup jelas.  
Pasal 93 
Cukup jelas.  
Pasal 94 
Cukup jelas.  
Pasal 95 
Cukup jelas.  
Pasal 96 
Cukup jelas.  
Pasal 97 
Cukup jelas.  
Pasal 98 
Ayat (1)  
Huruf a 
Yang dimaksud dengan “fungsi hunian” adalah bangunan 
gedung yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat 
tinggal, seperti apartemen, asrama, rumah susun, flat 
atau sejenisnya harus mudah diakses oleh Penyandang 
Disabilitas, namun tidak diwajibkan untuk rumah tinggal 
tunggal dan rumah deret sederhana. 
Huruf b 
Yang dimaksud dengan “fungsi keagamaan” adalah 
bangunan gedung yang mempunyai fungsi utama sebagai 
tempat melakukan ibadah, antara lain masjid, gereja, 
pura, wihara, dan kelenteng. 
Huruf c . . . 
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Huruf c 
Yang dimaksud dengan “fungsi usaha” adalah bangunan 
gedung yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat 
melakukan kegiatan usaha yang meliputi bangunan 
gedung untuk perkantoran, perdagangan, perindustrian, 
perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal, dan 
penyimpanan. 
Huruf d 
Yang dimaksud dengan “fungsi sosial dan budaya” adalah 
bangunan gedung yang mempunyai fungsi utama sebagai 
tempat melakukan kegiatan sosial dan budaya yang 
meliputi bangunan gedung untuk pendidikan, 
kebudayaan, pelayanan kesehatan, laboratorium, dan 
pelayanan umum. 
Huruf e 
Cukup jelas. 
Huruf f 
Yang dimaksud dengan “fungsi khusus” adalah 
bangunan gedung yang mempunyai fungsi utama sebagai 
tempat melakukan kegiatan yang mempunyai tingkat 
kerahasiaan tinggi tingkat nasional atau yang 
penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat 
di sekitarnya dan/atau mempunyai risiko bahaya tinggi 
meliputi bangunan gedung untuk reaktor nuklir, instalasi 
pertahanan dan keamanan dan bangunan sejenis yang 
diputuskan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang pekerjaan umum. 
Ayat (2)  
Cukup jelas. 
Ayat (3) 
Cukup jelas. 
Ayat (4) . . . 
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Ayat (4) 
Cukup jelas. 
Pasal 99 
Cukup jelas. 
Pasal 100 
Cukup jelas. 
Pasal 101 
Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan “fasilitas untuk pejalan kaki yang 
mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas” merupakan 
prasarana moda transportasi yang penting, antara lain  
trotoar dan penyeberangan jalan di  atas jalan, pada 
permukaan jalan, dan di bawah jalan. 
Ayat (2)  
Cukup jelas. 
Pasal 102 
Cukup jelas. 
Pasal 103 
Cukup jelas. 
Pasal 104 
Cukup jelas. 
Pasal 105 
Cukup jelas. 
Pasal 106 
Cukup jelas. 
Pasal 107 . . . 
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Pasal 107 
Cukup jelas. 
Pasal 108 
Cukup jelas. 
Pasal 109 
Cukup jelas. 
Pasal 110 
Cukup jelas. 
Pasal 111 
Cukup jelas. 
Pasal 112 
Cukup jelas. 
Pasal 113 
Cukup jelas. 
Pasal 114 
Cukup jelas. 
Pasal 115 
Cukup jelas. 
Pasal 116 
Cukup jelas. 
Pasal 117 
Ayat (1) 
Cukup jelas. 
 
Ayat (2) . . . 
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Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan “karakteristik pokok” adalah 
keterangan pokok mengenai Penyandang Disabilitas seperti 
jumlah, jenis kelamin, umur, status perkawinan, pendidikan, 
jenis pekerjaan, dan sejenisnya yang diperoleh dari hasil 
pendataan. 
Yang dimaksud dengan “karakteristik rinci” adalah 
keterangan rinci mengenai Penyandang Disabilitas seperti 
menyangkut seluruh aspek keterangan pendidikan, 
ketenagakerjaan, dan sejenisnya yang diperoleh dari hasil 
pendataan dengan sampel terpilih. 
Ayat (3)  
Cukup jelas. 
Pasal 118 
Cukup jelas. 
Pasal 119 
Cukup jelas. 
Pasal 120 
Cukup jelas. 
Pasal 121 
Cukup jelas. 
Pasal 122 
Ayat (1) 
Komunikasi dengan menggunakan cara tertentu, termasuk 
penggunaan bahasa isyarat, bahasa isyarat raba, huruf 
braille, audio, visual, atau komunikasi augmentatif atas dasar 
kesetaraan dengan yang lainnya. 
Ayat (2) . . . 
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Ayat (2) 
Cukup jelas. 
Pasal 123 
Cukup jelas. 
Pasal 124 
Cukup jelas. 
Pasal 125 
Cukup jelas. 
Pasal 126 
Cukup jelas. 
Pasal 127 
Cukup jelas. 
Pasal 128 
Cukup jelas. 
Pasal 129 
Cukup jelas. 
Pasal 130 
Cukup jelas. 
Pasal 131 
Cukup jelas. 
 
 
 
Pasal 132 . . . 
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Pasal 132 
Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan “advokasi”, antara lain dalam bentuk 
penyadaran masyarakat, konsultasi, pemberian rekomendasi, 
dan bimbingan teknis. 
Ayat (2) 
Cukup jelas. 
Pasal 133 
Huruf a 
Cukup jelas. 
Huruf b 
Cukup jelas. 
Huruf c 
Cukup jelas. 
Huruf d 
Yang dimaksud dengan “pemangku kepentingan terkait”, 
antara lain Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, 
organisasi Penyandang Disabilitas, organisasi 
kemasyarakatan, dan badan hukum. 
Pasal 134 
Cukup jelas. 
Pasal 135 
Cukup jelas. 
Pasal 136 
Cukup jelas. 
 
Pasal 137 . . . 
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Pasal 137 
Cukup jelas. 
Pasal 138 
Cukup jelas. 
Pasal 139 
Cukup jelas. 
Pasal 140 
Cukup jelas. 
Pasal 141 
Cukup jelas. 
Pasal 142 
Cukup jelas. 
Pasal 143 
Cukup jelas. 
Pasal 144 
Cukup jelas. 
Pasal 145 
Cukup jelas. 
Pasal 146 
Cukup jelas. 
Pasal 147 
Cukup jelas. 
 
Pasal 148 . . . 
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Pasal 148 
Cukup jelas. 
Pasal 149 
Cukup jelas. 
Pasal 150 
Cukup jelas. 
Pasal 151 
Cukup jelas. 
Pasal 152 
Cukup jelas. 
Pasal 153 
Cukup jelas. 
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